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ABSTRAK

ULAMA DAN PEMIMPIN PEREMPUAN DI RANAH POLITIK
(Pandangan Teungku Dayah Terhadap Keuchik Perempuan di Aceh Besar)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomenadi mana perempuan masih sangat langka
menjadi pemimpin di ranah politik dalam jabatan Keuchik di Provinsi Aceh, terkhusus
pada wilayah Kabupaten Aceh Besar. Namun di akhir tahun 2017 muncul Keuchik
perempuan, potret ini menjadi pertanyaan besar. Biasanya tantangan kepada
perempuan yang maju ke ranah politik dari kalangan Teungku Dayah. Berdasarkan
permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah; apa faktor yang
melatar belakangi munculnya kepemimpinan perempuan di ranah politik dalam bentuk
jabatan Keuchik di Kabupaten Aceh Besar. Bagaimana pandangan Teungku Dayah
melihat kepemimpinan Keuchik perempuan pada dua Gampong di Kabupaten Aceh
Besar. Bagaimana dinamika diinternal Teungku Dayah dalam melihat kepemimpinan
Keuchik perempuan era kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan
eksplorasi dan eksplanasi, di mana menjelaskan secara luas dan mendalam terhadap
permasalahan yang digiukan. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian
kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan indept interview kepada Teungku
Dayah dan Keuchik perempuan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.Teori yang
dipakai adalah penafsiran yang dikemukan oleh beberapa mufassirin terhadap ayat al-
Qur’an dan Hadith tentang kepemimpinan perempuan yang masi h diperdebatkan dalam
Islam. Dalam kajian ini juga dipakai teori gender yang bermaksud menstrukturkan
dengan benar mana yang kodrati dan mana yang bentukan atau konstruksi sosial pada
kehidupan relasi perempuan dan laki-laki di wilayah domistik, publik maupun politik.
Begitu juga untuk melihat permasalahan yang merupakan suatu ketimpangan dalam
kehidupan bermasyarakat, di mana keterwakilan perempuan dalam berbagai jabatan
ataupun perangkat Gampong masih sangat sedikit. Teori elit politik yang
dikembangkan oleh Vilfredo Pareto juga dipaka untuk melihat dinamika dalam
pemilihan Keuchik di Gampong Miruk Taman dan Gampong Seuneubok. Hasil
penelitian menunjukkan sampai saat ini Teungku Dayah masih sgja memegang teguh
pada prinsip bahwa perempuan tidak dibenarkan oleh garan agama untuk menjadi
pemimpin, dengan beberapadalil yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an dan Hadith.
Sementara Keuchk perempuan yang terpilih secara demokratis di dua Gampong dalam
Kabupaten Aceh Besar disebabkan mereka mempunyai strategi dan pendekatan yang
soft dengan masyarakat dan tokoh yang berpengaruh serta para Teungku Dayah yang
berdomisis di wilayah Gampong tersebut, mereka juga membuat gerakan perempuan
dalam bentuk organisai ditingkat Gampong, sehingga membawa kepada keberhasilan
dalam jabatan Keuchik. Mencermati yang lebih luas bahwa masyarakat pada umumnya
sampai saat ini masih mengikuti pola pemikiran seperti pandangan Teungku Dayah
yang tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin di ranah politik.

Kata Kunci: Ulama, Pemimpin Perempuan, dan Politik.
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ABSTRACT

FEMALE ULEMA AND LEADERSIN THE POLITICAL SPHERE

(The Per spectives of Teungku Dayah on Female Keuchik in Aceh Besar)

This study concerned on the phenomenon in which women rarely become political leaders as
Keuchik (village leader) in the province of Aceh, particularly in Aceh Besar District. At the
end of 2017, however, the presence of female Keuchik has raised a question among the public.
One of the challenges for women advancing into politics comes from Teungku Dayah or
teachers of traditional Islamic boarding schools. In this study, the focuses were on the factors
influencing the emergence of women’s leadership in the political sphere taking the Keuchik
position in Aceh Besar District, the perceptions of Teungku Dayah on the female Keuchik
leadership in two villages in Aceh Besar District, and the internal dynamics of Teungku
Dayah in viewing the femae Keuchik leadership in the contemporary era. As a type of the
descriptive qualitative research, the study used the exploratory and explanatory approach,
which discussed broadly and deeply the problems in question. The study utilized in-depth
interviews with Teungku Dayah and female Keuchik in Aceh Besar District. Here, the study
used the theories containing the interpretations proposed by several mufassirin (authors of
exegesis) of the verses of the Qur’an and Hadith about female leadership which is still a
debatable issue in Islam. In addition, gender theory was also included to properly structure
which is natural and which is the socia formation or construction in the life relationship of
women and men in domestic, public and political areas, as well as to see the problem of an
imbalance in social life, where women’s representation in various positions or Gampong
(village) apparatus has been very low. The political elite theory developed by Vilfredo Pareto
was also used to observe the dynamics of the Keuchik election in two villages, Gampong
Miruk Taman and Gampong Seuneubok. The results revealed that to this date, Teungku
Dayah still adheres to the principle that women are not justified by religious teachings to
become leaders, showing severa arguments contained in the holy Qur’an and Hadith. On the
other hand, female Keuchik who were democratically elected in two villages in Aceh Besar
showed that they applied a soft strategy and approach towards the community and influential
figures as well as the Teungku Dayah who lived in the Gampong areas. Furthermore, both
Keuchik also created a women’s movement in the form of an organization at the village level.
Thus, their hard work led them to succeed in getting the Keuchik position. However, in a
broader view, the society in genera is till having a thought pattern similar to the Teungku
Dayah’s view which does not allow women to become leaders in the political sphere.

Keywords: Ulema, Women Leaders, and Politics.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daam Islam, kedudukan perempuan sama dengan laki-laki, yang
membedakan hanyalah amal saleh mereka. Begitu pula dengan kedudukan
keduanya dalam politik, keduannya mempunyai hak yang sama yaitu mempunyai
kebebasan untuk menduduki lembaga politik tentunya berdasarkan kemampuan
yang mereka miliki.

Jabatan Keuchik merupakan sebuah jabatan politik yaitu sebagai badan
eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan  pemerintahan  Gampong,!
pemerintahan Gampong sebagai tempat untuk  menampung dan menyalurkan
aspiras  masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
memberi nasehat, pendapat, merumuskan kebijakan dan menyelesaikan sengketa
yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat Gampong lainnya.
Keuchik merupakan orang yang dipilih oleh masyarakat atas dasar
kepercayaannya karena dianggap orang yang dituakan serta memiliki kearifan,
keteladanan dan kemampuan dalam memimpin.?

Jabatan Keuchik dalam masyarakat Aceh pada umumnya adalah sebuah
jabatan struktural pemerintahan Gampong, sekaligus jabatan keagamaan di tingkat
Gampong. Walaupun Pada dasarnya, Keuchik sebagai pemimpin Gampong dari

aspek kultur ke-Acehan pada dirinya melekat fungs “mono trias functions”

1 Badruzzaman Ismail, Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2013).
6.

2 Tim Pendliti IAIN Ar-Rani ry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan Adat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), 76.



artinya tiga fungs kekuasaan dalam ketunggalan, yaitu fungsi eksekutif, legidlatif
dan yudikatif, dengan tugas pokok “Keureuja Udeip, Keureuja Matei”.2 Akan
tetapi dalam menjalankan tugas pokoknya Keuchik dibantu dan didukung oleh
Teungku dan Ureung Tuha/Tuha Peut,* Ureung Tuha adalah kaum yang
berpengalaman, bijaksana, sopan-santun, dan berpengetahuan tentang adat dalam
suatu Gampong, mereka boleh tua atau muda umurnya.

Jabatan Keuchik dipilih secara langsung oleh anggota masyarakat untuk
masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa
jabatan.® Sebagai kepala eksekutif Gampong, Keuchik dalam menyelenggarakan
pemerintahan merupakan representatif dari masyarakat Gampong yang diberi
mandat dan kepercayaan untuk menjalankan roda pemerintahan, menetapkan
berbagai kebijakan Gampong dalam upaya mensgahterakan masyarakat
Gampong. Jabatan Keuchik ini pada umumnya dipegang oleh laki-laki. Sangat
jarang bahkan sebuah keanehan, bila sebuah Gampong dipimpin oleh seorang
Keuchik perempuan.

Saat ini ada dua Keuchik perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar,
tentu sgja tepilihnya dua Keuchik perempuan ini merupakan sebuah hal yang luar

biasa. Dalam kurun waktu yang sangat lama tidak ada seorang perempuanpun

3Keureja Udep dan Keureja Matee ini adalah salah satu ungkapan yang lazim diucapkan oleh
masyarakat Aceh, yang maksudnya adalah jika terjadi kemalangan maupun kesukacitaan, baik
dalam satu keluarga maupun dalam suatu komunitas masyarakat luas, masyarakat bersama-sama
membantu dan menyelesaikannya. Mahfud, Dekonstruksi Peran Tuha Peut Perempuan dalam
Menjaga Perdamaian Aceh, Kanun: Jurnal IImu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah
Kuala Banda Aceh, Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017.
4paam masyarakat Aceh, Tuha Peut (empat orang yang dituakan), merupakan aparatur Gampong
yang dipilih secara musyawarah oleh internal Gampong, Tuha Peut ini membantu Keuchik dalam
menjalankan roda pemerintahan Gampong, biasanya mereka lebih kepada penasehat Keuchik
dengan istilah yang lain, karena beda dengan kepala dusun (kadus).

Peraturan Bupati Aceh Besar (PERBUP) Nomor 60 Tahun 2017.



yang dapat menjadi Keuchik dalam sebuah Gampong di Aceh. Dari sisi jumlah
maka dapat dikatakan presentasi Keuchik perempuan di Aceh Besar sangatlah
kecil.

Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari 23 Kecamatan memiliki 604
Gampong. Dengan demikian jumlah Keuchik perempuan hanya 0,3 persen dari
total jumlah Keuchik di Aceh Besar. Dua Gampong dengan Keuchiknya
perempuan adalah Gampong Seuneubok yang berada di Kecamatan Seulimum
dan Gampong Miruk Taman yang berada di Kecamatan Darussalam. Munculnya
dua Keuchik perempuan di wilayah Kabupaten Aceh Besar ini merupakan sebuah
fenomena baru, karena dalam tradisi Aceh kontemporer hampir tidak ada dan
bahkan tidak diperkenankan perempuan menjadi pemimpin di ruang publik
termasuk menjadi Keuchik.

Maka dari itu, hal ini menarik untuk diteliti, dilihat dari perspektif dan
pandangan Teungku Dayah era kontemporer khususnya di wilayah Kabupaten
Aceh Besar. Penélitian ini semakin menarik kalau dikaitkan dengan sgjarah sosia
masyarakat Aceh, karena dalam tradisi dan perjalanan sgarah, Aceh pernah
dipimpin oleh Rga perempuan atau Sulthanah.

Kepemimpinan perempuan sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dan
asing dalam masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Aceh Besar pada
khususnya, begitu juga dalam konteks Indonesia secara lebih luas lagi. Karena
Aceh pernah dipimpin oleh empat orang Sultanah selama 59 tahun yaitu pada

masa kepemimpinan Sultanah Safiyatuddin Syah, Sultanah Zakiyatuddin Syah,



Sultanah Kamalat Syah dan Sultanah Inayat Syah.® Sejarah juga mencatat tokoh-
tokoh ulama perempuan yang sangat terkenal seperti Teugku Fakinah dan
Teungku Pocut Meurah Inseun. Di samping juga panglima perang perempuan
seperti Cut Nyak Dhien, Cut meutia dan Laksamana Malahayati. Dalam bidang
perdagangan Aceh juga mengenal Ummi Habibah yang sukses dalam ekspor-
impor barang perdagangan ke Mal aka pada abad ke 16.’

Begitu juga berbicara tentang kedudukan dan status perempuan sebagai
pemimpin di suatu komunitas masyarakat, umat Islam percaya bahwa Islam telah
memuliakan dan mengangkat dergjat perempuan. Islam melaui ayat-ayat Al-
Qur’an telah memproklamirkan persamaan dergat antara perempuan dan laki-
laki.8 Al-Qur’an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan beriman adalah
saling bergantung dan saling tolong-menolong dalam melakukan amar ma’ruf
nahi mungkar.® Islan memperlakukan perempuan sebagai manusia yang

sempurna, manusia yang mempunyai hak dan tanggungjawab.® Sekiranya mereka

6 Sher Banu. L. Khan, Sovereign Women in a Muslim Kingdom: The Sultanahs of Aceh 1641-1699

(Singapore: National University Press, 2017). 33.

7 A. Hasmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu (Jakarta: Bulan Bintang,

1977). 23-35.

8 Pesan Al-Quran dalam ayat-ayat ini tentang Keimanan lelaki sama dengan |mannya Perempuan,
Q.S a-Mumtahanah 60: 10, al-Ahzab 33:85, al-Buruj 85:10, Muhammad 47:19. Balasan bagi
mukminat di akhirat sama seperti balasan bagi mukmin, Q.S a-Isra’ 16: 97, Ghafir 40: 41, anl-

Nisa’ 4: 123-124, Ali Imran 3: 195, a-Mukminun 23: 35, a-Taubah 9: 72. Keikutsertaan

Perempuan bersama lelaki dalam syiar agama; dalam aktivitas kemasyarakatan (sosial dan politik).
Hak kepemilikan harta Q.S al-Nisa’ 4: 7, 10, 12, 116, Ali Imran 3:4 dan hak-hak yang lain.

% Q.S a-Taubah 9:71. Demikian juga pesan yang di kandung dalam Q.S a-Hujarat 49:13 yang
menerangkan tentang penciptaan manusia dengan berbagai sifatnya, bersuku-suku dan berbangsa-

bangsa untuk memenuhi keperluan antara sesama dan perbedaan mereka di sis Allah hanya

terletak pada ketakwaannya. Lihat juga Q.S a-Rum 30:21

1%Hal ini dikuatkan oleh Hadith Nabi yang menyatakan bahwa perempuan harus dihormati dan
diperlakukan dengan baik, Sahih al-Bukhari hadis no 548. Demikian juga dengan pernyataan
Rasulullah bahwa Allah akan memasukkan ke surga sesiapa yang mempunyai anak perempuan
yang tidak menyakiti dan menghinanya serta tidak mengutamakan anak laki-laki dibanding dengan

anak perempuannya. Selain itu Al-qur’an dan Hadith juga menegaskan bahwa perempuan

memiliki hak dalam perkawinan, di mana mereka memiliki hak untuk memilih suami yang sesuai



menunaikan tanggungjawab tersebut mereka akan diberi ganjaran dan balasan
yang sama dengan kaum lelaki. 't

Namun demikian, meskipun umat Islam sepakat mengenai pernyataan
bahwa Islam mengangkat dergat perempuan dan pengakuan terhadap hak-hak
perempuan seperti tersebut di atas tidak dipungkiri, dalam praktiknya masih
menyisakan berbagai persoalan dan perdebatan. Salah satu persoalan yang hingga
sekarang masih menjadi pembahasan dan mungkin akan terus diperdebatkan
adalah masalah kepemimpinan perempuan khususnya pada kepemimpinan dua
orang Keuchik di Kabupaten Aceh Besar. Para pemerhati kajian perempuan
mengemukakan bahwa polemik dan debat antara yang pro maupun yang kontra
terhadap kepemimpinan perempuan dipengaruhi oleh faktor ideologi, konstruksi
budaya dan justifikasi kaum agamawan.*?

Begitu juga terdapat sebagian kalangan yang menganggap kepemimpinan
perempuan tidak sesuai dengan garan Islam. Ayat-ayat Al-Qur’an seperti Q.S an-
Nisa® 4:1 (penciptaan manusia dari jiwa yang satu kemudian menciptakan
pasangannya), an-Nisa’ 4: 34 (laki-laki adalah pelindung bagi perempuan karena
Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain), al-
Bagarah 2: 282 (syarat 2 perempuan dalam kesaksian) yang secara tekstual
seakan-akan menunjukkan bahwa lelaki lebih tinggi (superior) kedudukannya

daripada perempuan, dijadikan alasan untuk mendukung pendapat mereka.'® Di

untuknya, dan tidak dibenarkan pemaksaan, hak untuk perceraian (fasaq), hak nafkah dan hak
kepemilikan melalui mahar maupun harta warisan.

11 Q.San-Nahl 16: 97 dan al-Ahzab 33:35.

12 Husen Muhammad, Figh Perempuan (Y ogyakarta: LkiS, 2007), 23-24.

13 Asma Asfaruddin telah mendiskusikan dalam bukunya tentang perubahan penafsiran yang
terjadi di kalangan mufasir generasi awal (classical exegetes) dengan mufassir belakangan (post-



samping itu mereka juga menguatkan pendapatnya dengan merujuk kepada
Hadith-hadith Nabi seperti; Hadith dari Abi Bakrah (tidak beruntung suatu kaum
yang urusannya diserahkan kepada kaum perempuan)!#, Hadith tentang
perempuan kurang akal dan agamanyal®, perempuan ketika shalat berjamaah
menduduki saf paling belakang®®, perempuan tidak bisa menikahkan dirinya'’,
perempuan cenderung pada kerusakan'®, dan Hadith-hadith lain.

Penolakan ini terutama dikemukakan oleh kalangan Teungku Dayah, yaitu
salah satu institus yang oleh masyarakat Aceh dipandang memiliki legitimasi
berkaitan dengan fatwa-fatwa keagamaan. Teungku Dayah ini kental dan dekat
dengan teks-teks keagamaan, dan teks-teks keagamaan tersebut sangat berperan
besar dalam membentuk pola pikir dan budaya komunitas masyarakat.

Daam kurun waktu yang sangat panjang yaitu setelah kepemimpinan
Sultanah sebagimana yang telah penulis sebutkan di atas tidak pernah lagi ada
pemimpin perempuan di Aceh khususnya di Aceh Besar, dan terkhusus lagi pada
kepemimpinan seorang Kepala Desa (Gampong). Sehingga ditahun 2007, atau
setelah Aceh dilanda musibah gempa dan tsunami, seorang perempuan menjadi
Wakil Wali Kota Banda Aceh yaitu Illiza Sa’auddin Jamal. Beliau menjadi Wakil

Wali Kota Banda Aceh sgak 19 Februari 2007 hingga 17 Februari 2014, dan

classical exegetes) dan mufassir modern dalam menafsirkan ayat ini. Dimana mufasir klasik
cenderung lebih memiliki pandangan positif terhadap perempuan dan menafsirkan ayat-ayat a-
Qur’an dengan cara yang lebih egaliter dibanding dengan post-classical mufasir. Lihat Asma
Asfaruddin, Contemporary Issues in Islam, (Edinburgh: Edinburghn University Press, 2015), 90-
97.

14 Sahih Bukhari: 4425, Sunan Nasa'i V111/227

15 Sahih al-Bukhari: 304

16 Shahih Muslim: 440

17 Sunan Abi Daud: 2085, Sunan Tirmidzi: 1101 dan Sunan Ibn majah: 1880

18 Sahih Bukhari: 5184

19 Diskusi mengenai hadis-hadis ini dapat dilihat dalam Damanhuri, Diskusi Hadis-hadis tentang
Perempuan, Substantia vol 18. No 2



menjadi Wali Kota Banda Aceh dari tahun 2014 sampai dengan Juni 2017. Beliau
satu-satunya perempuan di Aceh yang menduduki jabatan Wakil Wali Kota dan
kemudian menjadi Wali Kota Banda Aceh karena Wali Kota Banda Aceh saat itu
Bapak Mawardi Nurdin meninggal dunia.

Setelah masa jabatannya berakhir di Februari 2014 tersebut, 1llizamaju lagi dalam
kontestasi pemilihan Wali Kota Banda Aceh, namun berbaga rintangan dan
hambatan mengitarinya. Hambatan yang signifikan datang dari kalangan elit
agama yang menyatakan bahwa haram hukumnya memilih pemimpin perempuan.
Sehingga llliza tidak mendapat suara yang cukup untuk jabatan Wali Kota Banda
Aceh.

Dibalik peristiwva Pilkada Banda Aceh ini, Kegagalan wakil walikota
inkumben Illiza Sa’auddin Djama menjadi Wali Kota Banda Aceh dalam pemilu
kepala daerah 2017 lalu. Hal ini menjadi bukti bahwa perjuangan kaum
perempuan Aceh untuk merebut posis puncak pemerintahan daerah masih
membutuhkan waktu dan kekompakan.?

Pada 26 Maret 2016, Camat Lueng Bata, Kota Banda Aceh melantik dan
mengambil sumpah Yusniar seorang Keuchik perempuan untuk Gampong Cot
Magjid, Lueng Bata, Banda Aceh. Yusniar juga satu-satunya perempuan pertama
menjadi Keuchik di Kota Banda Aceh. Yusniar juga mengalami hambatan dari

kalangan elit agama di lingkungannya, yang keberatan dengan kepemimpinan

2 Tim Penyusun Modul Jilid 1, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia 2017. Kepemi mpinan Perempuan di Desa. 34.



perempuan, namun dengan dukungan beberapa tokoh masyarakat, akhirnya
Y usniar terpilih sebagai Keuchik.?

Kasus lain juga terjadi pada Camat perempuan di Kabupaten Bireun,
tepatnya Camat Kecamatan Plimbang, pada bulan September 2010 salah satu
ketuan DPRD di Aceh menyatakan bahwa berdasarkan syari’ah Islam tidak
diperkenankan perempuan menjadi pemimpin. Dalam ha ini dia mendukung
Bupati Bireun untuk menggantikan posisi perempuan sebagai Camat Kecamatan
Plimbang.?

Tasariah, Keuchik Gampong Twi Kayee, Aceh Jaya. Nama Tasariah sudah
menjadi ikon keberhasilan perempuan Kabupaten Aceh Jaya. Segudang prestasi
disematkan kepada Keuchik perempuan satau-satunya yang dimiliki Kabupaten
Aceh Jaya sepanjang tahun 2007-2014.2 Pada pemilihan pertama Tasariah
menghadapi tantangan dari kalangan ulama pesantren (dayah) yang menolak
kepemimpinan Gampong dipegang oleh seorang perempuan. Setelah dilakukan
pertemuan antara ulama Dayah dengan ulama dari Majelis Permusyawaratan
Ulama (MPU) Aceh yang tidak menghalangi perempuan untuk menjadi pemimpin
desa. Hasil pertemuan tersebut sangatlah luar biasa dampaknya bagi keyakinan
Tasariah untuk mendapat dukungan masyarakat dalam pemilihan Keuchik

Gampong pada tahun 2007. “Yang tidak diperbolehkan bagi perempuan adalah

21 |\

Ibid. 35.
22 Eka Srimulyani, Islam, Adat, And The State: Matrifokality in Aceh Revisited, Al-Jami‘ah, Vol.
48, No. 2, 2010 M/1431 H, 334.

23 Tim Penyusun Modul Jilid 1, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia2017. Kepemi mpinan Perempuan di Desa. 37.



memimpin sholat. Selain itu agama membolehkan, seperti menjadi pemimpin
Gampong,” kenang Tasariah.?*

Asnani adalah sosok kepala desa (keucik) perempuan Gampong
Pengasingan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Gampong Pengasing
dikena sebagal desa yang pesat dalam hal pembangunan berbaga sarana, ini tidak
lain berkat kepemimpan Keuchik Asnani, satu-satunya kepala desa perempuan di
Kabupaten Aceh Tengah. Sebagai Keuchik perempuan, karir kepemimpinan
Asnani tidak luput dari berbagai tantangan. Terutama tantangan budaya setempat
yang masih mentabukan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin desa.?®

Yuliana Yunalita, Keuchik Gampong Pante Cermin, Jeuram, Kabupaten
Nagan Raya Provins Aceh, di percaya oleh masyarakat untuk memimpin
pemerintahan Gampong (Desa) yang memiliki jumlah penduduk 527 jiwa dan 152
KK, Yuliana Yunalita Keuchik (Kepala Desa) Pante Cermin, Jeuram, Nagan Raya
(2014-sekarang). Menjadi seorang pemimpin  yang notabenenya seorang
perempuan di kalangan para laki-laki dalam pandangan masyarakat terasa ada
kegjanggalan. Namun hal tersebut tidaklah menyurutkan semangat Yuliana
Y unalita dalam mempimpin sebuah desa di tengah banyak kaum laki-laki.?

Pada Kamis, 26 Juli 2018. Camat K ecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh
Besar melantik seorang Keuchik perempuan untuk Gampong (Desa) Seuneubok
yang bernama Cut Zaitun Akmal yang sering disapa oleh masyarakat setempat

dengan panggilan bunda Cut. Beliau juga satu-satunya perempuan pertama yang

24 | bid. 39.
% | bid. 34.

26 | smawarwi, Jurnal Sosiologi USK, Volume 12, Nomor 2, Desember 2018. 207
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menjadi Keuchik di Kabupaten Aceh Besar dan akan menjabat selama enam tahun
ke depan. Setelah itu pada tahun 2018, camat Kecamatan Darussalam Kabupaten
Aceh Besar melantik seorang Keuchik perempuan untuk Gampong Miruk Taman.

Disertas ini akan mengkai tentang bagaimanakah pandangan Teungku
Dayah terhadap kepemimpinan perempuan di Aceh Besar khususnya pada jabatan
Keuchik di dua Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar. Kenapa Teungku Dayah,
menjadi menarik untuk di lihat secara mendalam dalam kajian disertasi ini, salah
satu sebabnya adalah pada umumnya Teungku Dayah masih melarang dan
berfatwa bahwa haram hukumnya perempuan menjadi seorang pemimpin
terutama di ranah politik. Jabatan seorang Keuchik merupakan jabatan politik di
tingkat Gampong dalam masyarakat Aceh. Teungku Dayah menjadi panutan bagi
masyarakat setempat dan juga sebagai referensi bagi komunitas setempat yaitu
khusunya ditempat domisili Teungku tersebut, masyarakat mengambil kebijakan
berdasarkan fatwa dan keputusan yang dikeluarkan atau disampaikan oleh
Teungku Dayah. Begitu juga dalam penetapan seorang Keuchik perempuan
terkhusus di wilayah Aceh Besar dalam penelitianini.

Menilik munculnya kepemimpinan perempuan di ruang publik dan politik
dalam jabatan Keuchik di Aceh Besar yang sudah lama sekali tidak muncul,
bagaimana pandangan Teungku Dayah dalam melihat kepemimpinan perempuan
yang ada di Aceh Besar, dan bagaimana pula dinamika di internal Teungku dayah
dalam melihat kepemimpinan perempuan di ranah publik dan politik tersebut

merupakan  hal-hal  yang membuat fenomena ini layak  ditdliti.
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Perlu ditegaskan bahwa disertasi ini akan mengkaji pandangan Teungku
Dayah terhadap dua orang Keuchik perempuan yang ada di dua Gampong
(Gampong Seuneubok dan Gampong Miruk Taman) dalam wilayah Kabupaten
Aceh Besar. Sedangkan Teungku Dayah yang diambil adalah Teungku Dayah
yang tersebar dalam Kabupaten Aceh Besar, karena di masing-masing Gampong
tersebut hanya ada satu Dayah.

Kalangan dayah, agak konservatif dalam kepemimpinan perempuan.

. ldentifikasi, Batasan dan Rumusan M asalah
1. ldentifikas Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, terdapat beberapa persoalan
pokok yang dapat diidentifikasi, di antaranya yaitu:

Teungku Dayah dalam masyarakat Aceh dipandang sebagal sosok yang dapat
memberikan solusi dalam berbagai hal kehidupan sosia kemasyarakatan,
terutama sekali dalam wilayah di mana Dayah tersebut berada

Pada umumnya Dayah masih mempertahankan pola pendidikan tradisiona yaitu
yang bertumpu pada “Kitab Kuning”, dan cenderung bersifat Salafi yang
mempertahankan elemen-elemen ketradisionalannya.

Jika dilihat dari pemikiran-pemikiran yang dimunculkan oleh Teungku Dayah
yang masih berpandangan tradisional ini, maka banyak ha yang membuat
masyarakat tidak bisa berkembang dan bahkan stagnan.

. Saat ini di Kabupaten Aceh Besar hanya ada dua orang Keuchik perempuan yaitu

tepatnya di Gampong Seunebok Kecamatan Seulimeum dan Gampong Miruk
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Taman Kecamatan Darussalam. Dalam pegamatan, terpilihnya kedua Keuchik
perempuan tersebut, menuai berbagai pro dan kontra.

Khusus untuk kepemimpinan Gampong, Keuchik perempuan masih dipandang
negatif oleh Teungku Dayah. Tetapi tidak dengan jabatan lain seperti kepala

sekolah, pimpinan rumah sakit sertainstansi pemerintahan lainnya.

. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka pembatasan masalah yang
menjadi fokus penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan Teungku Dayah era
kontemporer terhadap kepemimpinan Keuchik perempuan di Aceh. Pertanyaan
besar ini penting ditelaah karena pada masyarakat Aceh Teungku mempunyai
pandangan dalam berbagai ha ihwal yang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali
dengan ha kepemimpinan perempuan, yang di antara mereka mengharamkan
kalau perempuan menjadi pemimpin politik. Sedangkan wilayah kajiannya adalah

Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh.

. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan
masal ah pada pendlitian ini adalah;
. Apafaktor yang melatar belakangi munculnya kepemimpinan perempuan di ruang
publik dan politik dalam bentuk jabatan Keuchik di Kabupaten Aceh Besar?
. Bagamana pandangan Teungku Dayah meihat kepemimpinan Keuchik
perempuan pada Gampong Miruk Taman dan Gampong Seuneubok di Kabupaten

Aceh Besar?
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3. Bagamana dinamika di internal Teungku Dayah dalam melihat kepemimpinan
Keuchik perempuan?

3. Tujuan Penelitian

1. Mengungkapkan dan mendeskripsikan faktor munculnya kepemimpinan
perempuan di ruang publik dan politik daam bentuk jabatan Keuchik di
Kabupaten Aceh Besar.

2. Memahami secara mendalam pandangan Teungku Dayah dalam melihat
kepemimpinan Keuchik perempuan pada dua Gampong di Kabupaten Aceh Besar.

3. Menemukan dinamika di internal Teungku Dayah dalam melihat kepemimpinan
perempuan.

4. Kegunaan Pendlitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini  memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya pengembangan ilmu-ilmu sosial keagamaan yang berkaitan
dengan kepemimpinan dan kekuasaan perempuan. Begitu juga dengan wacana
keadilan gender di lingkungan Teungku Dayah khususnya dan di dalam masyarakat
pada umumnya, sehingga wacana kepemimpinan perempuan dalam ranah politik
yang berkeadilan bisa menyebar luas di masyarakat.

2. Kegunaaan Praktis
a. Penditian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak terkait, yaitu
pengambil kebijakan di pemerintahan Aceh, Teungku Dayah dan masyarakat
Aceh secara umum. Penelitian ini juga dapat mengingatkan pada sgarah Aceh

yang gemilang dengan para Sulthanahnya. Elaboras kepemimpinan perempuan
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pada saat ini dapat menciptakan masa depan yang lebih gemilang bagi masyarakat
Aceh, terkhusus pada kontek kepemimpinan perempuan di ranah politik.
Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah Aceh untuk menetapkan
berbagai kebijakan untuk terciptanya kepemimpinan perempuan yang lebih
banyak.
Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi bagi
para peminat isu-isu tentang kepemimpinan perempuan. Dan membuka jalan bagi
peneliti-peneliti yang menaruh perhatian tentang isu di atas. begitu juga bagi
mereka yang ingin mengetahui sgjarah sosial intelektual keberagamaan di Aceh.
. Kerangka Teoritik

Kerangka teori berperan penting dalam membantu peneliti memahami
topik penelitiannya secara mendalam serta menganalisis hasil penelitiannya. Teori
juga membantu peneliti dalam melihat apakah penelitiannya memenuhi ukuran-
ukuran atau Kkreteria ilmiah. Dalam disertas ini ada tiga teori yang akan
digunakan. Pertama teori yang bersumber dari studi 1slam. Khususnya pandangan-
pandangan ulama tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam. Kedua adalah
teori yang bersumber dari studi gender yang membantu peneliti  untuk
menjelaskan bagaimana kepemimpinan perempuan dalam konstruksi yang
dibangun oleh masyarakat yang masih kenta dengan budaya patriakhinya, dan
yang ketiga adalah teori sosiologi tentang €lit politik. Dengan demikian, dalam
penelitian ini adatiga disiplin ilmu yang peneliti pakai teorinya untuk memahami

topik penelitian ini dengan menyeluruh.



15

Berbicara tentang Teungku Dayah, maka tidak akan terlepas dari
pembicaraan tentang gjaran dan norma-norma Islam yang dipedomani oleh para
Teungku Dayah. Karenanya perlu diketahui bagaimana sesungguhnya pandangan
Teungku Dayah terhadap Keuchik perempuan berdasarkan garan Islam yang
mereka pahami. Apakah dukungan ataupun ketidaksetujuan mereka terhadap
kepemimpinan perempuan benar-benar dilandasi oleh norma-norma Islam yang
mereka pahami tersebut atau tidak.

Jka dilihat daam garan Islam bahwa permasalahan kepemimpinan
perempuan di ruang publik dan politik belum ada satu penafsiran yang tunggal
dan disepakiti semua orang serta masih diperdebatkan. Dari itu butuh telaah kajian
keislaman yang lebih mendalam, karena para ulama berbeda-beda penafsirannya.
Perbedaan-perbedaan penafsiran tersebut perlu dielaborasi untuk memahami
konteks kepemimpin perempuan dalam masyarakat Aceh yang notabene
mayoritasnya beragama |slam.

Pembicaraan tentang pandangan Teungku Dayah terhadap Keuchik
perempuan juga harus didekati dengan studi gender, karena berbicara ketidak
seimbangan (inbalance) peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Pada
konteks terlihat ketidakseimbangan tersebut. Dari keseluruhan Gampong yang ada
di Aceh Besar, hanya ada dua Keuchik perempuan. Ini menyiratkan adanya
permasalahan gender. Dahulu perempuan di Aceh boleh sgja memimpin, bahkan
jadi komandan perang. Tetapi sekarang ini menjadi sulit bahkan bisa dikatakan

tidak boleh. Hal ini akan dilihat dengan menggunakan teori patriakhi yang



16

dkembangkan oleh Sylvia Walby.?” Bentuk patriakhi menurut Sylvia Walby ada
dua bentuk yaitu patriarkhi domestik (private patriarchy) dan patriakhi publik
(public patriarchy).

Patriarki domestik lebih menitik beratkan pada kerja dalam rumah tangga
sebagai bentuk stereotipe yang melekat pada kaum perempuan. Dalam hal ini
kerja dalam rumah tangga dianggap sebagai kodrat yang harus dijalankan
oleh oleh perempuan yang sifatnya tidak bisa ditawar. Ketika perempuan
dikondisikan seperti itu maka yang perjadi adalah penindasan terhadap
perempuan. Demikian juga dengan patriakhi publik bahwa perempuan dianggap
tidak mampu berada pada ranah publik apalagi politik.

Pada kehidupan suatu negara jika relasi antara perempuan dan laki-laki
masih bersifat asimetris maka bisa dikatakan masyarakatnya masih berada dalam
budaya patriaki. Oleh Marla Mies® budaya ini dianggap sebagai suatu sistem
nila yang menempatkan laki-laki pada tempat yang lebih tinggi dari pada
kaum perempuan, dan keadaan tersebut merembes kedalam berbagai dimensi
yang ada dalam masyarakat, sehingga bukan sesuatu yang berlebihan bila
daam sistem budaya semacam itu kaum laki-laki berada pada pihak yang
mendominasi, sementara kaum perempuan berada di pihak yang mengalami
penundukan.

Teori €it politik yang dikembangkan oleh Vilfredo Pareto® sebagai salah

satu teori sosiologi digunakan untuk melihat dinamika yang terjadi pada kedua

27 SylviaWalby, Theorizing Patriarchy, (Oxford: Blackwellhim, 1998), 20.

2 MarlaMies, Patriarchy and accumulation on World Scale: Women in the International Division
of Labour (Avon: The Bath Press, 1986), 37.

2 S.P. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta: Rajawali Pres, 1987, 30-35.
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Gampong sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu bagaimana Keuchik
perempuan yang mencalonkan diri untuk mengikuti pesta demokrasi pilchiksung
(pemilihan Keuchik langsung). Perempuan yang mencalonkan diri sebagai
Keuchik di Gampong tentu menempuh jalan politik tertentu yang memungkinkan
mereka untuk terpilih.

Vilfredo Pareto menggunakan kata €lit untuk menjelaskan adanya
ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap lingkup kehidupan sosial. Pareto
percaya bahwa dalam setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang
yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehidupan mereka pada
kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat
kekuasaan adalah selalu merupakan terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai dlit.
Elit merupakan orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam
lapisan masyarakat. Lebih jauh, Paretto membagi kelas elit kedalam dua kelas
yaitu pertama, elit yang memerintah (governing elite) yang terdiri dari individu-
individu yang secara langsung dan tidak langsung memainkan peranan yang besar
dalam pemerintahan. Kedua, elit yang tidak memerintah (non-governing elite).
Jadi menurutnya, dalam lapisan masyarakat memiliki dua lapisan, lapisan yang
rendah dan lapisan yang tinggi yang dibagi menjadi dua, €lit yang memerintah
dan elit yang tidak memerintah.*

. Penelitian Terdahulu
Dalam membicarakan tentang penelitian terdahulu yang relevan, peneliti

mengklasifikasikannya tentang kepemimpinan perempuan menjadi tiga tema

%0 Wilfredo Pareto, The Mind and Society A Treatise on General Sociology, (New Y ork: Harcout
Brace and Co, 1935), dan Judistra K. Garna, Teori-teori Perubahan Sosial (Bandung: Pasca
UNPAD, 1992), 40.
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yaitu; tentang peran ulama Aceh dalam sosia keagamaan, kepemimpinan
perempuan dan pandangan ulama terhadap kepemimpinan perempuan.

. Studi Tentang Peran Ulama di Aceh

Buku Ensiklopedia Pemikiran Ulama Aceh Tim Penulis IAIN Ar-Raniry,
dengan kata pengantar oleh Azyumardi Azra, dan. T.H Ibrahim Alfian,
merupakan ensiklopedia yang menjelaskan tentang peran ulama dalam memberi
penerangan dan pembahasan terhadap berbaga permasalahan yang mengitari
kehidupan masyarakat, yaitu mulai dari masalah Ibadah Mahdhah samapai ibadah
ghairu mahdhah atau muamaah. Dengan keahlian yang berbeda-beda, para
penulis ensiklopedia ini membahas tentang berbagai bidang, semuanya
merupakan khazanah Intelektua ulama yang perlu dibaca ulang dan menjadi
cermin bagi generass mendatang terutama peran ulama dan cendekiawan
penerusnya,® dalam pembahasannya team hanya sekilas membahas tentang ulama
karena merupakan kumpulan dari beberapa pikiran ulama sebatas masal ah ibadah.

Disertas Nuraini dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditulis pada
tahun 2015 berjudul Peran Ulama dalam Politik Aceh Kontemporer 1998-2012
yang menguraikan tentang adanya dua corak pemimpin masyarakat dalam hal
keagamaan, yaitu ulee balang dan aim Ulama. Kelompok pertama berkuasa
secara formal sesudah Belanda menjgah Aceh, karena itu ditakuti. Kelompok ke
dua merupakan pemimpin Informal yang terangkat karena kemampuannya akan
penguasaan keagamaan Islam. Oleh karena itu, mereka sangat dihormati dan

disegani oleh segenap lapisan masyarakat Aceh. Kedudukan dan peranan ulama

31 Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, Ensiklopedia Pemikiran Ulama Aceh (Banda Aceh: Pudlit
IAINAr-Raniry Darussalam, 2004).
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sebagai "the leadermen” yang berpengaruh terhadap pembentukan nilai-nilai di
kalangan masyarakat Aceh. Dalam ha ini, Soedjito sebagaimana dikutip oleh
Nuraini dalam disertasinya menegaskan bahwa "makin besar pengaruh sesuatu
kelompok (seseorang) makin tinggi pula kedudukannya di dalam struktur sosial;
makin tinggi kedudukan orang, makin besar pengaruh dan hak-hak yang
dipunyainya. Pengaruh ini dapat begitu besarnya sehingga kelompok (seseorang)
yang memiliki pengaruh ini dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.
Nuraini juga mengutip A. Mukti Ali, yang mengatakan, bahwa alim ulama
sebagai pemimpin non formil, diperlukan peranannya dalam mengambil
keputusan dan pilihan-pilihan yang tidak selalu berdasarkan pertimbangan rasionil
untuk keberhasilan pembangunan.®?

. Studi Tentang Kepemimpinan Perempuan

Pada aspek ini, peneliti melihat penelitian yang dilakukan oleh
Mahmuddin yaitu Reposisi Tuha Peut Perempuan: Antara Budaya dan Identitas
Perempuan dalam Kelembagaan Gampong di Aceh.®® Tulisan ini menjelaskan
kedudukan perempuan dalam lembaga tuha peut menempati posisi berperan

penting dalam pembangunan gampong. Tuha peut atau yang sering disebutkan

32 Nuraini, Peran Ulama Dalam Politik aceh Kontemporer 1998-2012, Disertasi (Jakarta: UIN
Syarif Hidayatullah), 2015.

33 Mahmuddin, “Tuha Peut Perempuan: Peluang dan Diferensiasi Sosial Pembangunan Gampong
di Aceh”, Jurnal Peurawi, Vol. 2 No. 1 Tahun 2019. DR. Mahmuddin adalah dosen tetap pada
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry, Darussalam Banda Aceh. Beliau
menyelesaikan Program Doktor di IPB Bogor pada Prodi Sosiologi Pedesaan. Tulisan-tulisannya
dimuat di bebarapa jurnal yang terkait dengan penguatan dan kapasitas perempuan di tingkat
Gampong. Di antaranya; Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan BUMG di Gampong Blang
Krueng kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, IJTIMA’I-International Journal of
Government and Social Science, Vol. 5, No. 1, Oktober 2019. Qanun dan Arah Penguatan
K elembagaan Gampong, IJTIMA’I-International Journal of Government and Social Science, Vol.
1 No. 2. Maret 2016.
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empat unsur tokoh adat merupabkan dewan empat yang anggota-anggotanya, baik
masing-masing maupun bersama-sama mengambil tanggung jawab tugas-tugas
pemerintahan gampong. Qanun No. 5 Tahun 2003 menunjukkan unsur yang
terdapat dalam tuha peut gampong terdiri dari cerdik pandai, ulama, pemuda dan
unsur perempuan. Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam perangkat
gampong menjadi anggota tuha peut gampong masih cukup lemah. Dimensi
budaya dan identitas perempuan dalam masyarakat Aceh masih menempatkan
perempuan sebagai second class di ruang publik. Budaya parthiarkhi dan masih
ada anggapan yang berkembang bahwa perempuan tidak mampu terlibat dalam
struktur pemerintah gampong menjadi fenomena mendasar yang masih dijumpai
di gampong. Pemerintahan gampong yang diatur melalui Qanun No. 5 Tahun
2003 tentang pemerintahan gampong, merupakan realisasi dari regulasi produk
hukum formal untuk mewujudkan kemandirian gampong secara otonom. Melaui
tersebut dan selanjutnya dicetuskankannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang
pemerintahan desa masih kurang kiprah perempuan baik secara sosiologis
maupun budaya dalam tata kelola kelembagaan gampong khususnya dalam
struktur tuha peut gampong. Dinamika perubahan dan regulasi yang ada sejak
gampong menjadi institusi otonom hingga pasca reformasi sekarang ini adalah
bagian integral dari lingkup pemahaman masyarakat terkait keterlibatan
perempuan dalam kelembagaan gampong, baik sebagai penentu kebijakan dan

pelaksana kebijakan pembangunan Gampong.
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Sarah Nuraini Siregar, “Pemberontakan” Perempuan Aceh Dalam Dunia
Politik: Studi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lokal.3* Dalam tulisan ini
dijelaskan bahwa, secara historis peran perempuan Aceh di dunia politik telah ada
jauh sebelumnya. Sgjarah telah memperlihatkan misalnya bagaimana peran Cut
Nyak Dhien, sebagai salah satu panglima perang Aceh dan pegjuang nasiona yang
mampu memimpin pasukan dengan gayanya tersendiri dalam melawan penjagah
Belanda. Begitu juga dengan tokoh perempuan Aceh lainnya, seperti Laksamana
Malahayati yang mampu membuktikan dirinya memimpin dalam beberapa
pertempuran dan tampil menjadi Sultanah di Aceh pada masa lalu. Dan beberapa
tokoh perempuan lainnya yang menorehkan catatan keberhasilan atas peran
mereka di masa lalu. Tantangan utama yang dihadapi oleh kaum perempuan Aceh
dalam meraih posisi di parpol maupun parlemen masih berasal dari faktor internal
dan faktor eksternal. Faktor interna tidak lain adalah ketidakseriusan dan
ketidaksiapan parpol, baik nasional dan loka dalam menjaring caleg perempuan.
Praktek politik keseharian di Aceh telah menunjukkan belum ada kemampuan
dalam memberikan ruang yang luas untuk perempuan Aceh berpartisipas lebih
aktif dalam dunia politik. Padahal telah ada peluang-peluang politik, seperti
keberadaan parpol loka yang mestinya mampu menjembatani lebih seksama akan
kepentingan perempuan Aceh, serta aturan keterwakilan 30 persen perempuan.
Namun ternyata peluang tersebut tidak serta merta menciptakan hubungan
kausdlitas yang positif bagi perempuan Aceh. Kebijakan affirmative action

melalui kuota 30 persen hanya bersifat himbauan bagi parpol sehingga parpol

34 embaga |lmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Politik, K erja sama dengan
Konrad Adenauer Stiftung, 2012.
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merasa tidak wajib melaksanakannya secara utuh. Sedangkan faktor eksterna
lebih disebabkan stigmatisasi atas peran perempuan yang terbangun atas dasar
konstruksi sosia selama ini. Perempuan dianggap tidak pantas masuk ke dunia
politik, dilarang menjadi seorang pemimpin, serta kendala materi yang
dimilikinya.

Eka Srimulyani,® Teungku Inong Dayah: Female Religious Leaders in
Contemporary Aceh, Koninklijke brill nv, Leiden, 2016. Di Aceh, maupun secara
nasiona di Indonesia, wanita hanya sebagian kecil dari Dewan Ulama resmi. Di
semua tingkat, mereka sehingga kurang terwakili baik dari segi struktur
kepemimpinan organisasi dan dalam hal keanggotaannya. Hanya ada segelintir
anggota perempuan di Dewan. Di Kabupaten Aceh Besar dua ulama perempuan
terlibat dalam Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPUA). Umi Hanisah salah
seorang ulama perempuan Aceh yang juga berperan dalam perhimpunan Ulama
Dayah Aceh (HUDA). Diskus tentang teungku inong dan mereka mempunyai
lembaga yang dikelolanya sendiri yaitu dayah, ada banyak Teungku-teungku
Inong, ini menunjukkan bahwa perempuan Aceh bisa mengelola dan sekaligus
sebagai pemimpin pemimpin agama. Namun, tidak dipungkiri bahwa adanya
hubungan relasional dengan keluarga dan pihak lainnya. Akan tetapi ada juga
Teungku Inong membangun Ilembaga dayah dengan usahanya sendiri. Otoritas ini
berdasarkan daya dicapai yang dapat memberikan kesempatan kepada perempuan
dalam bentuk kepemimpinan di lembaga agama. Akan tetapi bila dibandingkan
dengan laki-laki kepemimpinan perempuan di lembaga dayah memang masih

i T g Dayah: Female Religious Leaders in Contemporary Aceh,
Koninklijke brill nv, Leiden, 2016.



23

sangat sedikit. Tapi peran mereka sangat penting karena mereka memiliki
pengaruh pepada kehidupan social kemasyarakatan, khususnya melalui ruang-
ruang agama dan ruang publik informal.

Munawiah & Kamaliah,*® Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha
Peut Gampong dan Kesgahteraan Masyarakat di Kecamatan Meureudu, Aceh.
Tulisan ini mengemukakan gambaran tentang partisipasi perempuan sebagai
anggota Tuha Peut gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
Kecamatan Meureudu. Lembaga Tuha Peut Gampong merupakan badan
permusyawaratan Gampong, yang berfungs mengayomi adat istiadat, membuat
peraturan Gampong dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta
melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan gampong.
Lembaga Tuha peut perempuan adalah wakil perempuan yang ada di dalam
pemerintahan gampong yang menjunjung tinggi aspirasi perempuan. Keberadaan
mereka sangat diperlukan dalam pemerintahan gampong karena banyak
permasalahan yang terjadi dalam Gampong, terutama permasalahan terkait dengan
perempuan, maka harus dilibatkan perempuan dalam penyelesaian persoalan
tersebut. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat
pemerintahan gampong akan membantu mencapai persamaan dan keadilan di
tingkat gampong. Data diperoleh melaui wawancara anggota tuha peut
perempuan dan laki-laki, keucik gampong. tokoh masyarakat dan unsur pemuda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga Tuha
Peut Gampong tidak hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada

Evunawiah—&Kamatah—Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan
K esgjahteraan Masyarakat di Kecamatan Meureudu, Aceh, Jurnal Gender Equality: International
Journal of Child and Gender Sudies, Vol. 3, No. 1, Maet 2017
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Kepala Gampong (Keucik) namun mereka dapat juga melakukan pengawasan
terhadap Reusam Gampong®’, pengelolaan keuangan Gampong, dan juga mediator
dan negosiator dari permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Rasyidin,®® Gender dan Politik, Keterwakilan Wanita dalam Politik,
Unima Press, 2016. Salah satu fenomena yang masih terus hangat
diperbincangkan dalam publik dan politik adalah permasalahan Gender atau
kesetaraan gender. Di Indonesia kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan
politik mash menjadi sebuah tantangan yang terus dihadapi hingga saat ini
dikarenakan jumlah keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun
politik yang masih belum mampuni. Perempuan Indonesia tertinggal didalam
kehidupan publik hingga politik, kesenjangan gender yang muncul dalam
indikator sektor sosial menjadi sebuah tantangan berskala lokal dan nasional.

Tahun 2008 menjadi salah satu awa pergolakan politik gender di Indonesia

37 Menurut UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Gampong adalah
strata pemerintahan terendah di bawah Mukim. Secara Nasional pemerintahan Gampongsama
dengan pemerintahan Desa. Namun di Aceh terdapat sedikit perbedaan dalam strata pemerintahan
di mana antara Kecamatan dan Desa terdapat strata pemerintahan Mukim. Hal ini barang kali
menjadi sebuah kekhususanpemerintahan di Aceh. Mukim merupakan federasi beberapa Gampong
biasanya terdiri dari 8 pemerintahan Gampong, Mukim merupakan strata pemerintahan khas Aceh.
Pemerintahan Mukim telah dikenal sgfak masa Kergjaan Aceh Darussalam sebagai termaktub
dalam UUD Kergjaan Aceh Darussalam, Qanun Meukuta Alam. Kepala Pemerintahan Mukim di
sebut Imeum Mukim. Pemerintahan Gampong di Aceh merupakan struktur pemerintahan terendah
dalam tata pemerintahan di Aceh dan juga secara Nasional. Untuk menata kehidupan masyarakat
Gampong dapat membuat aturan Gampong. Menurut UU No 11 tahun 2003 peraturan Gampong
disebut Reusam Gampong. Reusam Gampong dibuat atas inisiatif Pemerintah Gampong dalam hal
ini bersama antara Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong, untuk dapat berlaku Reusam
Gampong memerlukan persetujuan oleh Bupati, namun bila setelah 45 hari setelah diajukan tidak
mendapat tanggapan dari Bupati, maka Reusam tersebut dapat langsung berlaku. Reusam dalam
artian luas dapat dimaknai sebagai adab atau tata karma. Budaya yang tinggi ialah budaya yang
mempunyai peradaban dan tata karma yang baik, sehingga adanya Reusam di Aceh berada pada
tingkat yang lebih baik.

% Rasyidin, Gender dan Politik, Keterwakilan Wanita dalam Politik, (Aceh Utara: Unimal Press,
2016).
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seiring dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, dengan salah satu hal mendasar yang tertuang dalam undang-undang
tersebut yaitu syarat menjadi badan hukum atas suatu partai politik, disyaratkan
bahwa untuk menjadi suatu badan hukum, partai politik harus memiliki
kepengurusan, sedikitnya 60% dari jumlah provins, 50% dari jumlah
kabupaten/kota pada setigp provinsg yang bersangkutan. Sementara untuk
kecamatan, harus memiliki kepengurusan setidaknya 25% dari jumlah kecamatan
pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan. Dalam masalah
kesetaraan gender diatur secara tegas dengan menentukan tingkat keikutsertaan
perempuan dalam aktivitas parta politik sedikitnya 30 persen, demikian pula pada

jumlah kepengurusan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

. Studi Tentang Pandangan Ulama Terhadap K epemimpinan Perempuan
Baharuddin, Eksistensi Politik Perempuan dalam Pandangan Ulama Tafsir,
daam An-Nisa’, Jurna Studi Gender dan Islam, PSW STAIN Watampone,
Volume 111, Nomor 1, tahun 2010. Terminologi Islam tentang perempuan dan
peren demokrasi politiknya berangkat dari prinsip persamaan dan peluang yang
diberikan pada kaum perempuan untuk bisa berkiprah cukup besar. Persoaan
yang ada sekarang ini, bukan hanya tantangan bagaimana penerapan demokras
melalui persamaan ini dapat tercapai, namun yang banyak terhambat pada aspek
sosiologis dan tanggung jawab perempuan sebagai seorang perempuan yang

sudah terdoktrin dalam masyarakat bahwa harus mengurus dapur, sumur dan
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kasur sgja. Akan tetapi tantangan yang lebih berat lagi dating dari ulama-ulama
tafsir yang tidak memberikan ruang pada perempuan dalam tafsirannya.

Halimah B,* Kepemimpinan Politik Perempuan daam Pemikiran
Mufassir, dalam Jurnal ad-daulah, Vol. 7/ No. 1/ Juni 2018, Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islan  Negeri  (UIN) Alauddin Makassar. Wacana
kepemimpinan perempuan menjadi polemik dan pro-kontra dikalangan mufassir.
Ha ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan hadith secara
tekstual mengutamakan laki-laki menjadi pemimpin Meskipun sebahagian mereka
membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam masyarakat (publik), dengan
menjadikan QS. da-Taubah /9:71 sebagai landasan kebolehannya dengan
kontektualisasi penafsiran. Di samping itu fakta menunjukkan ada sejumlah
perempuan berpengaruh dalam masyarakat dan mempunyai kemampuan menjadi
pemimpin. Perdebatan yang terjadi tentang kepemimpinan perempuan di kalangan
mufassir. Pertama; sebahagian mereka mendasarkan pandangannya QS. a-
Nisa’/4:34 bahwa laki-laki mutlak menjadi pemimpin. Penafsiran tersebut
memberikan reaks kepada sebahagian kalangan Islam bahwa Islam diskriminatif
terhadap perempuan yang dapat menjadi pemimpin. Oleh karenanya ada bias
pemahaman yang menyebabkan ketidakadilan dalam kepemimpinan bagi
perempuan. Kedua; mereka berpegang terhadap penegasan hadith Rasulullah saw.
“tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada

Seorang perempuan”.

i ; itik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir, Jurnal ad-daulah,
Vol. 7/ No. 1/ Juni 2018.
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Pendapat Ulama Aceh Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi
Kasus: llliza Sa’auddin Djama Dalam Kontestas Pilkada Kota Banda Aceh
2017). Munculnya perspektif gender dan gerakan feminisme diakhir abad 19
merupakan awal pergerakan perempuan di ranah produktif. Dapat dilihat dari
bagaimana perempuan dilibatkan secara aktif bekerja di berbagai bidang, mulai
dari bidang ekonomi, sosial, politik hingga agama. Meski demikian, perempuan
masih terbelenggu dengan budaya, mitos dan jauh dari kata kompetensi yang
sehat di ranah produktif. Hal tersebut terjadi di Banda Aceh ketika seorang
perempuan mencalonkan diri menjadi pemimpin. Di Aceh, perdebatan mengenai
boleh tidaknya memilih perempuan sebagai pemimpin selalu ada dari waktu ke
waktu. Masyarakat Aceh memang tidak bisa lepas dari nilai-nila Islam. Nilai-
nilai Islam tersebut tersebar dan sangat berkaitan erat penyebarannya terwujud
berkat peran ulama. Pada konteks kepemimpinan perempuan, pandangan ulama
umumnya sangat menentukan arah pemikiran masyarakat Aceh dalam menyikapi
hal tersebut. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Banda Aceh tahun
2017 lau, ulama Abu Tumin Blang Blahdeh sempat mengeluarkan pendapat
bahwa pemimpin dari kalangan perempuan boleh-boleh sga. Namun pendapat
tersebut memiliki perbedaan dengan pendapat Abu Mudi yang juga merupakan
ulama di Aceh. Menurutnya hukum perempuan mencalonkan diri sebagai
pemimpin adalah haram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pendapat ulama Aceh terhadap isu kepemimpinan wanita di Aceh pada kontestasi
Pilkada Kota Banda Aceh tahun 2017. Kemudian juga untuk mengetahui respon

aktivis perempuan di Banda Aceh mengenai pendapat ulama terkait isu
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kepemimpinan perempuan di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui
sumber data primer dan data skunder, data primer melaui penelitian lapangan
yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder
melalui penditian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan
bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa hegemoni
ulama cukup besar dan menjadi faktor utama dalam pergulatan politik pada
Pilkada Kota Banda Aceh tahun 2017. Kemudian Respon aktivis perempuan di
Kota Banda Aceh terhadap pendapat ulama tersebut ditanggapi beragam, namun
secara umum aktivis merespon dengan kritikan yang tidak terlalu kuat dan
massive.*

Berdasarkan uraian dalam beberapa karya di atas, bak dalam bentuk
buku, jurnal, maupun disertasi, nampaknya pengkajian tentang Pandangan
Teungku Dayah terhadap Keuchik perempuan mempunya nilai dan spesifikas
tersendiri. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih detall
mengenai Ulama dan Pemimpin Perempuan di Ranah Politik (Pandangan
Teungku Dayah Terhadap Keuchik Perempuan di Aceh Besar). Diharapkan hasil
penelitian ini menjadi sebuah kontribus dalam menggerakkan dan membuka
peluang bagi kaum perempuan khususnya untuk dapat lebih bisa berkiprah
terutama sekali untuk bisa memimpin masyarakatnya di mana dia berdomisili
khususnya, dan pada ranah publik dan politik pada umumya, terkhusus di

Gampong-gampong yang ada di Aceh.

40 http://library.unsyiah.ac.id.
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Posis penelitian ini juga tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian
yang telah ada sebelumnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, karena
fokusnya adalah pada pandangan Teungku Dayah bak yang terkatagorikan
tradisional maupun modern terhadap kepemimpinan perempuan khususnya lagi
pada kepemimpinan Keuchik perempuan di Gampong dalam Kabupaten Aceh

Besar.

. Metode Penélitian
1. Jenis dan Pendekatan Studi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sesuai dengan kaidah
penelitian kualitatif,** pendeskripsian dalam penelitian ini akan kaya dengan
paparan-paparan tentang pandangan Teungku Dayah terhadap Keuchik
perempuan di Gampong Miruk Taman Kecamatan Darussalam dan Gampong

Seuneubok di Kecamatan Seuliumem Kabupaten Aceh Besar.

41 Deskripsi tentang kaidah-kaidah penelitian kualitatif secara lebih dalam dapat lihat pada John
W. Creswell, Pendlitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan, terj.
Ahmad Lintang Lazuardi (Y ogyakarta: Pustaka Pelgar, 2014), 19-154., Norman K. Denzim dan
Yvonna S. Lincoln,. Handbook of Qualitatif Research, terj. Dariyanto dkk. (Yogyakarta: Pustaka
Pelgar, 2009). dan A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif, (Bandung: Pustaka Jaya, 2002),
77-111.
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Pendekatannya Eksplorasi dan Eksplanasi, pendekatan eksploratif dalam
penelitian ini ingin melihat secara lebih mendalam dan memahami pandangan
para Teungku Dayah terhadap dua Keuchik perempuan yang ada di Aceh
Besar, adapun pendekatan eksplanasi difokuskan pada dua orang Keuchik
perempuan, yaitu dengan menggali bagaimana dan mengapa mereka bisa
mencapai pucuk kepemimpinan di tingkat Gampong, sementara tantangan
yang dihadapi seperti elit agama yang memegang teguh pada fatwa bahwa
perempuan dilarang agama untuk menjadi pemimpin., terlebih pada pimpinan
politik di tingkat Gampong.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten ini berada
pada wilayah yang berdekatan dengan Ibu Kota Provinsi Aceh.*> Wilayah yang
mengelilingi kawasan Provinsi adalah wilayah Aceh Besar, atau dengan kata lain
Ibu kota Provinsi dan kawasan Kota Banda Aceh berbatasan langsung dengan
wilayah Aceh Besar. Demikian kalau dilihat secara letak kewilayahan. Provinsi
Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 17 Kabupaten dan 6
Kota*® Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota

tersebut.* Kabupaten ini memiliki 23 Kecamatan salah satunya berupa

42 Aceh telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada mulanya, Aceh mempunyai nama
provinsinya sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh kemudian berubah menjadi provins
Namggroe Aceh Darussalam (berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi
khusus bagi Provins Daerah Istimewa Aceh sebagai Provins Nanggroe Aceh Darussalam), dan
terakhir menjadi Provinsi Aceh. Perubahan nama terakhir ini disesuaikan dengan Undang-Undang
No. 11, tentang pemerintahan Aceh tahun 2006. Lebih luas lagi mengenai hal ini dijelaskan dalam
buku karangan Rusdi Sufi, dkk, Aceh Besar, Sgjarah, Adat dan Budaya, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Aceh Besar, 2019.

43 aceh.bps.go.id

4 K eduapuluh tiga daerah yang termasuk dalam kategori K abupaten/K ota adalah Kabupaten Aceh

Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya (2 Januari 2007), Kabupaten Bireuen (4 Oktober
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kepulauan yaitu Kecamatan Pulo Aceh. Jumlah Gampong/desa dalam Kabupaten
aceh Besar mencapai 604 Gampong/desa’kel urahan.*

3. Sumber Data

Data dalam sebuah pendlitian kualitatif adalah tindakan-tindakan yang
mereka tunjukkan, serta fenomena. Pandangan-pandangan para informan yang
terwujud dalam pernyataan-pernyataan meraka, fenomena yang dapat diamati
peneliti yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu data-data dapat juga
diambil dari berbagai dokumen yang terkait dengan tema penelitian, dapat
berbentuk tulisan, data-data statistik maupun gambar.

Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah para Teungku
Dayah dan Keuchik perempuan. Teungku Dayah yang berada khususnya dalam
Kecamatan yang menjadi objek penelitian, dan sekaligus para Teungku Dayah
yang dijadikan sebagai sumber data adalah yang mempunyai Dayah, dan
menetap di Dayah. Oleh karena itu, keseluruhan data yang diperoleh hanya bisa
diandisis secara kualitatif dan tidak menggunakan prosedur statistik.*®

Adapun Teungku Dayah terbagai kepada dua klasifikasi yaitu; Teungku

Dayah modern dan tradisional, dengan kriteria sebagai berikut;

1999), Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang (10 April
2002), Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues (10 April 2002), Kabupaten Aceh
Tengah, Kabupaten Bener Meriah (19 Desember 2003), Kabupaten Aceh Jaya (10 April 2002),
Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya (10 April 2002), Kabupaten Aceh Barat Daya (10
April 2002), Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil (20 April 1999), dan Kabupaten
Simeulu (4 Oktober 1999). Lima pemerintahan Kota yaitu Kota Banda Aceh (Ibu Kota Provinsi
Aceh), Kota Sabang, Kota Lhokseumawe (21 Juni 2001), Kota Langsa (21 Juni 2001), dan Kota
Subulussalam (2 Januari 2007).

4 www.acehbesarkab.go.id

% pendiskripsian tentang analisis data kualitatif, lihat Matthew B. Miles dan A. Michael
Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru, terj. Tjetjep
Rohendi Rohidi, (Jakarta: Ul Press, 1992), 27-136, dan Norman K. Denzim dan Yvonna S.
Lincoln, Handbook of Qualitatif Research, 591-629.
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1. Modern; lulusan perguruan tinggi, pernah berkerja di pemerintahan dan pengurus
organisasi tertentu.

2. Tradisiona; keluaran Dayah Tradisina, tidak tersentuh pendidikan formal, tidak
pernah bekerja pada instansi pemerintahan, dan tidak terlibat dalam organisasi
kemasyarakatan.

Klasifikas ini dibuat untuk lebih memudahkan dan memfokuskan
penelitian pada Teungku Dayah. Adapun Teungku Dayah yang dijadikan sebagai
informan dalam penelitian ini adalah berjumlah lima belas orang, tujuh orang
berada pada klasifikas modern dan delapan orang lagi pada klasifikasi

tradisional.

4. Tekhnik Pegumpulan Data

a. Observas

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah,
observasi non-partisipan, observasi ini dilakukan peneliti berkali-kali dengan
tujuan untuk mendapatkan data tentang aktifitas dari Keuchik perempuan, dan
juga Teungku Dayah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebaga aat
pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya, dalam
penelitian ini peneliti mengamati aktifitas dari Keuchik perempuan dan juga para

Teungku Dayah.
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Keuchik perempuan di Gampong Seuneubok dan Gampong Miruk Taman
melakukan aktifitas sehari-hari sesuai dengan aturan yang berlaku di
Gampongnya. Begitu juga di saat ada event-event tingkat Gampong dan kegiatan
lainnya, mereka turut serta dan menjakankan fungsi sebagai kepala Gampong
sebagaimana mestinya. Sehingga untuk pengamatan terhadap aktifitas yang
dilakukan peneliti berupaya untuk menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan
yang telah dijalankan. Dengan harapan dapat melakukan pengamatan secara
keseluruhan terhadap aktifitas yang dilakukan. Selain itu, peneliti juga berupaya
mengamati aktifitas para Teungku Dayah yaitu pada saat mereka menyampaikan
pengajian kepada jamaah Dayah yang dipimpinnya. Begitu juga disaat Teungku

Dayah menyampaikan dakwah pada acara-acara keislaman lainnya.

Adapun aktivitas Teungku Dayah yang diamati antara lain; pada waktu
memberikan dakwah kepada masyarakat terutama pada even memperingati
Maulid Nabi Muhammad SAW. Dikesempatan ini peneliti mengamati bahwa
Teungku Dayah menyampaikan bahwa tidak ada seorang Nabi dan Rasulpun
dari kalangan Hawa (perempuan), makanya perempuan tidak pantas menjadi
pemimpin dalam masyarakat.*’

Aktivitas dan kegiatan penggian yang rutin dan terjadwal yang
diselenggarakan oleh Teungku di Dayah yang dipimpinnya. Kegiatan pengajian
ini, jika bertemu dengan dengan isu pemimpin perempuan baik di ranah publik

maupun politik, para Teungku Dayah tetap memberi penjelasan kepada

47 Observasi, Juli 2018.
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jamaahnya bahwa tidak dibenarkan perempuan menjadi pemimpin. Apaagi di
ranah politik.*®

Pada kesempatan yang lain yaitu di bulan Ramadhan, setelah selesa
shalat tarawih di Dayah-Dayah dan juga di meunasah-meunasah di Gampong
dalam masyarakat Aceh. Di mana setelah pelaksaaan shaat taraweh berjamaah
diisi dengan ceramah yang disampaikan oleh Teungku Dayah® maupun Teungku
Meunasah.®® Dalam ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh mereka, jika
terkait dengan kepemimpinan perempuan maka dengan tegas mereka
menyampaikan bahwa agama |slam melarang perempuan menjadi pemimpin.>t

Pada kesempatan yang lain peneliti mengamati, penyelenggaraan
musyawarah Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam, di mana pada
saat musyawarah diadakan warga Gampong yang laki-laki juga ikut hadir ke
balai Gampong walau Keuchik perempuan yang memimpin.>?

Di Gampong Seuneubok, Kecamatan Seulimeum peneliti mengamati
usaha kebun milik Gampong, di mana Ibu Keuchik bersama warga Gampongnya
baik laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama bekerja dan merawat

kebun Gampong yang sudah dirintisnya.>

4 Observas, 2018-2019.

49 Dalam masyarakat Aceh, sebutan Teungku Dayah adal ah seorang yang mempunyai ilmu agama

yang mumpuni sekaligus mempunyai lembaga Dayah, sekaligus sebagai pimpinan Dayah yang

dimilikinya.

%0 Teungku Meunasah adalah Teungku yang bertanggung jawab di Gampong sebagai Imam
Meunasah terutama dalam pelaksaaan shalat lima waktu, juga sebagai komandan dalam
pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya, misalnya; perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW,
Isra’ Mi’raj dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.

51 Observasi, Mei 2019.

52 Observasi, Juli-Oktober 2018.

53 Observasi, Juni 2019.
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Itulah beberapa hasil observasi yang telah dilakukan untuk keperluan

data dalam penelitian ini.

. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan
oleh kedua belah pihak yaitu peneliti sebagai pewawancara dengan informan
yang terwawancara terkait dengan pandangan teungku dayah terhadap
kepemimpinan perempuan diranah politik, khususnya pada kepemimpinan

jabatan Keuchik perempuan didua Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak
terstruktur atau wawancara mendalam yang dilakukan dengan pertanyaan yang
terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara
yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang
diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi

penggalian informasinya secaralebih jauh dan mendalam.

Adapun yang diwawancarai adalah lima belas orang Teungku Dayah yang
dianggap representatif untuk mendapatkan data dalam tema penelitian ini. Secara
garis besar pertanyaan yang diagjukan kepada Teungku-teungku Dayah adalah hal
yang melatar belakangi munculnya Keuchik perempuan di Aceh Besar, kemudian
juga tentang bagaimana pandangannya terhadap Keuchik perempuan yang telah
terpilin ddam dua Gampong di Aceh Besar, padahal diketahui kurun waktu
kurang lebih tiga puluh tahun belakangan tidak pernah ada Keuchik perempuan di

Aceh Besar.
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Untuk kedua orang Keuchik perempuan yang sudah terpilih pada dua
Gampong di Aceh Besar, penditi menanyakan tentang bagaimana bisa terpilih
sebagal Keuchik, adakah persigpan yang dilakukan untuk mencalonkan diri
sebagal seorang Keuchik karena diketahui bahwa masih sangat sulit perempuan
berada di ranah politik dengan berbaga penafsiran agama yang tidak

membol ehkan perempuan menjadi pemimpin.

Pengumpulan Dokumen

Menurut Guba dan Lincolin, dokumen dan record merupakan dua hal yang
berbeda. Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang
atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan
akunting. Sedangkan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film.>
Penelitian ini menggunakan dokumen dan record dengan aasan keduanya
merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong sehingga dapat berguna
sebagal bukti pengujian, serta sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya
yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

Penedliti  mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan untuk
mendukung data penelitian ini, misalnya naskah-naskah tentang kepemimpinan
perempuan di Aceh baik berupa gambar maupun tulisan-tulisan. Juga dokumen
jamaah penggjian yang diadakan pada setigp Dayah dalam Kabupaten Aceh

Besar.

. Teknik Analisa Data

54 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2012), 216.
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Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catataan lapangan, dan
bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain. Anaisis data dilakukan dengan
mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelgari,
dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.>

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.
Peneliti menganalisa data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah
selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti
melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban belum
memuaskan maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi hingga tahap tertetu dan
diperoleh data yang kredibel. Aktifitas dalam analisis data dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya
jenuh.

Daam penelitian ini, setelah data lapangan terkumpul, kemudian
dilakukan pengklasifikasian data, yaitu dengan memilah data yang diperoleh dari
Teungku Dayah yang termasuk ke dalam klasifikass modern dan juga data dari
Teungku Dayah Tradisional. Kemudian data tersebut dioleh dan dianalisi sesuai
dengan rumasan masal ah yang telah digjukan.

Begitu juga data yang berkaitan dengan dua Keuchik perempuan, setelah

peneliti mengumpulkan data di lapangan, kemudian dikatagorikan informasi-

55 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, R &D (Bandung: Alfabeta, 2012), 244.



38

informasi untuk ditempatkan sesua dengan urutan permasalahan yang ingin
ditemukan jawabannya.
Catatan L apangan

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini merupakan
penelitian lapangan (Fiel Research). Adapun lapangan sebagai objek dalam kajian
ini adalah Teungku Dayah, beserta dua orang Keuchik perempuan yang
berdomisili dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Teungku Dayah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adaah berjumlah
lima belas orang Teungku Dayah, delapan Teungku Dayah dikatagorikan masih
tradisional dan tujuh orang Teungku Dayah dikatagorikan modern, sebagaimana
sudah dijelaskan dalam sub bab di atas.

Namun dalam perjalanan pencarian dan pengumpulan data, ada banyak
kendala dan rintangan yang dihadapi. Memang dari awa mengkgji tema “Ulama
dan Kepemimpinan Perempuan di Ranah Politik”, sudah diprediksi harus
melewati rintangan dan hambatan, karena masih sensitif di kalangan para Teungku
Dayah dengan membincangkan tentang kepemimpinan perempuan di ranag
politik dan publik.

Namun dengan tekat bulat melangkah dengan “Bisminlah”, dari satu
Teungku Dayah ke Teungku Dayah lainnya. Ada yang sambutannya biasa sgja,
ada yang asa sga, ada yang “mengegek, dengan nada sinis dan menolah secara
langsung begitu disodorkan surat penelitian sebagai kelengkapan admistrasi dan
lain-lain. Yang sangat menyedihkan bahwa ada Teungku yang mengatakan

“Jangan Tanya-tanya hal kepemimpinan perempuan, semua sudah jelas dalam Al-
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Qur’an dan Hadith kalau perempuan tidak dibenarkan jadi pemimimpin”, terpaksa
pulang dengan tangan hampa, tidak ada tanya wajab yang berlangsung.

Disebuah Dayah yang lain lagi, malah mendapat perlakuan yang tidak
santun, dikarenakan untuk kepentingan studi, jangankan mau tanya
jawab/wawancara dipersilakan duduk sgja tidak ada, pulang dengan tangan hampa
tanpa data.

Kondisi ini di tiga Dayah tradisional, sedangkan yang lima lagi masih bisa
dan mau dilayani untuk wawancara sebagamana peneliti maksud. Inilah beberapa
catatan dalam pencarian data |apangan. Berbeda dengan Keuchik perempuan yang
ditemui, mereka sangat open, walaupun di awal kedatangan peneliti nampak
sedikit ada keraguan kepada peneliti, namun setelah dijelaskan kedua Keuchik

perempuan yang diwawancaral sesuai dengan keinginan peneliti.

. Sistematika Pembahasan

Disertas ini dijabarkan ke dalam lima bab di mana masing-masing bab
memiliki sub bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa
bagian yaitu; Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan konsteks sosia yang
menunjukkan pentingnya topik ini diteliti. Selanjutnya dijelaskan identifikasi
masal ah dan batasan masalah, rumusan masal ah serta tujuan penelitian.

Bab dua menguraikan tentang kerangka teoritik yang menjelaskan tentang
teori-teori yang dipakai dalam memahami dan menganalisis topik penelitian. Bab

ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu; tentang kepemimpinan dalam perspektif
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Mufassirin, kepemimpinan dalam perspektif ahli Hadith, serta pandangan ulama
dunia, Timur Tengah dan Nusantara kontemporer terhadap kepemimpinan
perempuan. Selanjutnya dalam bab ketiga dijelaskan tentang lembaga Dayah dan
Teungku Dayah di Aceh masa dulu dan kini, dalam bab ini terdiri dari beberapa
sub bab yaitu menjelaskan tentang sgjarah lembaga Dayah dan Teungku Dayah di
Aceh, kemudian Perubahan dan Aktualisas serta pengembangan sosid
kemasyarakatan, dilanjutkan dengan penjelasan pada sub bab selanjutnya tentang
dinamika Teungku Dayah dalam pusaran dinamika politik. Juga pada bab ketiga
ini dijelaskan tentang Perempuan dan Politik di Aceh, bab ini terdiri dari sub bab
yaitu; tokoh-tokoh politik perempuan sebelum kemerdekaan, politis Perempuan
masa orde baru, dan masa reformasi, serta diakhiri dengan sub bab yang
menjelaskan tentang pemimpin perempuan di Aceh kontemporer. Selanjutnya
pada bab ini juga disgjikan lokasi penelitian, yang meliputi wilayah kajian baik
menyangkut geografis maupun demografisnya, serta objek kajian.

Pada bab ke empat, sebaga bab hasil dari pengolahan dan penelusuran
yang telah selesai dilakukan dalam sebuah penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa
sub bab yaitu; hasil temuan dilapangan yaitu tentang faktor yang melatar
belakangi munculnya kepemimpinan perempuan di ruang publik dan politik,
kemudian tentang pandangan Teungku Dayah terhadap Keuchik perempuan di
Aceh Besar, juga disgikan tentang dinamika respon di internal Teungku Dayah
dalam melihat kepemimpinan Keuchik Perempuan.

Bab kelima atau bab terakhir adalah kesimpulan, di mana penulis

menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, juga jawaban pendliti
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terhadap rumusan masalah yang dibuat, di samping itu pendliti juga memberikan

saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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DISKURSUSKEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Diskursus kepemimpinan perempuan dalam perspektif mufasirin telah banyak
dikupas dan dibahas oleh pakar pakar di bidangnya. Namun demikian untuk
memperjelas dan mendiskusikan ha tersebut ada baiknya di jelaskan dan diberi
pemahaman tentang hal ini supaya menjadi lebih jelas dan terang lagi
pemahamannya.

A. Diskursus Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Mufassirin

Al-Qur’an memiliki kedudukan utama dan menempati posisi sentral di atas
Hadith dalam garan agama Islam. la menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan
segala urusan keduniawian. llustrasi ini memberikan pengertian bahwasanya
pengkaian ilmu-ilmu Al-Qur’an menjadi suatu keharusan bagi umat Islam
khususnya, guna memahami g aran-gjaran yang tersembunyi didalamnya.

Keindahan bahasa dan segala kelebihan yang dimiliki Al-Qur’an inilah yang
membangkitkan minat para intelektual muslim untuk menggunakan interpretasi sastra
atas Al-Qur’an, sebagai caralain untuk merekonstuksi pesan Ilahi yang dibawanya. la
berawal dari keinginan kuat untuk menyingkap sisi keindahan bahasa Al-Qur’an. Dari
mulai gaya bertutur yang komunikatif sampai banyaknya simbol yang sarat makna
yang sebenarnya bisa mengantar ‘penafsir teks’ pada makna yang terdalam dari teks
itu sendiri. Sehingga tak heran jika Al-Qur’an itu sendiri merupakan sumber mata air

yang telah mengilhami munculnya berjilid-jilid kitab tafsir. Banyak di antara para

39
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mufasir yang berijtihad untuk menafsirkan isi Al-Qur’an, sejak periode klasik sampai
pada periode kontemporer seperti saat ini.

Terkait dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan
kepemimpinan dan kedudukan perempuan di ranah publik maupun di ranah politik,
banyak juga yang telah memberikan penafsiran, dan pada umumnya masih melihat
perempuan terbatas dalam menduduki kedua ranah tersebut. Hal tersebut di latar
belakangi oleh beragam kepentingan, mulai dari politik, historis, agama hingga tradisi
dalam masyarakat. Secara umum, dianggap bahwa kaum pria merupakan pemimpin
bagi wanita atau lelaki lebih berhak menjadi pemimpin dibandingkan kaum wanita.

Salah satu ayat Al-Qur’an tentang hal ini adalah sebagai berikut;
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Kaum laki-laki itu adalah pereitiigin vag kaum wanite, ofeh karena Alah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah
memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,
dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi lagi Maha Besar.!

1Q.S. An-Nisa’ (4): 34.
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Ayat ini dalam tafsiran Quraisy Shihab di jelaskan bahwa karena tidak semua
istri taat kepada Allah demikian suami, maka ayat ini memberi tuntunan kepada
suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri  yang
membangkang. Jangan sampal pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai
jugasikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya rumah tangga.?

Petunjuk Allah itu adalah “wanita-waanita yang kamu khawatirkan yakni
sebelum terjadinya “Nuzuz mereka”, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang
dianugerahkan Allah kepada kamu wahai para suami “maka nasehatilah mereka”,
pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan
kgengkelan dan bila nasehat belum mengahiri pembangkanganya maka
“tinggalkanlah mereka” bukan dengan keluar dari rumah tetapi “ditempat
pembaringan” kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka.
Kaau perlu tidak mengaak berbicara paling lama tiga haari berturut-turut untuk
menunjukan rasa kesaldan ketidak butuhanmu kepada mereka jika sikap mereka
berlanjut dan kalau inipun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah
taggamu maka “pukulah mereka”, tetapi pukulah yang tidak menyakitkan agar tidak
menciderai namun menunjukan sikap tegas. “Lalu jika mereka telah menaati kamu™,
baik sgak awa nasehat atau setelah meninggalkanya ditempat tidur, atau saat
memukulnya, “maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan

mereka”. Dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkanganya yang lalu. Tetapi

2 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran (Tanggerang: Lentera
Hati 2006) Cet ke-V1I, Volume 2, hal. 423.
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tutuplah lembaran lamaitu dan bukal ah lembaran baru dengan bermusyawarah dalam
segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. *“Sesungguhnya Allah
sgjak dahulu hingga kini Maha Tinggi lagi lagi Maha Besar”. karena itu,
merendahlah kepada Allah dengan menaati perintahnya dan jangan merasa angkuh
apal agi membangkang bila perintah itu dating dari Allah SWT.

Kata ar-rijal adalah bentuk jamak dari kata rajul yang biasa
diterjemahkan lelaki, walaupun Al-Qur’an tidak selalu menggunakanya dalam arti
tersebut banyak ulama yang memahami kata ar-rijal dalam ayat ini arti para suami.
Dalam buku Wawasan Al-Qur’an, penulis kemukakan bahwa ar-rijalu Qouwamuna
‘alannisa, bukan bearti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan diatas,
seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah ““karena mereka (para suami)
menafkahkan sebagian harta mereka”, yakni untuk istri-istri mereka.® Seandainya
yang dimaksud dengan kata “lelaki” adalah kaum pria secara umum, maka tentu
konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat
berikutnya secara amat jelas berbicaara tentang para istri dan kehidupan rumah
tangga

Ibn Katsir dalam tafsirnya, menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin,
penguasa, kepala, dan guru pendidik bagi kaum wanita. Ini disebabkan karena
berbagai kelebihan laki-laki itu sendiri atas wanita, sesuai dengan firman Allah: |i ar-

rijal “‘alaihinna darajah (bagi laki-laki ada kelebihan satu tingkat dari wanita) (QS al-

M .Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran, (Tanggerang: Lentera
Hati 2006) Cet ke-VI1, Volume 2, hal, 424.
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Bagarah (2): 228. Selain itu, karena laki-laki berkewajiban menafkahi istri dan anak-
anaknya.*

Ibnu Katsir termasuk salah satu Ulama yang melarang perempuan menjadi
pemimpin. Seorang lelaki dinilai lebih dari pada seorang wanita, yaitu sebagai
atasannya, pemimpinnya, penguasa atas dia, dan sebagai orang yang memperbaiki
sikapnya jika ia melenceng. (oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka
(laki-laki) atas sebahagian yang lain) Yaitu: karena laki-laki lebih utama daripada
wanita, dan laki-laki lebih baik daripada wanita; oleh karena itu, Nabi-Nabi itu pria
dan juga raja yang agung.® Penjelasan di atas dikuatkan lagi dengan beberapa Hadith
yang masyur dalam masyarakat.

Tafsir al-Azhar memahami Q.S An-Nisd (4): 34 sebaga argumentasi
kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Kepemimpinan tersebut erat kaitannya
dengan perbandingan 2:1 bagian warisan laki-laki dan perempuan, kewagjiban laki-
laki membayar mahar, dan perintah kepada suami untuk memperlakukan dengan baik
istrinya. Hal ini disebabkan karena lak-laki adalah pemimpin atas perempuan.
Kepemimpinan ini disebabkan karena laki-laki memiliki naluri kepemimpinan,
sedangkan perempuan memiliki naluri dipimpin.®

Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat tersebut cenderung melihat aktifitas laki-

laki sebagai pencari nafkah, laki-laki yang menjadi penguasa, tukang bekam, dan

4 AbQ al-Fida"“ Tbn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Azhim, (Beir(t: Dar a-Fikr, 1401), vol. |, hal. 596

5 Abi al-Fada Isméil bin ‘Umar bin Kasir al-Qurasyi, Tafsir al-Quran al-‘Adzim (Dar 1999 M), hal.
292

8 Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), vol. V, hal. 46-47.



tentara. Pendapat al-Qurthubi diikuti oleh para mufasir lainnya, namun para mufasir
kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus dipahami seperti itu, apalagi ayat
tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga.’

Kata gawwamina pada ayat di atas tidak bermakna tunggal, tapi mempunyai
tiga pengertian; 1) Qawwamina bisa berarti kepemimpinan, tapi kepemimpinan ini
tidak permanen dan tidak disebabkan oleh kriteria biologis. Sebab di belakangnya
dikaitkan dengan pemberian nafkah dan kelebihan laki-laki. Ketika kemampuan ini
tidak ada, maka menurut Malik, kepemimpinan ini bisa menjadi gugur. 2)
Qawwamina dapat berarti orang yang bertanggung jawab atas keluarganya; dan 3)
Qawwamiina dapat diartikan sebagai kepemimpinan dalam keluarga.®

Kata al-rijal® pada ayat di atas bukan berarti laki-laki secara umum, tapi
suami karena konsideran lanjutan ayat tersebut adalah “karena mereka (para suami)

menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka.” Seandainya kata “laki-laki”

"Hasyim (ed.) Kemimpinan Perempuan, 9.

8 Hasyim (ed.), Kepemimpinan Perempuan, 9.

9 Al-Qur’an secara konsisten membedakan penggunaan kata tersebut. Perhatikan penggunaan kata al-
rajul/al-rijél, al-imra’ah, dan al-nisa’ pada a-yat-ayat berikut: QS. a-Bagarah [2]: 222, 223, 228, 231,
232, dan 282; QS. a-Nisd’ [4]: 7, 22, 24, 32, dan 34; QS. d-‘Aréf [7]: 46, 48, dan 155, QS. Al-Ahzéb
[33]: 23; QS. Yé&sin [36]: 20; QS.a-Tahrim [66]: 10 dan 11; dan QS. Al-Mujédalah [58]: 2 dan 3;
perhatikan pula penggunaan kata al-zakar dan al-untsa dalam ayat berikut: QS. Ali Imran [3]: 36 dan
290; QS. al-An’am [6]: 143; QS. al-Nahl [16]: 58; dan QS. Féathir [35]: 11. Selanjutnya kata al-dzakar
dan al-untsa digunakan untuk menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis,
sementara kata al-rajul/al-rijal dan al-mar’ah/al-nisd’hanya khusus untuk makhluk manusia. Karena
itu, tidak semua al-dzakar adalah al-rajul. Juga tidak semua al-nisd” adalah al-mar’ah/al-imra’ah. Di
samping itu, berdasarkan kaidah bahasa Arab, kata al-rijal tidak menunjukkan semua laki-laki,
melainkan laki-laki tertentu, kemudian kata tersebut menggunakan al yang menunjuk pada arti definitif
atau tertentu. Dengan demikian, ayat-ayat itu akan dipahami bahwa hanya laki-laki yang memiliki
kualifikasi tertentu yang bisa menjadi pemimpin atas perempuan tertentu. Lagi pula bahwa asbab al-
nuzdl ayat tersebut diturunkan dalam konteks kehidupan suami-istri di dalam rumah tangga. Dari
perspektif ini ayat tersebut bermakna “para suami tertentu saja yang dapat menjadi pemimpin bagi
istrinya, dan kepemimpinannya itu pun hanya terbatas di bidang domestik atau di rumah tangga.”
Musdah Mulia, Potret Perempuan dalam Lektur Agama: Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju
Masyarakat yang Egaliter dan Demokratis (Jakarta: tp., 1999), 38-40.
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adalah kaum pria secara umum tentu konsiderannya tidak begitu. Lebih jauh lagi
lanjutan ayat tersebut jelas berbicara tentang persoalan paraistri dan rumah tangga.
Ayat tersebut secara jelas menyajikan pembagian kerja antara suami istri, dan jika
dikaitkan lagi dengan QS. a-Bagarah (2): 288, maka pengertian QS. an-Nisa (4): 34
semakin jelas dikaitkan dengan urusan kerumahtanggaan. Alasan kedua, Hadith yang
menyatakan perempuan kurang cerdas dibandingkan dengan laki-laki, begitu pula
dalam sikap keberagamaannya.

Yasuf al-Qardawi menjelaskan bahwa laki-laki (suami) berperan sebagai
pemimpin di lingkungan keluarga karena ia yang lebih mampu memberi nafkah dan
perlindungan. Al-Qur’an menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam
pembagian hak-hak dan kewagjiban-kewagjiban di antara keduanya dengan ma’raf
(baik). Karena tugas kepemimpinan berada di pundak suami maka ia berkewajiban
dalam menafkahi istri dan anak-anaknya. Istri tidak dibebankan tugas ini sama sekali,
sekalipun ia lebih kaya dari suaminya.’® Pandangan semacam ini berdasarkan Surah
an-Nisa’ ayat 34;

3
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka.!!

10 al-Qardawt, Kayfa Nata’amal ma’a al-Qur’an, 104.
11.QS. An-Nisa’, (4: 34).
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Dalam ranah ini, beliau berpandangan bahwa pemimpin rumah tangga
tidaklah mutlak berada di pundak laki-laki, bisa sgja perempuan (istri) berperan
sebagal pemimpin rumah tangga jika ia lebih layak dan pantas menyandangnya
karena lebih mapan sifat leadearship (kepemimpinan)nya ketimbang suami.
Ditambah lagi, ia sebagai wanita karir yang menafkahi keluarganya dan sang suami
tidak memiliki penghasilan yang mencukupi dalam menafkahi keluarganya. Kendati
demikian, relasi rumah tangga ideal adalah suami dan istri saling melengkapi
kekurangan dan kelebihan masing-masing, bukan berposis laksana atasan dan
bawahan.

Muhammad Ibn Hayyan yang ditulis dalam karya monumentalnya “Tafsir al-
Bahru al-Muhit”, menyatakan; Bahwa yang dimaksud kata al-rijal tidak tertuju pada
jenis kelamin, melainkan diperuntukkan pada sifat maskulin, yakni kedewasaan,
kejantanan, kelaki-lakian, kekuatan, keteguhan hati. Jadi, maksud ayat tersebut adalah
laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, jika dia bersifat maskulin.'?

Nasarudin Umar, seorang cendikiawan muslim kontemporer yang menyatakan
bahwa tidak ada satupun dalil, baik Al-Qur’an maupun Hadith yang melarang
perempuan aktif di dunia politik. Hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh
perempuan untuk terjun kedalam dunia politik baik sebagai pejabat atau pemimpin
Negara. la juga menegaskan bahwa kata khalifah pada surah a-Bagarah: 30 tidak

merujuk kepada satu jenis kelamin tertentu, laki-laki dan perempuan sama-sama

12 Muhammad ibn Yasuf ibn Hayyan, al-Bahru al-Muhit f1 al-Tafsir, 3rd ed (Beirut: Dar al-Fikr,
2010), 622.
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memiliki fungsi sebagai khalifah di bumi yang akan mempertanggung jawabkan
kepemimpinannya di hadapan Allah.*®

Melihat penjelasan beberapa tafsir di atas terkait dengan kepemimpinan
perempuan baik di ruang publik maupun ranah politik, terjadi perdebatan pro dan
kontra. Ini disebabkan oleh perbedaan pandangan di antara para ulama dalam
menafsirkan ayat Al-Qur’an terutama pada ayat sebagaimana yang sudah disebutkan

di atas.

B. Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Ahli Hadith

Sebelum Al-Qur’an diturunkan, banyak peradaban besar seperti Y unani-
Romawi, India, dan Cina sudah ada dan berkembang. Demikian juga agama-agama
besar seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, dan Zoroaster di Persia.* Masyarakat
Yunani yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak
perempuan. Pada puncak peradaban Y unani, perempuan diberi kebebasan sedemikian
rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Dalam garan Nasrani,
perempuan adalah senjata Iblis untuk menyesatkan manusia. Bahkan pada abad ke-6

Masehi diselenggerakan suatu pertemuan untuk membahas apakah perempuan itu

13 Nasruddin Umar, Kodrat Perempuan dalam Islam (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 49.

14 Quraish Shihab, Kodrat Perempuan Versus Norma Kultural, dalam ed. Lily Zakiyah Munir,
Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif ISam (Bandung: Mizan, 1999),
77.
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manusia atau bukan. Dalam pembahasan tersebut kemudian disimpulkan bahwa
perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata melayani |aki-laki.*

Islam datang membawa pesan moral kemanusiaan yang tiada bandingannya
dengan agama mana pun. Islam tidak hanya mengajak manusia untuk melepaskan diri
dari belenggu dan tirani kemanusiaan, tapi lebih jauh lagi mengajak membebaskan
diri dari belenggu ketuhanan yang poleteis menuju ketuhanan monoteis. Oleh karena
itu, sebenarnya Islam menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan misi dan visi
kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Sgjarah telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi
Muhammad SAW. tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap
laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang
setara dalam hak dan kewajiban dengan manusialain di hadapan Allah SWT.

Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum, masih
kontroversi. Mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan

umum sesuai dengan Hadith;

é\;’i Al : c@f\;@\

16 Ah };’I

15 Khurshid Ahmad, Mempersoalkan Wanita (Jakarta: Gema Insani, 1989), 13-14.
16 Ab( “Abd. Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim al-Bukhart, Shahih al-Bukhart, Juz V (Bei-rut: Dar
al-Fikr, 1994),60.
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Telah cerita kepadaku ‘Usman bin al-Haitsami telah cerita kepadaku ‘Auf

dari hasan dari Abi Bakrah berkata: semoga Tuhan telah memberi manfaat

kepadaku dengan kalimat di hari perang jamal, ketika Nabi saw bersumpah
bahwa orang persi yang mengangkat anak perempuanya menjadi pemimpin

Nabi bersabda: "sebuah kaum tidak akan berhasil jika diperintahkan oleh

seorang wanita."

Hadith Abu Bakra di atas melarang perempuan menentukan urusan
bangsanya, sesuai dengan asbab al-Wurud Hadith ini, yaitu telah diangkat anak
perempuan Raja Kisra untuk menjadi Ratu Persia. Sudah diketahui bahwa sebagian
besar rgja-rgja pada masa itu, kekuasaannya hanya ditangan sendiri dan diktator,
hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya, ketetapannya tidak
boleh digugat. Demikian pula yang difatwakan oleh Sayyid Muhammad Husein
Fadlullah.'’

Daam riwayat Humayd disebutkan ketika Kisra seorang raja Persia
meninggal dunia, Rasulullah bersabda: “Siapa yang menggantikannya? Mereka
menjawab, anak perempuannya.” Yang dimaksud dengan Bintu Kisra adalah
Burawan binti Syayrawayh ibn Kisra ibn Barwaiz. Mayoritas ulama memahami hadis
tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat Bahwa berdasarkan petunjuk Hadith
tersebut, pengangkatan perempuan menjadi Kepala Negara, hakim pengadilan, dan
berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Menurut syara’, perempuan hanya

diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Para mufasir seperti al-Qurthubi, 1bn

17 Sayyad Muhammad Husain Fadlullah, Penerjemah Muhammad Abdul Qadirah al-kaf: Dunia Wanita
Dalam Islam (Jakarta: Lentera, 2000), 96-97. Juga bisa dilihat Siti Faatimah: jurnal kepemimpinan
perempuan dalam persepektif Al-Qur’an, AL HIKMAH Jurna Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1,
Maret 2015, 98.



50

Katsir, Muhammad ‘Abduh, dan Muhammad Thahir ibn Asylr memiliki pendapat
yang sama. Mereka sepakat bahwa kel ebihan-kel ebihan laki-laki tersebut merupakan
pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, alami, dan kodrati. Atas dasar semua inilah
mereka berpendapat perempuan tidak layak menduduki posisi-posisi kekuasaan
publik dan politik |ebih-lebih kekuasaan kepemimpinan Negara.'®

Mayoritas ulama memahami Hadith tersebut secara tekstua. Mereka
berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk Hadith tersebut, pengangkatan perempuan
menjadi kepala negara,®® hakim pengadilan,?® dan berbagai jabatan yang setara

dengannya dilarang. Menurut syara’, perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk

18 Tasmin Tangngareng, Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadith Jurnal Karsa, Vol. 23
No. 1, Juni 2015, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar) 168.

19 paramufasir seperti al-Qurthubf, Ibn Katsir, Muhammad ‘Abduh, dan Muhammad Thahir ibn Asy(r
memiliki pendapat yang sama. Mereka sepakat bahwa kelebihan laki-laki tersebut merupakan
pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, alami, dan kodrati. Atas dasar semua inilah mereka berpendapat
perempuan tidak layak menduduki posisi-posisi kekuasaan publik dan politik, lebih-lebih kekuasaan
kepemimpinan negara. Hussein Muhammad, “Membongkar Konsepsi Figih tentang Perempuan”
dalam Kepemimpinan Petrempuan dalam Islam, ed. Syafiq Hasyim (tp, t.th.), 43.

2 Para ahli figih menyebutkan beberapa persyaratan yang disepakati, yaitu: @) Muslim; b) berakal; c)
dewasa dan merdeka; d) sehat jasmani; dan €) adil dan memahami hukum Syariat. Sementara itu,
persyaratan jenis kelamin diperdebatkan. Ada tiga padangan ulama mengenai syarat terakhir. Pertama,
Malik ibn Anas, al-Syéfi“i, dan Ahmad ibn Hanbal menyatakan jabatan ini haruslah dipegang laki-laki
dan tidak boleh perempuan. Menurut mereka, seorang hakim di samping harus menghadiri sidang-
sidang terbuka yang di dalamnya terdapat kaum laki-laki, ia juga harus memiliki kecerdasan akal yang
prima. Padahal tingkat kecerdasan perempuan di bawah tingkat kecerdasan laki-laki. Selain itu, ia
dalam posisi tersebut akan berhadapan dengan laki-laki. Kehadirannya seperti ini akan dapat
menimbulkan fitnah. Kedua, mazhab Hanafi dan 1bn Hazm al-Zhahiri. Mereka mengemukakan bahwa
laki-laki bukan syarat mutlak untuk kekuasaan kehakiman. Perempuan boleh saja menjadi hakim, tapi
ia hanya dapat mengadili perkara-perkara di luar pidana berat (hudud dan gishash). Hal ini karena
perempuan-perempuan dibenarkan menjadi saksi untuk perkara-perkara tadi. Di samping itu, hakim
tidak sama dengan mufti, selain itu, gagasan ini menolak Hadith mengenai kepemimpinan negara
sebagai dasar hukum untuk fungs yudikatif. Ketiga, Ibn Jarir a-Thabari dan al-Hasan al-Bashri
menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim untuk menangani berbagai perkara. Laki-laki
tidak menjadi syarat dalam kekuasaan kehakiman. Bagi mereka, jika perempuan bisa menjadi mufti,
maka logis kalau ia juga menjadi hakim. Tugas mufti adalah menjelaskan hukum-hukum agama
melalui analisis ilmiah dengan tanggung jawab personal, sementara hakim juga mempunyai tugas yang
sama. Tapi pendapat yang ketiga ini ditolak oleh al-Mawardi dengan mengemukakan bahwa pendapat
Ibn Jarir al-Thabari telah menyimpang dari ijmak ulama. Hasyim (ed.), Kepemimpinan Petrempuan,
39-40.
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menjaga suaminya.?! Menurut al-Khatthabi, Hadith ini mengisyaratkan perempuan
tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi
diatidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana diatidak bisa menikahkan perempuan
lain.?

Menurut al-Rézi, kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan
(al-‘ilm) dan kemampuan fisiknya (al-qudrah). Akal dan pengetahuan laki-laki,
menurutnya melebihi akal dan pengetahuan perempuan dan untuk pekerjaan-
pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna.?®

Menurut a-Zamakhsyari (467-538 H), kelebihan laki-laki atas perempuan
adalah karena akal (al-‘aql) ketegasan (al-hazm), tekadnya yang kuat (al-"azm),
kekuatan fisik (al-qudrah) secara umum, memiliki kemampuan menulis (al-kitabah)
dan kebenaran,?* sedangkan al-Thaba-thab& T berpendapat bahwa kelebihan laki-laki
atas perempuan adalah karena ia memiliki kemampuan berpikir (quwwah al-
ta'agqul), yang karena itu kemudian melahirkan keberanian, kekuatan, dan
kemampuan mengatasi berbagai kesulitan, sementara perempuan lebih sensitif dan

emosional.®

2L 19 al-Asgalani, Fath al-Barf, Juz VIII, 123; Muhammad ibn Isma“il al-Kahlani, Subul al-Salam
Syarh BulGgh al-Maram min Jami® Adillah al-Ahkém, Juz 1V (Beirut: Dar a-Kutub al-, limiyah,
t.th.),123; AbQ a-Ula Muhammad ibn Abd al-Rahmén ibn al-Rahim al-Mubérakfiri, Tuhfah al-Ahwazi
bi Syarh Jami® al-TurmuZ, Juz VI (Beirut: Dér al-Fikr, 1399 H/1979 M), 542.

2 d-Asgalant, Fath al-Bari, Juz VIII, 123.

2 Fakhr a-Din a-Razi, Al-Tafsir al-Kabir, Juz X (Teheran: Dar al-Kutub a-l1miyah, t.th.), 88.

2 Al-Zamakhsyari, Tafsir al-Kasysyaf, Juz | (Mesir: 1sAal-Bab al-Halabi wa Syirkah, t.th.) 523.

%5 Muhammad Husayn al-Thabathab&’i, Tafsir al-Mizan, Jilid IV (Beirut: Mu“assasah a-‘Alamf li al-
Mathba’ah, 1991), 351.
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Adapun ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar
rumah tangganya, mereka memahami Hadith tersebut secara kontekstual. Untuk
memahami Hadith tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang
berkembang pada saat Haditt itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada
waktu itu, dergjat kaum perempuan dalam masyarakat berada di bawah dergjat kaum
laki-laki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus
kepentingan masyarakat umum, terlebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-
lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara.
Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia sgja, tapi juga di Jazirah Arab dan
lain-lain. Ilam datang mengubah nasib kaum perempuan; mereka diberi berbagai
hak, kehormatan, dan sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah SWT,
baik terhadap diri, keluarga, dan masyarakat maupun negara.?

Daam kondis kekaisaran Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi
Muhammad SAW, yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang
menyerahkan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan kepada perempuan
tidak akan sukses. Sebab, bagaimana mungkin akan sukses kalau orang yang
memimpin itu adalah mahluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang
dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah
kewibawaan, sedangkan perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki

kewibawaan untuk menjadi pemimpin.

% Qasim Amin, Tahrir al-Mar “ah (Kairo: Dar a-Ma'rif, t.th.),25.
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Al-Thabari menjelaskan kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin,
yang bertolak dari kebolehan perempuan menjadi saksi dalam proses pernikahan.
Kesesuaian interpretasi al-Thabari ini dengan konteks Hadith dilihat dari segi bahwa
Hadith ini merupakan pelengkap kisah Kisra yang merobek surat Rasulullah SAW.,
sebagai hukuman Allah SWT., dengan menimpakan musibah terhadap kerajaannya,
sehingga anaknya mengambil alih kekuasaan setelah membunuh sang ayah dan
saudara-saudaranya, tapi dia juga ditakdirkan tewas sehingga kergjaannya dipimpin
oleh seorang perempuan. Peristiwa ini, lanjut al-Thabarf, membawa kehancuran
kergaan Kisra beserta keturunannya. Mereka mencabik-cabik kergjaan mereka
sendiri seperti yang telah disumpahkan oleh Rasulullah SAW.?’

Oleh karena itu, sebagian ulama tidak berpendapat perempuan tidak bisa
menjadi pemimpin dengan alasan Hadith tersebut hanya bersifat sekadar pemberitaan
bukan ketentuan hukum, dan Hadith tersebut tidak berlaku umum. Karena Hadith
tersebut disabdakan oleh Nabi SAW. Berkaitan dengan peristiwa sukses di Persia
Ketika itu, kaisar Persia meninggal dunia, para petinggi kergjaan melimpahkan
pimpinan Persia kepada seorang ratu. Di tangan ratu itulah kekaisaran Persia
berantakan. Peristiwa ini direspons oleh Nabi SAW., karena terbukti ratu tersebut
tidak berhasil mengendalikan negara. Hadith itu tidak hanya berhenti di situ, ia juga

tidak mengandung penegasan melarang seluruh perempuan menjadi pemimpin

27 d-*Asgalani, Fath al-Barf, Juz VIII, 123.
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masyarakat.’® Kemudian al-Thabari mempertegas bahwa walaupun Hadith tersebut
digunakan sebagal dasar hukum, tapi itu hanya menyangkut satu masalah khusus,
yaitu perempuan tidak boleh memegang pucuk pimpinan tertinggi negara, perempuan
tidak bisa menjadi khalifah, tapi selain itu bisa.?®

Daam sgarah Islam, banyak perempuan Islam yang tampil sebagal
pemimpin. ‘Aisyah ra., istri Nabi Muhammad SAW., diakui sebagai seorang mufti.
Bahkan kedudukannya sebagai panglima perang Unta. > Al-Syif4, seorang perempuan
yang pandai menulis, ditugaskan oleh khalifah “Umar ibn al-Khaththdb sebagai
petugas yang menangani pasar kota Madinah.3! Al-Qur’an juga menyebutkan tentang
seorang ratu di zaman Nabi Sulaiman As., yaitu Ratu Balgis yang memimpin
rakyatnya dengan baik, penuh hikmah, dan keadilan.®?

Ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin ternyata masih perlu dikaji
ulang. Pertama, dilihat dari sudut kualitasnya, Hadith tersebut termasuk dalam
kategori Hadith 8had.®® Hadith ahad tidak memiliki petunjuk pasti (gath’7) untuk

dijadikan dasar dalam menentukan sebuah keputusan hukum, karena Hadith tersebut

2 Ali Yafie, Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan, dalam Memposisikan Kodrat
Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam, ed. Lily Zakiyah Munir (Bandung: Mizan, 1999),
72.

2 1bid., 72-73.

%0 |bid., 72-73.

31 Muhammad al-Ghazdli, Al-lIdam wa al-Thagah al-Muatthalah (Kairo: Dar a-Kutub al-Haditsah,
1964), 138.

%2 QQS. Al-Naml, (27: 23-24).

33 Dari segi bahasa, Hadith ahad berasal dari kata ahad yang muhtamil al-jam'dari wahid yang berarti
satu. Dengan demikian, kata ahad berarti satuan, yakni angka bilangan dari satu sampai ke angka
sembilan, sedangkan menurut istilah Hadith ahad adalah Hadith yang diriwayatkan oleh orang
seorang, atau dua orang atau lebih, tapi belum cukup syarat untuk dimasukkan sebagai Hadith
mutawatir. Dengan kata lain, Hadith ahad adalah Hadith yang jumlah periwayatnya tidak sampai
kepada jumlah periwayat Hadith mutawatir. M. Syuhudi Ismail, Pengantar IImu Hadith (Bandung:
Angkasa, 1991), 141.
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masih bersifat zhanni.** Kedua, dilihat dari segi historisnya, Hadith ini adalah respons
atas penobatan seorang putri Kisra Persia sebagai ratu, yang dianggap oleh Nabi
Muhammad SAW., tidak memiliki kemampuan memimpin pemerintahan. Penolakan
Nabi Muhammad SAW., ini juga tidak didasarkan karena dia seorang perempuan,
tapi lebih didasarkan kepada ketidak cakapan putri tersebut dalam memegang kendali
pemerintahan. Sangat mungkin apabila perempuan yang memimpin bukan putri Kisra
Persia, Nabi Muhammad SAW., tidak akan bersabda demikian.

Terkait hal tersebut, Fatima Mernissi telah melakukan kritik tajam terhadap
Hadith ini. Dia mengkritik dari sisi sanad dan matannya. Dalam kritiknya, ia
mempertanyakan kredibilitas Abl Bakrah sebagai periwayat Hadith, dan mengapa
Abl Bakrah baru memunculkan Hadith ini pada saat terjadi kemelut politik dalam

perang Jamal antara ‘Aisyah dan ‘Al bin Ab( Thalib setelah 23 tahun wafatnya

3 Ulama berbeda pendapat mengenai pengamalan Hadith &had. Jumhur ulama sepakat sekalipun
Hadith &h&d bersifat zhanni al-wurQd, tapi wajib diamalkan sesudah diakui kesahihannya. Ismail,
Pengantar IImu Hadith, 158. Al-Syéafi“i, AbG Hanifah, dan Ahmad ibn Hanbal menerima Hadith &had
apabila syarat-syarat periwayatan yang sahih terpenuhi. AbG Zahrah, Ushul Figh (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1994),156-157; T.M. Hasbi Ash- Shiddiqy, Pokok-Pokok Dirayah Hadith (Jakarta: Bulan
Bintang, 1980), 100. Selanjutnya, untuk masalah akidah, ulama berbeda pendapat tentang kehujahan
Hadith 8had. Sebagian ulama menyatakan Hadith ahad tidak dapat dijadikan hujah. Alasannya,
sesuatu yang zhanni tidak dapat dijadikan dalil untuk yang berkaitan dengan keyakinan, karena soal
keyakinan harus berdasarkan dengan dalil gath’i. Zahrah, Ushul Figh, 156-15; Mahm{d Syalt(t, Al-
Islam: Adidah wa Syari“ah (Mesir: D& al-Qalam, 1966), 513. Ulama lain menyatakan Hadith &had
yang sahih dapat dijadikan hujah untuk masalah akidah. Sebab Hadith &h&d yang sahih berstatus
gath’ly al-wurQd. Alasannya, pertama, sesuatu yang zhanni masih mengandung kemungkinan salah.
Hadith yang telah diteliti dengan cermat dan ternyata berkualitas sahih, walaupun berkategori &héad,
memiliki status gathiy al-wur(d. Kedua, Nabi Muhammad SAW., pernah mengutus sefumlah mubalig
ke berbagai daerah, yang jumlah mereka tidak mencapai kategori mutawatir. Sekiranya penjelasan
tentang agama harus berasal dari berita mutawétir, niscaya masyarakat tidak membenarkan dan
menerima dakwah muballig yang diutus oleh Rasulullah SAW. Ketiga, ‘Umar ibn al-Khaththab pernah
membatalkan hasil ijtihadnya karena mendengar Hadith Nabi Muhammad SAW., yang disampaikan
oleh al-Dhahh&k ibn Sufyan secara dhad. Tagiy a-Din Ahmad ibn Taimiyah, Majmi® Fatawa lbn
Taimiyah, Jilid XVIII (Tk.: Math&bi® Dér al-Arabiyah, 1398), 40-41; Salim ‘Ali a-Bahna-sawi, Al-
Sunnah al-Muftara “alaihad (Tk.: Dar a-Buhdts a-, limiyah, 1979), 103; Muhammad Adib Shalih,
Lamahét fi Ushdl al-Hadith (Beirut: Al-Maktabah al-1slami, t.t), 99-100.
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Rasulullah SAW., yang mana dirinya berpihak kepada *Ali. Lagi pula konteks Hadith
tersebut tertuju pada kasus suksesi Kisra di Persia yang mewariskan tahta kepada
anak perempuannya yang tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin.*

At-Tabari juga salah seorang mufassir terkenal juga tidak menganggap Hadith
tersebut sebagal dasar yang cukup untuk tidak memberikan peluang kepada
perempuan dalam berkiprah di dunia politik. Begitu juga dengan Asgalani (1982),
Aftab Hussain (1987),%¢ mempertanyakan tentang keputusan yang diambil oleh ulama
untuk melarang perempuan menjadi pemimpin di ranah politik berdasarkan Hadith
tersebut. Begitu juga ditegaskan bahwa Hadith tersebut tidak bisa berlaku umum
untuk seluruh negeri muslim, itu hanya berlaku pada wilayah dan sesuai dengan
situasi yang berlaku.

Dengan demikian, menurut penulis, Islam tidak melarang perempuan menjadi
pemimpin dalam urusan umum. Bahkan menjadi kepala negara, yang penting dia
mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, Hadith tersebut
harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan petunjuknya bersifat temporal.

Kualitas Hadith riwayat a-Bukhari, a-Turmuzi, dan al-Nasd’i tentang
kepemimpinan perempuan secara umum adalah shahih i dzatihi. Sanadnya
memenuhi kaidah kesahihan sanad Hadith, yaitu sanadnya bersambung, periwayatnya
bersifat tsigah, dan terhindar dari syudziidz dan ‘illah. Matannya juga memenuhi

kaidah kesahihan matan Hadith, yakni terhindar dari syudzdz dan ‘illah.

35 Fatima Mernissi, Beyond the Veil (Indiana: India-na University, 1987), 49-61.
% Muhammad Ali Syed, The Position of Women in Islam, A Progressive View (New Y ork: state
University, 2004), 125.
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Secara tekstual, Hadith tersebut menunjukkan larangan bagi perempuan
menjadi pemimpin dalam urusan umum. Oleh karena itu, mayoritas ulama secara
tegas menyatakan kepemimpinan perempuan dalam urusan umum dilarang. Namun
secara kontekstual Hadith tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang
perempuan menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum.
Bahkan menjadi kepala negara, dengan syarat sanggup melaksanakan tugas tersebut.
Oleh karena itu, Hadith tersebut harus dipahami secara kontekstual, karena
kandungan petunjuknya bersifat temporal.

Dalam menyikapi persoalaan partisipasi dan keberadaan perempuan di ruang
publik dan politik menjadi pemimpin terdapat perselisihan pendapat di antara ulama.
Kebanyakan ulama melarang perempuan menjadi pemimpin publik (Kepala Desa,
Camat, Bupati, Wali kota, Gubernur dan Presiden). Pendapat ini didasarkan pada dua

dalil, yaitu surah an-Nisa’ ayat 34 dan juga Hadith sebagaimana dijelaskan di atas.

C. Dinamika Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dan Politik dalam
Sejarah Islam
Di antara persoaan laten dalam sgarah Islam yang telah berusia lama dan
hingga saat ini masih aktual untuk diperbicangkan adalah tema kepemimpinan
perempuan. Senantiasa mengemukanya persoalan ini dapat disebabkan beberapa
adlasan. Satu diantaranya adalah tak terhindarkannya keragaman pandangan dan
perspektif dalam tubuh internal Islam dalam merespon persoaan ini. Pada paruh

terkahir diabad dua puluh hingga abad dua satu, persoalan ini mengemuka kembali
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bersamaan dengan maraknya perempuan tampil dalam berbagai wilayah kehidupan
yang bersifat publik yang ternyata dapat menempati posisi-posisi yang selama ini
biasa dipegang oleh laki-laki. Respon tentang persoalan kepemimpinan perempuan
yang mengedepan muncul dari pribadi maupun organisasi.

Diskusi sekitar persolaan kepemimpinan perempuan dalam berbagai
bentuknya telah berlangsung hampir seusia dengan lahirnya kebudayaan Islam.
Rekaman atas perbicangan tentang kepemimpinan perempuan secara garis besar
memetakan tiga kelompok. Pertama, kelompok konservatif yang berpendapat bahwa
Isam sgak kemunculannya di Mekkah dan Madinah tidak memperkenankan
perempuan mucul dalam kepemimpinan. Kedua, kelompok liberal progresif yang
menyatakan bahwa Islam sgak awal telah memberikan tempat yang sama bagi
perempuan untuk tampil dalam kepemimpinan. Ketiga, kelompok yang berpandangan
apologetik yaitu berpendapat bahwa ada wilayah kepemimpinan yang dapat dirambah
dan ada wilayah kepemimpinan yang tidak dapat dijamahnya sama sekali.

Lebih jauh kelompok pertama menyatakan bahwa Islam tidak mengakui
persamaan laki-laki dan perempuan dalam praktik kepemimpinan. Al-Gazzali yang
masuk dalam kelompok ini, misalnya, bagaimana mungkin perempuan bisa tampil
menjadi kepala negara dengan memegang pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak
memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian
dalam berbagai persoalan keputusan hukum. Pendapat senada juga diutarakan oleh
Al-Qalgashandi seraya menambahkan bahwa perempuan tidak bisa menjadi

pemimpin karena ia memiliki kekurangan di dalam dirinya. Kekurangan tersebut
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menyebabkannya tidak mampu mengawinkan dirinya apalagi diberi kekuasaan
perwalian atas orang lain. Pandangan kelompok pertama ini didasarkan pada asumsi
bahwa Islam memandang dunia terbagi kepada dua bagian besar. Pertama, wilayah
publik (al-wilayah al-ammah) dan kedua, wilayah domestik (al-wilayah al-khassah).
Wilayah publik yang mencakup urusan urusan sosia kemasyarakatan seperti
penyusunan undang-undang, melakukan proses rekonsiliasi konflik, menjalankan
pemerintahan, dan lain sebagainya. Wilayah ini menjadi kekuasaan kaum laki-laki.
Sedangkan wilayah yang khusus meliputi tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak,
dan tugas-tugas lain yang bersifat privat. Argumentasi yang diketengahkan kel ompok
ini adalah surat An-Nisa ayat 34, Al-Bagarah ayat 228, dan Al-Ahzab ayat 33. Kedua
ayat pertama dipahami sebagai ayat yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki
kelebihan untuk menangani urusan publik. Sedangkan ayat yang terakhir dipahami
sebagal dalil bagi keharusan perempuan untuk tinggal di rumah. Selain ketiga ayat
tersebut, kelompok ini mengedepankan dua Hadith Nabi yang biasa digunakan untuk
menolak peran perempuan di ranah publik khususnya kepemimpinan publik.
Berhadapan secara diametral dengan kelompok pertama adalah kelompok
kedua yang memiliki kecenderungan pendapat liberal progresif yang membuka
kesempatan bagi perempuan untuk terlibat secara luas dalam dunia kepemimpinan
khususnya politik. Menurut kelompok ini perempuanpun diperkenankan untuk
mengemban tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh kaum laki-laki. Alasan
yang dikemukannya adalah ayat ayat Al-Qur’an yang membicarakan keadilan (al-

‘adalah), persamaan (almusawah),yang selalu dijunjung tinggi oleh Islam. Di antara
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ayat yang dijadikan landasan argumentasi ini adalah surat At-Taubah ayat 71 dan
surat Al-Hujurat ayat 70. Ayat pertama menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan
hak dan kesempatan yang sama dalam berpolitik.

Karena itu sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak mengatur
masyarakat umum yang merupakan implementasi dari semangat amar ma’ruf dan
nahi munkar. Sedangkan kedua ayat terakhir secara substansial mendeklarasikan
bahwa Islam memuliakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam posis yang
seimbang. Islam tidak mengenal diskriminas antara anak manusia, baik laki-laki
maupun perempuan.

Adapun kelompok ketiga menyatakan bahwa persoalan kepemimpinan
perempuan bukan merupakan persoalan agama melainkan persoalan sosial, politik,
dan budaya. Karena itu, lebih jauh kelompok ini berpendapat adalah tidak tepat jika
mempersoalkan kepemimpinan perempuan sebagai persoalan agama. Sejalan dengan
asumsi yang dipegangnya bahwa porsi emosional perempuan lebih besar
dibandingkan dengan porsi rasionalnya karena itu wilayah kepemimpinan perempuan
adalah menjadi ibu bagi putra-putrinya.

1. Legitimasi Sgarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Islam

Ajaran Islam dengan tegas menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan
variabel penting dan tidak boleh diabaikan dalam pembangunan keluarga, kelompok,
masyarakat, bangsa, dan negara. Al-Qur’an memberikan gambaran tentang adanya
hubungan positif antara pemimpin yang baik dengan tingkat kesegahteraan

masyarakat. Kisah Nabi Yusuf yang dengan modal kejujuran dan kecerdasannya
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mampu menyelamatkan Mesir dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Demikian
juga kisah Nabi Sulaiman yang mengelola kergjaannya sedemikian makmur, dan
kisah Rasululullah SAW., dengan karakternya yang adiluhung mampu menciptakan
perubahan fundamental hanya dalam jangka waktu 23 tahun pada masayarakat Arab.
Kisah dalam Al-Qur’an juga menunjukkan hancurnya negeri Saba yang pernah
makmur dipimpin Ratu Balgis setelah para pemimpinnya kembali mengingkari gjaran
Nabi Sulaiman.

Kisah-kisah dalam Al-Qur’an tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan
bukan persoalan biasa yang dapat diabaikan. Kepemimpinan menjadi parameter
penentu pertahanan umat (kaum). Dalam konsep Islam, kepemimpinan menjadi
persoalan serius yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karenanya,
garan Idam mengingatkan umatnya untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin,
salah memilih dan salah dalam meletakkan pemimpin berarti turut berkontribusi
dalam menciptakan kesengsaraan masyarakat.

Daam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang melekat pada diri
setigp muslim. Hadith Nabi yang menyatakan, “setiap kalian adalah pemimpin dan
akan dimintakan pertanggungjawaban dari kepememimpinannya itu”, merupakan
justifikasi atas adanya amanah itu. Hanya sgja, persoalan kepemimpinan di tengah
umat Islam menjadi persoalan pelik dan tak pernah tuntas diperdebatkan ketika
kepemimpinan berkelindan dengan aspek yang lebih luas, terutama kaitannya dengan
kepemimpinan perempuan pada wilayah publik, khususnya kepemimpinan politik.

Bila pada masa awa perkembangan pemikiran Islam, perdebatannya seputar
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kelayakan pimpinan antara kaum Muhgjirin Mekah atau kaum Anshar Madinah.
Maka di abad modern perdebatannya berkisar pada layak tidaknya perempuan
sebagal pemimpin pada ranah publik (wildyatul kubra/al-imamatul uzhma) dalam
perspektif agama.

Ketika Islam pertama kali datang ke jazirah Arab, kaum perempuan berada
dalam posisi yang sangat rendah dan memprihatinkan, hak-hak mereka diabaikan dan
suara mereka pun tak pernah didengar. Islam kemudian datang merombak kondisi
tersebut, kedudukan mereka diangkat dan diakui, ketidakadilan yang merekarasakan
dihilangkan, hak-hak mereka diapresiasi, dibela, dan dijamin pemenuhannya. Sejak
itu, kaum perempuan menemukan kembali jati diri kemanusiaan mereka yang
dihilangkan. Mereka sadar bahwa mereka adalah manusia sebagaimana halnya kaum
lelaki.3” Ide kesetaraan ini teramini dalam konsep dasar Al-Qur’an yang sangat
menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan yang terakomodir dari banyaknya
ayat yang menunjukkan kesetaraan antara |laki-laki dan perempuan.

Permasalahannya adalah, pada tataran aplikatif dan realitas kehidupan
masyarakat, ide-ide kesetaraan ini berubah dengan memosisikan perempuan sebagai
kelas kedua setelah laki-laki. Pemosisian ini pun tidak lepas dari dalil-dalil yang
bersumber dari penafsiran Al-Qur’an dan Hadith. Berbagai aturan Figh Syariah
misalnya, yang menempatkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan

dalam dari berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam hal kepemimpinan.

87 Kementerian Agama RI, Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Qur’an Tematik (Jakarta:
Kementerian Agama RI, 2012), 19.
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Setidaknya terdapat dua mainstrem yang membicarakan hak-hak perempuan
kaitannya dengan kepemimpinan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa perempuan
tidak layak menjadi pemimpin. Dan pendapat |ainnya memperkenankan perempuan
ikut terlibat dan berpartisipasi aktif dalam ranah publik, politik maupun domestik.3

Pada umumnya wilayah publik dan politik digeluti oleh kaum pria, yang
sesungguhnya banyak perempuan yang mampu dan punya kapasitas untuk menjadi
tampuk kepemimpinan dalam berbagal lini kehidupan. Namun keadaan ini sungguh
disayangkan karena di batasi oleh kondisi masyarakat yang masih kental dengan
budaya patriakhi, ditambah dengan pemahaman keagamaan yang masih sangat
dogmatis.

Tidak dipungkiri bahwa kaum perempuan masa jahiliyah berada pada posisi
yang sangat tidak menguntungkan. Posisi perempuan dizaman ini jauh tersiksa bila
dibandingkan dengan pria, bahkan menurut catatan sgjarah, perempuan pada masa ini
dari awal keberadaannya di dunia sudah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari
masyarakatnya, dan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan kaum pria sgja. Itulah
sgjarah dunia yang telah menjadi bahan diskusi panjang pada masa-masa selanjutnya
terkait dengan keberadan kaum perempuan.

Di Nusantara jugatelah lama berakar dan tumbuh pandangan, bahwa martabat
wanita kurang beruntung, terutama dalam sistem pembagian kerja. Pembagian kerja

berdasarkan jenis kelamin telah lama hidup dan dipraktikkan masyarakat. Dalam

38 Farichatul Maftuchah, “Reposisi Perempuan dalam Kepemimpinan”, Jurnal Studi Gender dan Anak
Yin Yang, Pusat Studi Gender (PSG)-STAIN Purwokerto, vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2008, 2.
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berbagai wilayah, terjadi pembagian kerja yang dibatasi dengan pertimbangan
martabat pria dan wanita, yang keduanya berbeda. Dalam kurun waktu yang panjang,
wanita Indonesia terbelenggu oleh pandangan bahwa wanita sudah sewajarnya hidup
dalam lingkungan rumah tangga. Tugas ini ialah tugas yang diberikan aam
kepadanya. Wanita ditugaskan oleh alam untuk melahirkan dan membesarkan anak-
anak dalan rumah tangga. Wanita juga ditugaskan untuk memasak dan
memperhatikan suami agar sebuah rumah tangga tenteram. Pria memiliki tugas lain,
yaitu pergi ke luar mencari makan untuk keluarganya. Martabat wanita, dengan
demikian, ditentukan oleh pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Kenyataan ini
ialah contoh perendahan martabat wanita. Hal itulah, antara lain yang menggugah
semangat kaum wanita untuk menggerakkan pendidikan wanita.

Pada sekitar akhir abadke-19 dan awal abad ke-20, muncul sgumlah pemuka
wanita Indonesiasebagal perintis emansipas kaumnya. Kesadaran akan perlunya
tingkat pendidikan yang tinggi bagi wanita Indonesia, mendorong mereka untuk
maju. Para pguang itu antara lain Kartini, Maria Walanda Maramis, Dewi Sartika,
Nya Dahlan, dan sejumlah nama lainnya yang tercatat sejarah.

Bila dilihat ke wilayah Aceh, seorang wanita jauh sebelum abad ke 19,
tercatat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata yang sangat dihormati, bahkan oleh
armada perang Eropa. Dia adalah Laksamana Keumalahayati (1589-1604). Wanita
laksamanaini hidup pada masa Sultan Saidil Mukammil (1589-1604). Dalam sgjarah,
tercatat beliau memimpin satu armada yang terdiri lebih dari 100 kapal perang laut

yang sangat kuat dengan 400 prajurit sigp tempur. Sejarah mencatat, pada 21 Juni
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1599 laksamana ini berhasil menewas kanpemimpin armada kergjaan Belanda,
Cornelis de Houtman dan menawan adiknya, Frederick de Houtman. Kehebatan
armada perangnya bahkan telah membuat pemerintah Belanda pada tahun 1601
meminta maaf secara resmi kepada Aceh Darussalam dan sekaligus membayar upeti
dan ganti rugi sebagai tanda penghormatan atas kekuatan Kergjaan Islam Aceh
Darussalam.

Kaau kita membaca buku-buku segjarah, bahwa Aceh pernah jaya saat
kepemimpinan berada di pundak kaum perempuan, bahkan dalam sebuah catatan
sgjarah Aceh dipimpin oleh Sultanah sampai 59 tahun lamanya, dan negara dalam
suasana aman dan sgahtera. Begitupun dengan masyarakatnya, menurut catatan
sgjarah Aceh pada saat kepemimpinan Sultanah ini terkenal sampai ke dunia
internasional serta memberikan banyak kontribusi bagi negera-negarajiran saat itu.

Demikian juga dengan Sri Putri Alam Permaisuri Sultan Taul ‘Alam
Safiatuddin Syah (1641-1675) memerintah di Kergjaan Islam Aceh Darussalam. Dia
naik tahta di Kergaan Aceh Darussalam menggantikan suaminya Raa Aceh
Darussalam, Sultan Iskandar Thani yang meninggal (1636-1641). Dalam sejarah,
terkenal dengan nama Ratu Safiatuddin. Setelah Ratu Safiatuddin, ada tiga ratu lagi
yang berturut-turut memimpin Aceh Darussalam, yakni Sultanah Nurul Alam
Nakiyatuddin Syah (1675-1678), Sultanah Inayat Zakiyatuddin Syah (1678-1688),
dan Sultanah Kamalat Syah (1688-1699).%° Dari catatan tersebut nyatalah bahwa

perempuan tidak berbeda dengan laki-laki dalam memegang tampuk pemerintahan

3 Hetti Restianti, Wanita Pahlawan (Bandung: Dwiraga, 20017), 12.
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dan mengatur masyarakatnya. Apa yang dilihat saat ini yang kesannya kaum
perempuan tidak dapat memimpin dengan berbagai macam alasan dan paham
keagamaan, itu merupakan suatu kekeliruan yang besar.

Begitu juga dalam masyarakat Aceh Besar yang sudah memiliki sgarah
panjang dalam ha kepemimpinan perempuan yang pertama di Aceh, yaitu seorang
wanita yang bernama Cut Nyak Dhien, beliau adalah pahlawan yang tidak mengenal
kalah dan tetap semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan dari kaum penjajah.
Sejarah telah mencatat bagaimana perlawanan dan keberanian seorang perempuan di
medan pertempuran, yang itu tidak mudah dan mengalami berbagai hambatan dalam
medan pertempuran yang selalu keluar dan masuk hutan.

Jika kita cermati dalam masa sekarang ini, kepemimpinan merupakan salah
satu tema penting dalam masyarakat modern seperti Indonesia. Sistem demokrasi
telah membuka kesempatan bahi setiap warga negara untuk berkiprah dalam urusan-
urusan publik, tak terkecuali kaum perempuan, kelompok marjina dan masyarakat
penyandang disabilitas. Demokrasi meniscayakan peralihan kepemimpinan
berlangsung damai, teratur, terbuka serta berorientasi pada kepentingan publik dan
prestasi atau kinerja seseorang yang bisa dinilai secararasional.

Secara umum kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang lain untuk
melakukan suatu perbuatan. Secara khusus kepemimpinan adalah suatu proses yang
dilakukan seseorang untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggotanya untuk
melakukan suatu kegiatan yang harus dilakukan. Kepemimpinan juga merupakan

suatu kualitas kepribadian yang dapat mempengaruhi orang lain yang menjadi
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bawahannya dalam mengambil keputusan dan tindakan. Dengan demikian, yang
membedakan seseorang sebagai pemimpin dengan yang lain yang bukan pemimpin
adalah kemampuannya dalam mempengaruhi dan mengontrol orang lain sebagai
anggota atau bawahannya dalam suatu organisasi.

Sebuah bentuk kepemimpinan juga merupakan faktor utama dalam setiap
proses perubahan. Selain sebagai sumber gagasan, otoritas yang dipercaya
menetapkan tujuan dan memandu arah, kepemimpinan juga memberi dorongan,
teladan dan inspirasi serta menjamin rasa aman. Oleh karena itu, seorang pemimpin
tentu sga bukan orang biasa. Seorang pemimpin adalah mereka yang dianugrahi
bakat istimewa untuk mempengaruhi, mendorong dan menjadi teladan, selain tentu
sgja orang yang mampu membuat keputusan-keputusan yang baik di waktu yang
tepat. Begitu juga untuk sebuah kemagjuan sangat ditentukan oleh sosok pemimpin
yang mampu melakukan suatu perubahan sebagaimanatelah dijelaskan di atas.

Seorang pemimpin adalah seorang yang sanggup mendayagunakan organisasi
secara optimal untuk mencapai apa yang diinginkannya, yang paling klasik dari
kepemimpinan adalah batasan yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah
kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menggerakkan sumberdaya secara
optimal untuk mencapai tujuan. Salah satu dimensi kepemimpinan yang penting saat
ini, baik di dunia bisnis maupun politik, adalah dimensi kemampuan mangjerial.
Artinya seorang pemimpin selain memang harus berpikir besar, mestinya juga

memiliki kemampuan untuk bertindak benar. Dan bertindak benar adalah tuntutan
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pertama seorang mangjer. Dengan demikian, pada prinsipnya seorang pemimpin
adal ah seorang mangjer.

Tugas seorang pemimpin yang sesungguhnya adalah mengulurkan tangan,
dapat membuka hati dan pikiran serta menyediakan waktu dan tenaga untuk bekerja
bagi orang orang yang dipimpinnya. Yang dimaksud dengan bekerja dalam hal ini
adalah menciptakan dan membangun harapan bersama, merumuskan cita-cita
bersama, menetapkan tujuan, mengelola dan menetapkan arah, mencari jalan keluar,
mendorong dan melindungi, dan seterusnya.

Dalam kenyataan sosia kepemimpinan erat kaitannya dengan kekuasaan.
Antropolog Koentjaraningrat menjelaskan bahwa dalam sebuah masyarakat yang
relatif kecil, dengan kesatuan-kesatuan sosialnya yang juga kecil, mereka tidak
memerlukan seorang pinpinan untuk menguasai dan mengatur mereka secara formal.
Kekuasaan dan kepemimpinan bagi mereka hanya dibutuhkan pada waktu tertentu
sgja seperti saat ada pekerjaan bersama yang membutuhkan seseorang untuk menjadi
kordinator. Diluar keadaan itu mereka tidak membutuhkan sosok pimpinan yang bisa
mendominasi dalam mengatur dan mengontrol kegiatan yang mereka lakukan.
Sebaliknya dalam kesatuan sosia yang lebih besar dan kompleks, mereka
membutuhkan adanya pemimpin formal yang tidak hanya ada atau muncul pada saat-
saat tertentu ketika ada aktivitas bersama yang dilakukan, tetapi juga selalu ada dan
dapat memberikan arahan dan pengaturan dalam seluruh aspek kehidupan mereka.

Kesatuan yang sudah relatif besar ini disebut sebagal “masyarakat sedang”.

Koenjtaraningrat mengemukakan bahwa dalam “masyarakat sedang ini”” dibutuhkan
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satu bentuk kepemimpinan yang tetap dan untuk memantapkan kepemimpinan
tersebut diperlukan kekuasaan disamping kewibawaan.

Dalam masyarakat tradisional yang memiliki kesatuan sosial dalam jumlah
beribu-ribu bahkan sampai beratus ribu orang, wewenang seorang pemimpin tidak
hanya dibutuhkan kewibawaan yang bersumber pada keahlian, keterampilan dan
kepandaian tertentu saja. Akan tetapi, kebanyakan elit penguasa tradisiona
mempertahankan dan menjaga loyalitas rakyatnya dengan menggunakan konsep-
konsep religi dan cara-cara keagamaan untuk memaksakan keseragaman pada
masyarakat yang ada di negara tersebut.*

Koenjtaraningrat mengemukakan bahwa meskipun kekuasaan pemimpin
tradisional memiliki kharisma sebagai komponen yang penting yang menjadi unsur
pokok dalam menjaga keberlangsungan kepemimpinannya, akan tetapi seorang
pemimpin tidak dapat mengabaikan komponen lainnya sebagal kekuasaan dalam arti
khusus, yaitu sebagai organisir masyarakat dalam jumlah yang banyak. Selain itu
seorang pemimpin haruslah memiliki sifat yang adil, baikhati dan bijaksana. Ketiga
hal tersebut juga sangat diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin baik tradisional
maupun pemimpin masakini.*

Unsur perkembangan kemagjuan zaman, di mana faktor keterampilan
mangjerial seorang pemimpin menjadi unsur utama dalam kepemimpian masyarakat

modern. Faktor-faktor keahlian tersebut dapat dimiliki seseorang dari berbagai

40Koentjaraningrat, Kepemimpinan dan Kekuasaan Tradisional, Masa Kini, Resmi dan Tak Resmi
dalam Budiarjo Miriam (ed). Aneka Kuasa dan Wibawa (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), 73.
41 K oentjaraningrat, Kepemimpinan..., 74.
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sumber seperti pendidikan, pelatihan kepemimpinan, maupun aktivitasnya dalam
organisasi formal (seperti partai politik dan profesi)) maupun non formal (seperti
organisas kemasyarataandan paguyuban yang bersifat longgar dan swadaya).
2. Kesetaraan Perempuan dengan Laki-Laki dalam Al-Qur’an dan
Hadith

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perempuan dan laki-laki setara
di hadapan Allah SWT., relas laki-laki dan perempuan berposisi setara, tidak ada
superioritas maupun inferioritas (diunggulkan atau direndahkan), masing-masing
memiliki potensi, fungsi, peran, dan kemungkinan pengembangan diri yang sama
sebagal manusia. Prinsip-prinsip dasar relasi kesetaraan perempuan dan laki-laki
diisyaratkan Allah SWT., dalam Al-Qur’an yaitu;*

Pertama, perempuan dan laki-laki sama-sama sebagal hamba Allah, keduanya
memiliki kedudukan setara dan memiliki fungsi ibadah. “Dan tidaklah aku
menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (QS.
Adz-Dzariyat [51]: 56).

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seoranglaki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu disis Allah iadah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat [49]: 12),

42 Berita Resmi Muhammadiyah Nomor 08/2010-2015/Syawal 1436 H/Agustus 2015 M, Tanfidz
Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih, XXVI11, 86-90.
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“Barang siapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(QS. An-
Nahl [16]: 97).

“Barang siapa yang mengerjakan amal shalih, bak laki-laki maupun
perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga
dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (QS. An-Nisa[4]: 124).

Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah (wakil) Allah di
muka bumi. Mereka memiliki kesempatan dan wewenang sama dalam menjaankan
fungsi mengel ola, memakmurkan, dan memimpin sesuai dengan potensi, kompetens,
dan peran yang dimainkannya; “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para
Malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’
(QS. Al-Bagarah [2]: 30).

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka
(adalah) menjadi pemimpin  bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu diberi
rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS.
At-Taubah [9]: 7).

Ketiga, Adam dan Hawa bersama-sama sebagai aktor dalam kisah Al-Qur’an

tentang penciptaan manusia. Seluruh ayat tentang kisah Adam dan Hawa sgjak di
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surga hingga turun ke bumi menggunakan kata ganti huma (mereka berdua), ini
berarti bahwamereka terlibat bersama-sama secara aktif. “Dan kami berfirman, “Hai
Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini dan makanlah makanan-
makanannya yang banyak lagi baik di mana sgja kamu sukai. Dan janganlah kamu
dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim.” (QS. Al-
Bagarah [2]: 35).

Keduanya mendapat godaan yang sama. “Maka setan membisikkan pikiran
jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari
mereka yaitu auratnya dan syaitan berkatac “Tuhan kamu tidak melarangmu
mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau
tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga).” (QS. Al-A’raf [7]: 20).

Keduanya bersama-sama melanggar dan keduanya bersama-sama memohon
ampun. “Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu
daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu nampaklah bagi keduanya aurat-
auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian
Tuhan mereka menyeru mereka, ‘Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari
pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: ‘sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
yang nyata bagi kamu berdua.” “Keduanya berkata: “Ya Tuhan kami, kami telah
menganiaya diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi
rahmah kepada kami. Niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.’”

(QS. Al-A’raf [7]: 22-23).
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Keempat, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih
prestasi dan kesuksesan. (QS. An-Nahl [16]: 97; QS. An-Nisa’ [4] 124). Dan kelima,
laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara di depan hukum. “Perempuan
yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari
keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah
kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari
akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan
orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur [24]: 2). “Laki-laki yang mencuri dan
perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana).” Q.S. Al-Maidah (5): 38.

D. KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI ACEH

Berbicara tentang emansipasi dan perjuangan perempuan, maka secara jujur
kita harus mengakui, bahwa berdasarkan fakta sejarah menunjukkan sudah sgjak abad
ke-15 Masehi, Aceh telah melaksanakan emansipasi. Berikut dijelaskan tentang
tokoh-tokoh politik perempuan sebelum kemerdekaan, perpolitikan masa orde baru,
politis perempuan pada masa reformasi, serta pemimpin perempuan di Aceh

kontemporer.
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1. Tokoh-tokoh Politik Perempuan Sebelum Kemer dekaan

Dalam abad ke-17 di Aceh pernah lahir seorang ulama besar terkemuka,
namanya Syekh Abdurrauf bin Ali a Fansuri al Singkeli atau Singkili yang kemudian
dikenal dengan nama Siyah Kuala (1620-1693). Dia seorang ulama ahli fikih dan ahli
tasauf yang berairan sattariyah serta bermadzhab ahli sunnah wa jamaah. Dia
pernah menjabat sebagal seorang kadhi Malikul Adil Mufti Besar keragjaan Aceh pada
masa Sultanah SafiatuddinTgul Alam (1641-1675); Sultanah Nurul Alam
Nagiatuddin (1675-1678); dan Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (1678-1685).
Semasa hidupnya ia pernah memberikan fatwa, bahwa wanita boleh menjadi
penguasa (Sultanah). Atas dasar fatwa Ulama Besar tersebut menyebabkan kerajaan
Aceh Darussalam selama hampir 60 tahun diperintah oleh para Ratu wanita
(Sultanah).*®

Menjelang akhir abad ke XV arus penjajahan Barat ke Timur sangat derasnya,
terutama penjgahan Barat-Kristen terhadap Timur-lslam. Nafsu untuk mendapat
rezki yang banyak dengan cara yang haram, telah mendorong orang-orang Eropah
berlomba-lomba ke Dunia Timur, terutama sekali setelah Columbus menemui Benua
Amerika dan Vasco da Gama menjgjakkan kakinya di India. Di antara bangsa
Eropah-Kristen yang pada saat itu sangat haus tanah jgjahan, yaitu Portugis, di mana

setelah mereka dapat merampok Goa di India, maka mata penjgahannya di encerkan

43 Solichin Salam, Malahayati Sri Kandi dari Aceh (Jakarta: Gema Salam, 1995), 19.
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ke Malaka dan Kergjaan Islam Kergjaan Islam yang berdiri dipantai utara Sumatera;
Aru, Teumieng, Pase, Perlak, Pidie, Aceh dan Daya.*

Dalam banyak literatur sudak dijelaskan bahwa Aceh pernah dipimpin oleh
beberapa pemimpin perempuan, yang terkenal dengan Sultanah. Sultanah atau sultana
(bahasa Arab: 4alw sultanah, diucapkan [sal'tans]) adalah bentuk wanita
dari gelar sultan dan menjadi gelar resmi bagi wanita yang memimpin kesultanan dan
istri utama sultan di beberapa wilayah. Penggunaan gelar sultanah berbeda-beda
tergantung adat dan hukum di tiap-tiap kesultanan.®

Diskursus kontemporer secara khusus menggambarkan perempuan Aceh
sebagai korban, padahal dari sudut pandang sejarah, perempuan Aceh dikenal sebagai
sosok yang tangguh dan hebat, mereka menjadi sultanah, pahlawan, dan pemimpin.
Dari sisi sgarah, perempuan Aceh terlibat dalam banyak bidang publik, termasuk
urusan perdagangan, pertahanan, dan kepemimpinan. Pada abad ketujuh belas, Aceh
diperintah oleh empat sultanah yang berlangsung selama 60 tahun. Setelah masa
kesultanahan, rakyat Aceh berperang dan berjuang melawan kolonialisme Belanda
selama empat puluh tahun. Para perempuan pun berperan menjadi peuang dan
pimpinan operasi gerilya melawan Belanda. Pejuang perempuan Aceh yang terkenal

adalah Cut Nyak Dhien*®dan Cut Meutia,*’ serta Laksamana Malahayati. Dalam abad

4 A. Hajmy, 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu (Jakarta: Bulan-Bintang, 1977),
13.

4 id. wikipedia,org.

4 pahlawan wanita inspiratif dari Aceh ini lahir pada tahun 1848 dari keluarga bangsawan yang
agamis di Aceh Besar. Dari garis ayahnya, Cut Nyak Dien merupakan keturunan langsung Sultan
Aceh. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Cut Nyak Dien dinikahkan dengan Teuku Cek Ibrahim
Lamnga pada tahun 1862 yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Setelah 16 tahun menikah
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ke-16 sgarah Aceh mencatat pernah melahirkan seorang tokoh wanita bernama
Keumalahayati atau yang lebih dikenal dengan nama Malahayati. Adapun nama
Keumala dalam bahasa Aceh itu sama dengan Kemala yang berarti sebuah batu yang
indah dan bercahaya, banyak khasiatnya dan mengandung kesaktian. Banyak wanita
Aceh yang mempergunakan nama Keumala atau Kemala. Demikian pula halnya

dengan Keumalahayati. Mungkin karena terlalu panjang, maka orang lebih senang

dengan Cut Nyak Dien, Teuku Cek Ibrahim Lamnga gugur di medan perang. pada tahun kedua
kematian suami pertamanya, Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar. Pasangan ini dikaruniai
satu orang anak bernama Cut Gambang. Namun, pada 11 Februari 1899 Teuku Umar gugur. Ditinggal
dua orang terkasih tidak membuat Cut Nyak Dien berhenti berjuang. 1a tetap maju melawan penjajah
sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Usianya yang saat itu sudah relatif tua
serta kondisi tubuh yang digerogoti berbagai penyakit, membuat salah seorang pasukannya yang
bernama Pang Laot melaporkan keberadaan Cut Nyak Dien kepada Belanda. Cut Nyak Dien bisa
diserahkan ke Belanda dengan syarat bahwa Belanda merawat Cut Nyak Dien dengan baik. Takut akan
keberadaannya menambah semangat perlawanan rakyat Aceh, Belanda dengan taktik liciknya
menangkap dan mengasingkan Cut Nyak Dien ke Sumedang pada 1906. Selama pengasingan, Cut
Nyak Dien tinggal di sebuah rumah bersama dua penjaganya. Cut Nyak Dien diserahkan kepada
Bupati Sumedang dan dirawat olen KH llyas. “Sosok Cut Nyak Dien sangat berarti bagi warga
Sumedang. Semasa pembuangan, Cut Nyak Dien sering mengajarkan warga membenarkan tajwid
Alguran dan memberikan dakwah dalam bahasa Arab,” ujar Dadang, keluarga dari KH llyas yang
menjaga Cut Nyak Dien.www.compasiana.com.

47 Tjoet Nyak Meutia (lahir di Keureuto, Pirak, Aceh Utara, 15 Februari 1870, meninggal di Alue
Kurieng, Aceh, 24 Oktober 1910 pada umur 40 tahun) adalah pahlawan Nasional Indonesia dari daerah
Aceh. la dimakamkan di Alue Kurieng, Aceh. la menjadi Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan Presiden Nomor 107/1964 pada tahun 1964.Awalnya Tjoet Meutia melakukan
perlawanan terhadap Belanda bersama suaminya Teuku Muhammad atau Teuku Tjik Tunong. Namun
pada bulan Maret 1905, Tjik Tunong berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati di tepi pantai
Lhokseumawe. Sebelum meninggal, Teuku Tjik Tunong berpesan kepada sahabatnya Pang Nanggroe
agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya Teuku Raja Sabi.Tjoet Meutia kemudian menikah
dengan Pang Nanggroe sesuai wasiat suaminya dan bergabung dengan pasukan lainnya di bawah
pimpinan Teuku Muda Gantoe. Pada suatu pertempuran dengan Korps Marechausee di Paya Cicem,
Tjoet Meutia dan para wanita melarikan diri ke dalam hutan. Pang Nagroe sendiri terus melakukan
perlawanan hingga akhirnya tewas pada tanggal 26 September 1910.Tjoet Meutia kemudian bangkit
dan terus melakukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukannya. la menyerang dan merampas pos-pos
kolonial sambil bergerak menuju Gayo melewati hutan belantara. Namun pada tanggal 24 Oktober
1910, Tjoet Meutia bersama pasukannya bentrok dengan Marechausée di Alue Kurieng. Dalam
pertempuran itu Tjoet Njak Meutia gugur. Pada tanggall9 Desember 2016, atas jasa-jasanya,
Pemerintah Republik Indonesia, mengabadikannya dalam pecahanuang kertas rupiah baru Republik
Indonesia, pecahan Rp1.000.https://id.wikipedia.org/wiki/Cut_Nyak Meutia
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menyebut Malahayati sgja. Sepanjang catatan sgjarah, tahun kelahiran maupun
wafatnya Malahayati belum diketahui dengan pasti. Hanya dapat dipastikan bahwa
masa hidupnya Maahayati adalah sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16
masehi.*® Sebagai seorang perwira muda lulusan Akademi Militer Baitul Makdis di
Aceh, Malahayati memperoleh kehormatan dan kepercayaan dari Sultan Alaiddin
Riyat Syah A | Mukammil (1589-1604) diangkat sebagai Komandan Protokol Istana
Darad Dunia dari kergaan Aceh Darussalam.Jabatan sebagai komandan Protokol
istana bagi Malahayati adalah merupakan jabatan yang tinggi dan terhormat,
disamping besar tanggung jawabnya. Karena selain menjadi kepercayaan Sultan, juga
menguasai soa etika dan keprotokolan sebagaimana lazimnya yang berlaku disetiap
istana kergjaan dimanapun di dunia. John Dawis, seorang berkebangsaan Inggris yang
menjadi nahkoda pada sebuah kapal Belanda pernah berkunjung ke Aceh, sewaktu
Laksamana Malahayati menjadi panglima armada, menyebutkan bahwa kerajaan
Aceh pada masa itu memiliki perlengkapan armada laut yang terdiri dari 100 buah
kapal perang (galey), diantaranya ada yang berkapasitas muatan sampai 400-500
penumpang. Adapum yang menjadi pemimpinnya adalah laksamana wanita, yaitu
Malahayati. Pada masa itu kapal-kapal perang itu dilengkapi dengan meriam.
Kekuatan Armada Angkatan Laut Aceh pada waktu termasuk yang terkuat di Asia

Tenggara.*®

48 Solichin Salam, Malahayati i Kandi dari Aceh (Jakarta: Gema Salam, 1995), 26.
4 Solichin Salam, Malahayati..., 28.
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Itulah sekilas sgjarah dan kiprah perempuan Aceh dalam memimpin dan
terjun ke medan peperangan. Informasi ini telah direkam oleh banyak sejarawan dan
telah dibukukan untuk menjadi rujukan dan pijakan dalam pengembangan

pengetahuan selanjutnya bagi generasi mendatang.

2. Perpolitikan Masa Orde Baru

Orde Baru adalah episode penting dalam sgjarah politik Indonesia, tidak sgja
karena periode politik yang panjang (1966-1998), tetapi juga ditopang oleh kebijakan
untuk menjaga stabilitas politik demi kepentingan pembangunan ekonomi.
Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, pemerintahan orde baru
diidentikkan dengan peraturan yang otoriter yang tersentralisasi dari militer dan tidak
diikutsertakannya partisipas efektif partai-partai politik dalam proses pembuatan
keputusan.

Isu krusial dari perjuangan hak asasi dan demokratisasi®® adalah persoaan
yang berhubungan dengan keadilan pada masyarakat. Sebagian besar penduduk
Indonesia bahkan lebih berjenis kelamin perempuan, dan dalam kenyataannya
perempuan lah yang paling banyak mengalami ketidakadilan. Hal ini dapat dicermati
dari berbagal bentuk kekerasan yang dialami kaum perempuan, mulai dari kekerasan

yang dialami dalam rumah tangga sebagai wilayah privat sasmpai kepada kekerasan

%0 Berbicara tentang hak asasi dan demokrasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi
adalah sebuah ideology, welstanschauung * (cara memandang dunia), dan sistem politik HAM adalah
seperangkat hak dasar yang bersifat universal dan dimiliki semua orang.



79

yang dipresentasikan negara ke dalam wilayah publik. Sebenarnya banyak faktor
yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu diantaranya adalah
budaya patriakhis™ yang sudah berkembang di masyarakat dalam kurun waktu yang
sudah berpuluh-puluh tahun bahkan berabad-abad lamanya. Budaya patriakhi yang
sudah mapan ini semakin dilegitimasi oleh negara dalam berbagai bentuk kebijakan
yang dipresentasikan melalui berbaga institusi yang ada pada masa Orde Baru.
Dengan kata lain, budaya patriakhi telah melang-gengkan kekerasan terhadap
perempuan dan negara sebagal agent atau aktor dari kekerasan tersebut. Oleh karena
itu tulisan kecil ini bermaksud untuk menganalisis beberapa pokok persoalan yang
berhubungan dengan, antara lain: kebijakan negara Orde Baru terhadap perempuan,
peluang kekerasan terhadap perempuan, dan kasus Me 1998 sebaga puncak
kekerasan negara Orde Baru terhadap perempuan. Dengan membahas beberapa
pokok persoalan ini diharapkan dapat menjelaskan berbagai bentuk kekerasan dan
ketidakadilan yang telah terjadi terhadap perempuan selama pemerintahan Orde Baru.

Negara Orde Baru adalah sebuah negara yang melanggengkan konsep

dwifungsi militer yang bertujuan untuk menopang dan melindungi negara, jika perlu

5L patriakhi adalah dominasi institusi sosial politik oleh laki-laki dalam kehidupan pribadi dan publik
melalui dukungan hokum, khususnya hukum keluarga. (Scruton. 1982. A Dictionary of Political
Thought Pan Reference. London, 1982:347). Menurut Julia | Suryakusuma, patriakhi sesungguhnya
sebuah ingtitusi ketimbang sekedar dominasi laki-laki, karena laki-laki sendiri kadang-kadang juga
tertekan oleh budaya patriakhi, yang mengutamakan kirarki dan kontrol ketimbang atas segala-
galanya. Suharto sebagai bapak pembangunan merupakan patriaki tertinggi, yang memegang
kekuasaan atas seluruh kekuasaan negara melalui penindasan. Julia | Suryakusuma “Militerisme dan
kekerasan terhadap perempuan”, makalah dipresentaskan untuk Program Kampanye Hari
Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diselenggarakan oleh Y ayasan Journal Perempuan
di Pusat Studi Jepang, Uviversitas Indonesia, 25 November 2000.
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hingga mengorbankan rakyat yang seharusnya dilindungi oleh negara dan militer
tersebut. Karena itu, kekerasan terhadap perempuan sangat erat kaitannya dengan
kekerasan negara terhadap perempuan. Pentingnya stabilitas sebagai prasyarat
pembangunan pada masa Orde Baru telah dipaka untuk membenarkan berbagai
tindakan opresif dan kekerasan. Negara adalah satu-satunya institusi yang memiliki
legitimasi untuk menggunakan kekerasan, dan negara Orde Baru tidak pernah ragu-
ragu malakukan hal itu.>?

Militerisasi masyarakat Indonesia di masa Orde Baru tidak hanya berdampak
pada dilakukannya kekerasan sistematik oleh negara, namun juga timbulnya budaya
kekerasan dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat semi-feodal dan
paternalistik, seperti Indonesia, negara yang bersifat militeristik akan menghasilkan
masyarakat yang termiliterisasi. Negara yang sarat dengan kekerasan akan
melahirkan kekerasan pula. Jika negara ditempatkan sebagai institusi, sedangkan
“pembangunanisme® sebagai ideologi-nya, maka dogma-dogma dari ideologi
demikian akan memberikan penekanan total pada pembangunan ekonomi, materi dan
fisik.>3

Di sisi lain, pengambilan keputusan bersifat sentralistik, proses pengambilan
keputusan yang yang bersifat top-down dan pendekatan oleh negara kepada
masyarakat dengan model korporatif adalah merupakan ciri utama dari negara Orde

Baru. Pemisahan antara ideologi “pembangunanisme® dan “militer-isme™ dilakukan

%2 | bid.
%3 | bid.
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sematamata hanya untuk memenuhi kebutuhanan analisis, akan tetapi dalam
kenyataannya, keduanya selau bergandengan. Manifestasi dari ideologi kembar ini
terlihat di mana-mana, dalam berbagai kelembagaan negara maupun sosial, dalam
berbagai kecenderungan dan karakter sosia budaya, maupun dalam kecenderungan
untuk mengabaikan hak asasi manusia. Beberapa kasus di Aceh, Irian jaya, Timor
Timur dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintahan
Orde baru telah melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan. Budaya
kekerasan yang dikemas ke dalam budaya patriakhi.

Kasus-kasus berikut ini menunjukkan beberapa contoh kekerasan yang
dilakukan negara Orde Baru terhadap perempuan. Sebuah organisasi perempuan
Flower Aceh mengumpulkan cerita kekegjian yang dialami kaum perempaun Aceh.
Seorang gadis Sh, 32 tahun, menjadi korban perkosaan oleh seorang tentara. Sh yang
cacat kakinya diganggu oleh tentara dari Yonif 126 Ulee Glae di Kecamatan Bandar
Dua Pidie, pada saat ia bekerja di warungnya. Tentara dari Yonif 126 yang sedang
mabuk tersebut mengegjar gadis tersebut sampai ke rumahnya dan mendorong pintu
yang sudah dikunci. Dengan ancaman todongan senjata, tentara ini memperkosanya.

Penyiksaan dengan metode kekerasan seksual menjadi kebiasaan yang biasa
dialami perempuan di wilayah operasi DOM (Daerah Operasi Militer). Penelitian
Flower Aceh menunjukkan bahwa seorang perempuan berumur 45 tahun, dari
Kecamatan Glp. Tiga Pidie, mengalami penyekapan dua kali oleh Kopasus. Dalam
penyekapannya, ia mengalami penyiksaan yang sangat keji: ditelanjangi, disetrum

payudara dan vaginanya. Aparat dari institus militer meminta uang suap Rp.
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600.000, jikatidak ia diancam akan ditangkap kembali, karena perempuan itu dituduh
telah menyembunyikan senjata.

Indonesia pada masa Orde Baru. ABRI sebaga agent atau aktor telah
mensosialisasikan budaya ini disadari atau tidak. Pola pemerkosaan yang dilakukan
militer lewat instituss DOM (Daerah Operasi Militer) dijadikan alat atau metode
untuk menaklukkan masyarakat demi kepentingan politik dalam hal ini tentu negara
untuk kepentingan ekonomi politik sipelakunya. Meskipun operasi militer umumnya
bertujuan untuk memerangi kaum laki-laki yang berpihak kepada kelompok separatis,
namun acap kali perempuan dijadikan umpan bagi pihak militer dalam upaya
menangkap pihak separatis.

Pemerintahan Orde Baru telah dibangun dan dipertahankan melalui kekerasan,
dengan penetrasi militer dalam segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
Kekerasan yang diwakili oleh militer dengan segala macam simbol yang diberikan
kepadanya, seperti “militer sebagai pengayom rakyat, pelindung rakyat, militer dari
rakyat dan untuk rakyat”, bertolak belakang dengan apa yang terjadi sesungguhnya di
masyarakat. Negara Orde Baru telah memberi peluang besar bagi pelanggaran
berbagai bentuk hak asasi manusia, termasuk kekerasan terhadap perempuan.
Kekerasan negara ancaman, tekanan, terror sistematis, brutalitas, penculikan,
penyiksaan, pemerkoasaan dan pembunuhan merupakan bagian dari pendekaatan

keamanan Orde Baru yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya atas
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masyarakat Indonesia. Kasus-kasus, seperti: Tanjung Periuk, tekanan militer terhadap
kaum separatis.>

Khususnya di Aceh, Sebuah peristiwa penting terjadi di Aceh padatanggal 23
Mei 1999. Hari ini, 20 tahun lalu, seorang dokter dan paramedis yang sedang
menjalankan tugas kemanusiaan gugur akibat terkena tembakan. Kedua orang itu
adalah dr. Fauziah (kepala Puskesmas Peudada) dan Mustafa (petugas kesehatan).
Saat kejadian, dr. Fauziah mengandung bayi berusia 3 bulan. “Dalam catatan konflik
Aceh, khususnya medio 1998, dr. Fauziah dan Mustafa adalah paramedis pertama
yang meninggal dalam melaksanakan tugas kemanusiaan.> la seakan terlupakan dan
dilupakan dalam sgjarah Aceh yang berkepanjangan. Bahkan, ia luput dalam ingatan
generasi muda Aceh sekarang. Padaha ia adalah sosok yang telah mengorbankan
nyawanya demi kemanusiaan dan melepaskan umurnya yang masih muda dengan
jabang bayi yang masih dikandungannya.

Fauziah, dokter dengan umur begitu muda (30 tahun), anak dari pasangan
HM. Daud Ismaill dan Nuraini. Dr. Fauziah kelahiran Medan, Juli 1967 ini
menyelesaikan pendidikan di fakultas kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara
(UISU) Medan tahun 1996. Setelah lulus, Fauziah langsung dipercayakan sebagai
Kepala Puskesmas Kecamatan Peudada, Bireuen, tempat di mana orang tuanya
berasal, dengan status Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT). Semestinya, ia akan

mengakhiri status PTT itu pada 1 Agustus 1999. Namun, takdir lebih dulu mengakhiri

54 Khususnya di daerah operasi DOM di Aceh, Timor-Timur, dan Irian Jaya.
%5 Haekal afifa, Ketua Institut Peradaban Aceh, Serambinews.com (25/52019).
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hidupnya pada 23 Mei 1999 sebagai pejuang kemanusiaan. Di kalangan paramedis, ia
dikenal apa adanya dan berbicara seperlunya. Pada pagi naas itu, iaterlihat riang dan
sedikit berbeda dari biasanya saat dia mendapat panggilan tugas untuk melakukan
visum et repertum pada dua jenazah korban penembakan misterius (Petrus) di Alue
Kuta, Kecamatan Peudada, Bireuen.

Baginya, kerja melayani kemanusiaan adalah segalanya. Terbukti, walaupun
dalam keadaan hamil dengan usia jabang bayi tiga bulan tidak menjadi penghalang
untuk melaksanakan tugas. Padahal, itu kehamilan pertamanya setelah menikah
dengan Dr. yahya yusuf pada 6 Februari 1999.

Hal ini, memberikan kesan bahwa militer saat itu menjadikan para medis
sebagai tameng. Dalam perjalanan, truk militer PPRM mogok ditanjakan Alue Kuta.
Daam kondisi itu, kelompok bersenjata yang disinyalir anggota Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) berjumlah 20 orang menyerang mereka dari semak belukar sehingga
mengakibatkan Serka Hendrik (TNI), Bharada Dominggus (Brimob), dr Fauziah
(Dokter) dan Mustafa (Perawat) meninggal dunia. Belasan lainnya luka-luka. Dalam
catatan konflik Aceh khususnya medio 1998-1999, dr. Fauziah dan Mustafa adalah
paramedis pertama yang meninggal dalam melaksanakan tugas kemanusi aan.

Insiden ini dikenal dengan Tragedi Peudada. Dunia kesehatan berkabung.
Banyak pihak berduka, khususnya Korp K edokteran dan Keperawatan Provinsi Aceh,
40 unit Ambulans berpalang biru dari berbagai Puskesmas di Aceh mengiringi
kepergian Fauziah dan Mustafa. Almarhumah dr. Fauziah dan jabang bayinya

dimakamkan disamping pusara orang tuanya (HM. Daud Ismail) di Desa Bugak.
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Sedangkan Mustafa disemayamkan di Desa Pulo, Kecamatan Peudada, Bireuen.
Sebagali penghargaan, saat itu Dinas Kesehatan Aceh menabalkan RSUD Bireuen
dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah, hingga sekarang. Sudah
selayaknya, Pemerintah Aceh menjadikan 25 Me sebagai Hari Kesehatan Daerah
Provinsi Aceh.Dan, sepatutnya Korp Kesehatan Keperawatan Aceh serta Pemerintah
Bireuen hari ini mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati sebuah
nama penuh jegak bertapak yang menjadi simbol manusia untuk kemanusiaan. Al
Fatihah.%

Masa orde baru merupakan masa yang sulit untuk masyarakat Aceh dalam
pengembangan berbagai aspek. Masyarakat sangat terkukung dalam berbagai
aktifitas, suasana tidak aman dan dihantaui dengan perasaan mencekam. Masa orde
baru sulit mencari sosok perempuan yang berkiprah dan mengembangkan potensi
untuk terjun ke dunia perpolitikan, ini disebabkan keadaaan yang tidak kondusif dan
selalu dalam kekacauan.

3. Poalitisi Perempuan Pada M asa Refor masi

Era reformasi merupakan suatu era yang bergulir 1997-1998 yang berhasil
“memaksa” Presiden Suharto Lengser atau mundur dari kekuasaanya selama lebih 30
tahun. Yang menyebabkan politik Indonesia berubah drastis. Selama lebih tiga
dekade rezim orde baru di bawah pimpinan Presiden Suharto bangsa Indonesia

dikenal sebaga salah satu negara yang menganut sistem otoriter. Meskipun

%6 https://aceh.tribunnews.com
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pemerintahan Suharto sendiri menamakan sitem politik yang dipertahankannya
selama tiga dekade sebagai “Demokrasi Pancasila” dalam realitasnya yang
berlangsung adalah system otoriter yang terselubung “demokrasi”.

Sgjak pemilu 1999 yang kemudian dilanjutkan dengan empat tahap
amandemen terhadap UUD 1945, Indonesia memasuki era baru yang secara publik
disebur Era Reformasi yang ditandai dengan keterbukaan dan demokratisasi yang
membentuk system politik baru yang secara struktural berbeda dengan sistem politik
otoriter orde baru. Pada era ini terdapat beberapa ciri yang membedakan dengan orde
baru. Pertama pembatasan kekuasaan dan masa jabatan atau dua kali lima tahun.
Kedua, adanya jaminan konstitusi dan perundang-undangan bagi hak-hak politik,
kebebasan sipil, dan hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara.
Ketiga, jaminan bagi kemerdekaan dan kebebasan pers, demokratis yang
diselenggarakan oleh komisi pemilu yang independen. Kelima, semua anggota
parlemen bailk nasiona (DPR dan DPD) maupun daerah DPRD Kabupaten/Kota,
dipilih melaui pemilihan umum. Keenam, adanya jaminan kebebasan berserikat
memungkinkan setiap warga negara membentuk partai politik untuk ikut serta dalam
pemilu.

Berbicara politik bagi perempuan pada era reformasi ini lahirlah UU Pemilu
yang mengatur kuota 30 persenperempuan di kursi politik. Namun, hasil pemilu 2004
hanya menundukkanll persen perempuan di parlemen. Skeptisme terhadap
kemampuan masih menjadi hambatan utama perempuan untuk turut mengambil

posisi di bidang yang starategis. Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam
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rumah tangga juga menunjukkan angka yang tinggi baik yang terdata ataupun yang
masih belum terungkap.

Meskipun, belum tercapai kuota ini, kesempatan dan kemandirian perempuan
dalam institus politik sudah tidak terbatas lagi. Setidaknya dalam satu dekade ini
telah mewarnai arena politk. Bahkan di beberapa kota, wanita telah terpilih sebagai
Gubernur dan Bupati sebagai presentasi politik publik. Sebenarnya upaya
mewujudkan keadilan gender (PUG), Menurut sensus ketimpangan gender dapat
dilihat melalui perbedaan distribus pendapatan antara laki-laki dan perempuan,
menurut provinsi, kabupaten dan kota maupun nasional.

Memang sgjak dulu perempuan Aceh dikenal gigih berjuang mempertahankan
harkat dan martabat bangsanya dari tangan penjgah. Sebut sgja ada Pahwalan
Nasional, Cut Nyak Dhien, Cut Mutia, Laksamana Malahayati, sebagaimana telah
dijelaskan pada bagian di atas, dan juga sederet tokoh pejuang lainnya.

Di era modern dan pasca kemerdekaan, aceh juga banyak melahirkan para
perempuan gigih. Beberapa di antaranya bahkan mendapat penghargaan Internasional
atas kerja, karya, dan perjuangan mereka. Berikut ini Serambinews.com menukilkan
kisah empat perempuan Acehyang selama lima tahun terakhir dikategorikan
sebagal perempuan perkasa yang layak menerima penghargaan tingkat Internasional.

a. Shadia Marhaban

Perempuan ini lahir di Banda Aceh 20 Maret 1969. Shadia merupakan satu-

satunya perempuan yang aktif berpartisipasi dalam tim negosiasi Gerakan Aceh
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Merdeka (GAM) di perundingan damai antara Pemerintah RI-GAM pada 2005 di
Helsinki, Finlandia, yang menandai berakhirnya konflik bersenjata di Aceh.
Sebelumnya, Shadia bekerja sebagai penerjemah serta menjabat sebagai koordinator
Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). Pada 1999, bersama SIRA ia
mengorganisir jutaan massa tumpah ruah ke Banda Aceh menuntut referendum.
Shadia mengenyam pendidikan tinggi jurusan Hubungan Internasional di Universitas
Nasional dan Arabic di American University di Cairo, Mesir. Bersama segjumlah
tokoh perempuan  Aceh, Shadia kemudian mendeklarasi lahirnya Liga
Inong Aceh (LINA) pada 2006. LINA bertujuan untuk menampung aspirasi politik
kaum perempuan di Aceh, seperti kelompok Inong Balee, perempuan yang ikut
berjuang bersama GAM, sebelum perjanjian damai disepakati.

LINA sengga dibentuk agar perempuan Aceh bisa ikut berpolitik dalam
memikirkan nasib dan menyalurkan aspirasinya. Atas berbaga upaya dan
perjuangannya terlibat dalam proses perdamaian Aceh, lembaga Mediator Beyond
Borders International (MBBI) dan Stichting Mediators memberinya penghargaan
Peacemaker Award 2017.

Penghargaan diserahkan dalam sebuah acara di Den Haag, Belanda, Kamis 5
Oktober 2017. Penghargaan untuk Shadia Marhaban juga diberikan atas kerja dan
upaya perdamaian yang ia lakukan selama ini di wilayah konflik seperti Filipina,
Colombia, Myanmar, Nepal dan Thailand. Upaya mempromosikan dialog dan
gencatan senjata dinila menjadi ujung tombak dari upaya-upaya yang dilakukan

Shadia selama ini. Shadia juga adalah seorang penasihat dari gerakan-gerakan
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bersenjata di beberapa wilayah Asia Tenggara. la juga teman dekat dan penerjemah
bagi jurnalis freelance asal Amerika Serikat William Nessen yang pernah terjebak
dalam pertempuran antara GAM dan pasukan Pemerintah RI saat Aceh masih dilanda
konflik bersenjata.

b. Suraiya Kamaruzzaman

Aktivisperempuan Acehini dikenal sosok yang vokal dan kritis
mengadvokasi kepentingan kaumnya. Bahkan saat Acehmasih dilanda konflik,
Suraiya yang akrab disapa Aya menjadi ujung tombak suara perempuan dalam
menggalang upaya dama melalui dialog antara Pemerintah dan GAM. Perempuan
kelahiran Desa Lam U Aceh Besar, 3 Juni 1968 ini, bersama rekan-rekannya
kemudian mendirikan kelompok kerja Transformasi Gender Aceh (1997) dan Suloh
Aceh (1998) dan menggerakkan relawan perempuan untuk kemanusiaa. Pada tahun
2000 dia terpilih sebagai Ketua Steering Committee untuk Kongres
Perempuan Aceh yang mendorong proses penyelesaikan konflik di Aceh dengan cara
damai yaitu melalui dialog. Aya kemudian mendirikan LSM Flower Aceh. Di bawah
lembaga itu ia memperjuangkan hak-hak wanita Aceh dengan mengumpulkan dan
mencatat data kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan seksual
selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, dan memberdayakan
mereka secara ekonomi.

Pada tsunami 2004 lembaganya mengelola Pusat Krisis Wanita. Atas kerja

keras dan perjuangannya itu, pada Oktober 2012, Suraiya menerima penghargaan N-
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PEACE pada acara anugerah perdamaian yang didukung oleh Badan PBB, United
Nation Development Progamme (UNDP) di Manila, Filipina. Penghargaan ini
diberikan untuk perannya membela korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
di Aceh. Suraiya juga pernah mendapatkan Penghargaan Y ap Thiam Hien tahun 2001
atas jasanya membela hak-hak asasi manusia dan memberdayakan wanita.

c. Farwiza Farhan

Pegiat lingkungan Aceh ini menerima penghargaan Whitley Award 2016 pada
April 2016 dari badan amal konservasi Inggris, Whitley, dalam upaya menggugat
pemerintah dan dewan perwakilan daerah serta Kementerian Dalam Negeri terkait
perlindungan ekosistem Leuser. Farwiza juga dipilih sebaga penerima penghargaan
atas aksinya mewujudkan Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM) yang meminta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan Qanun Rencana Tata Ruang
Wilayah Aceh.

Penyelenggara Whitley Award menyatakan penghargaan untuk Farwiza juga
karena perjuangannya menjaga dan menjamin ekosistem Leuser di Sumatra tetap
dijaga bagi generasi-generasi berikutnya. Melalui proyek pemberdayaan masyarakat
di bidang pelestarian lingkungan dan advokasi, Farwiza berupaya memberdayakan
komunitas lokal untuk memiliki suara dalam menentukan masa depan mereka dan
melindungi margasatwa. Perempuan kelahiran 1986 ini juga mendirikan Y ayasan
Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA) yang kemudian menjadi wadahnya

berkiprah melestarikan dan menjaga keanekaragaman hayati Lauser.
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d. Fitriani Ismail

Pegiat sosia dari Alue Jamok, Lhokseumawe, ini menerima penghargaan The
Internasional Alliance ForWoman (TIAW) di Washington DC, Amerika Serikat pada
Oktober 2012. Penghargaan itu ia peroleh atas peran aktifnya sgak 2005-2010
memberikan keterampilan kepada korban tsunami di Aceh serta janda-janda yang
ditinggal mati suaminya saat konflik melanda. Aliansi Internasional untuk Perempuan
(TIAW) adalah organisasi berpayung global yang menyatukan, mendukung dan
mempromosikan wanita profesional dan jaringan mereka untuk bekerja sama, berbagi
sumber daya dan mempengaruhi ide-ide positif mereka.®’

4. Pemimpin Perempuan di Aceh Kontemporer

Kepemimpinan perempuan di Aceh telah dimula sgjak zaman negara besar
Kesultanan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Di masakini, sgjak beberapa tahun
lalu ada camat perempuan, Keuchik perempuan dan kini (2016) ada dua calon Wali
Kota perempuan di Banda Aceh. Ada dua pendapat ulama tentang itu, yang satu
membenarkan dan yang satu mengharamkan atau melarangnya.

Pada berita bertajuk “Kata Illiza soal kepemimpinan perempuan”, yang
disiarkan oleh Portalsatu.com. pada 17 September 2016, berdasarkan siaran pers
pemkot Banda Aceh, disebutkan, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’auddin Djamal
yang mencalonkan diri lagi mengaku sudah mempelgari tentang kepemimpinan

perempuan. Dulu ternyata Sulthanah di Aceh bahkan bisa memimpin hingga Asia

57 Serambinews.com.
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tenggara. Saat itu saya juga berkata pada diri saya sendiri jika saya berhasil menjadi
pemimpin perempuan di Banda Aceh, maka saya berhasil meningkatkan kepercayaan
orang aceh pada kepemimpinan perempuan”, kata Illiza dalam berita tersebut.

Sementara pada berita bertajuk “Soal Pemimpin Perempuan, Ini Kata Illiza”,
yang disiarkan Serambinews.com (aceh.tribunnews.com), pada Minggu, 2 Oktober
2016 menyebutkan, bakal calon Wali Kota Banda Aceh dari jalur politik, Illiza
Sa’auddin Djamal angkat bicara terkait merebaknya isu perempuan dan pemimpin
yang selama ini kerap dibicarakan di kalangan masyarakat, khususnya jelang pilkada
di Banda Aceh.

Di dalam berita itu, Illiza mengatakan bahwa perihal kepemimpinan memang
diatur dalam Islam. la menyebutkan hanya ada dua tempat di mana perempuan tidak
boleh memimpin, pertamadi rumah tangga, keduaimam shalat.

Terkait rencana dirinya untuk maju kembali pada Pilkada 2017, llliza
mengaku telah berkonsultasi dengan pihak ulama. “kita bertemu dengan ketua MPU
Provins dan saya bertanya apakah saya pantas melanjutkan kepemimpinan ini?
Beliau mengatakan ‘llliza kami ada di depan, tolong lanjut’ dan beliau mengatakan
itu dengan tetasa air mata,” sebut Illiza.

Suatu ketika, cerita Illiza di dalam berita itu, Ketua MPU Kota Banda Aceh
juga pernah ditanya masyarakat. “Pak Ketua, apakah perempuan boleh memimpin,”
kata I1liza menirukan pertanyaan kepada Ketua MPU Kota Banda Aceh. Dalam berita
tersebut, sambung illiza, Ketua MPU Banda Aceh menjawab dengan pertanyaan balik

kepada masyarakat, “Siapa lebih baik ulama masa lalu dengan ulama masa sekarang?
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Jawabannya Ulama masa lalu. Kalau Ulama masa lalu sgja boleh, apalagi ulama yang
sekarang kata beliau,” ujar Illiza, menurutnya, dulu Sulthanah Safiatuddin juga
dikelilingi ulama-ulama, ia juga seorang pemimpin perempuan hebat Aceh di
masanya.

Di dalam berita lain, bertajuk “Hukum Wanita Mencalonkan Diri Sebagai
Pemimpin” yang disiarkan nadpost.com, Sabtu 8 Oktober 2016, disebutkan, dalam
penggjian Tastafi Aceh di Megjid Baiturrahman Banda Aceh, bertema menyambut
Tahun baru Islam, Muharram 1438 H, salah seorang jama’ah menanyakan kepada
Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Abu Mudi, tentang hukum seorang
perempuan yang mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, pada Jum’at malam 07
Oktober 2016.

Dalam berita itu, Abu Mudi menjelaskan tentang status hukum wanita yang
mencalonkan diri sebagai pemimpin. “Haram (berdosa) bagi seorang wanita
mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, dan haram juga memilihnya, dan
melantiknya,” kata Abu Mudi, yang dibenarkan sekretaris majelis pengajian Tastafi
Aceh Tgk. Muhammad Balia, dalam berita itu.

Pengajian ini merupakan kajian rutin yang diadakan setiap malam Sabtu awal
bulan dan dihadiri oleh ribuan jama’ah dari berbagai kalangan. Laman itu menyeru,
demi untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah Azza Wa jalla dan menjaga
marwah dan martabat kota Banda Aceh maka Umat Islam mesti memilih pemimpin

laki-laki atas alasan tersebut.
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Mengapa sampai ada dua pendapat tentang satu perkaya sementara orang-
orang berasal dari negeri dan keyakinan yang sama serta memakai sumber yang sama.
Tiga berita di atas dapat disebut mewakili pendapat-pendapat dari beberapa pihak
yang berbeda pandangan, termasuk orang yang terlibat dalam hal yang dibincangkan
tersebut di masakini.

Kenyataan di atas membuat kita bertanya-tanya tentang keberadaan pemimpin
perempuan di Aceh pada saat sekarang ini, khususnya di tingkat Gampong yang
sangat minin dipimpin oleh perempuan dalam wilayah Provinsi Aceh pada umumnya.
Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan dan 604 Gampong, hanya dua
Gampong di dua Kecamatan yang Keuchiknya perempuan, yaitu Gampong Miruk
Taman di Kecamatan Darussalam, dan Gampong Seuneubok di Kecamatan

Seulimeum, sebagai mana yang telah dijelaskan pada bab di atas.

E. Teori Elit Politik: Melihat Diskursus Kepemimpinan Keuchik Perempuan di
Aceh Besar.

Dalam suatu masyarakat balk pada masyarakat modern maupun pada
masyarakat primitif selalu terdapat sekelompok kecil yang berkuasa. Kelompok kecil
ini biasanya dianggap sebagai pemberi legitimasi dan menjadi panutan sikap dan
acuan tindakan , mereka ini biasanya disebut kelompok €it.>® Elit adalah mereka
yang menduduki posisi puncak di masyarakat baik dalam kekuasaan maupun dalam

kekayaan. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan otoritas, pengaruh,

%8 K eller Suzanne, Penguasa dan Kelompok Elit (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 1995), 35.
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kekuasaan dan pengawasan terhadap sumber-sumber daya yang sangat penting.
Mereka dapat merumuskan kebijaksanaan, memimpin kegiatan, dan memutuskan
masalah-masalah pemerintahan yang penting, pendidikan, hukum, politik dan
sebagainya.

Dalam pengertian yang umum €lit menunjuk pada sekelompok orang orang
yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian
khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang
tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Dalam studi
sosial golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat
berkuasa dan menentukan dikenal dengan elite. Elite adalah suatu minoritas pribadi-
pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai
sosial.

Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik |okal
dan elite non politik non lokal, elite politik lokal adalah merupakan seseorang yang
menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih
melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat
lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan
menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: Gubenur, Bupati, Walikota,
K etua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik.>®

Sedangkan Elite Non Politik Loka adalah seseorang yang menduduki

jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain

%9 S.P. Varma, Teori Politik Modern (Jakarta: Rajawali Pres, 1987), 203.
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dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, €lit
organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe
elite lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat
memberikan penjelasan mengenai  hubungan antar-elite politik maupun €lite
mesyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal.

Dalam sirkulasi elite, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri
maupun antar kelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Sirkulasi elite
menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: Pertama, pergantian terjadi antara
kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan Kedua, pergantian terjadi di
antara elite dengan penduduk lainya. Pergantian model kedua ini bisa berupa
pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang
berbeda kedalam kelompok elite yang sudah ada, dan atau (b). Individu-individu dari
lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru dan masuk ke dalam kancah
perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.®°

Terkait dengan teori yang akan diangkat dalam pembahasan ini, yaitu teori
yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto tentang elit dan sirkulas politik, terlebih
dahulu akan dikemukan biografi Pareto sebagai berikut.

Nama lengkapnya Vilfredo Federico Damaso Pareto.®! Latar belakang
keluarganya adalah bangsawan Genoa yang diasingkan ke Paris di tahun 1848.

Ayahnya Raffaele Pareto adalah seorang insinyur sipil Italia, ibunya Marie Metenier,

€0 | bid.
81 Vilfredo Pareto, www. Wikipedia.com. di akses 13 Maret 2019.
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seorang perempuan Prancis. Ditahun 1870, ia meraih gelar di bidang teknik di
universitas politeknik Turin. Setelah lulus ia bekerja pada perusahaan kereta api.
Tahun 1886 menjadi dosen ekonomi dan managemen di universitas Florence. Tahun
1893 iamenjadi dosen ekonomi di universitas Laussane Swiss. Pada 19 Agustus 1923
ia meninggal dunia di Jenewa, Swiss. Adapun karya-karyanya adalah Trattato di
sociologia generale (1916), Treatise on general sociology (3 jilid) diterjemahkan ke
bahasa Inggris (4 jilid, 1935) dengan judul the mind and society Compendio di
sociologia generale (1920).

Selain sebagai sosiolog, Pareto juga seorang insinyur, ekonom dan filsuf.
Sosiologinya didasarkan pada observas terhadap tindakan-tindakan, eksperimen
terhadap faktafakta dan rumus-rumus matematis. Menurutnya, masyarakat
merupakan system kekuatan yang seimbang, dan keseimbangan tersebut tergantung
ciri-ciri tingkah laku dan tindakan-tindakan manusia, dan tindakan-tindakan manusia
tergantung dari keinginan-keinginan serta dorongan-dorongan dalam dirinya.®?

Vilfredo Pareto (1848-1923) menggunakan kata elit untuk menjelaskan
adanya ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap lingkup kehidupan social,
Pareto percaya bahwa dalam setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil
orang yang mempunya kualitas yang diperlukan bagi kehidupan mereka pada
kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat

kekuasaan adalah selalu merupakan terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai €lit. Elit

62 George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, terj. (Jakarta: Prenada Media,
2004), 53.
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merupakan orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan
masyarakat. Lebih jauh, Paretto membagi kelas elit kedalam dua kelas yaitu pertama,
elit yang memerintah (governing elite) yang terdiri dari individu-individu yang secara
langsung dan tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan.
Kedua, €lit yang tidak memerintah (non-governing elite).®® Jadi menurutnya, dalam
lapisan masyarakat memiliki dua lapisan, lapisan yang rendah dan lapisan yang tinggi
yang dibagi menjadi dua, elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah.
Selanjutnya, untuk melihat diskursus kepemimpinan Keuchik perempuan di
Aceh Besar dalam kaitannya dengan pandangan Teungku Dayah, teori €it politik
sgja tidaklah cukup untuk menggambarkan diskursus tersebut. Sebab, dalam teori ini
Keuchik perempuan juga berada pada situasi pilihan. Dari itu teori rasional atau
dikenal dengan Rational Choice Theory (RCT) yang di kembangakan James Samuel
Coleman® dirasa perlu untuk menganalisis tentang kepemimpinan Keuchik
perempuan dalam pandangan Teungku Dayah sebagaimanatelah di sebutkan di atas.
Teori pilihan rasional atau rational choice theory merupakan teori yang
memiliki asumsi dasar bahwa semua perilaku sosial yang disebabkan oleh perilaku

manusia secara individu dapat mempengaruhi setiap keputusan yang dihasilkan. Teori

& |bid.

6 James S. Coleman lahir di Bedford, Indiana pada tahun 1926. la dibesarkan di Amerika Serikat
bagian Selatan dan Tengah. Lulus Diploma Sekolah Menengah dari Dupont Manual High School di
Louisville, Kentucky, Amerika Serikat pada tahun 1944. Kemudian ia memperoleh gelar sarjana
dalam bidang Kimia dari Universitas Purdue tahun 1949. Setelah itu melanjutkan studinya pada
Universitas Columbia dan memperoleh gelar Ph.D dalam bidang Sosiologi tahun 1955. Lihat Peter V.
Marsden, The Sociology of James S. Coleman, Annu. Rev. Sociol, on January 24, 2005, 2-3., 2-3.
DOI: 10.1146/annurev.soc.31.041304.122209. lihat selengkapnya Jon Clark (ed), James S. Coleman,
(London and New Y ork: Routledge Falmer, 1996), 422-441.
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ini juga dapat dikatakan sebaga teori tindakan rasional yang terfokus pada
penentu pilihan masing-masing individu. Adapun tindakan rasional tersebut
berdasarkan atas tujuan yang telah ditentukan oleh value atau preferensi-preferensi
yang ada. Konsep dasar yang dikemukakan oleh Coleman juga menua banyak
kritikan. Coleman secara tidak langsung juga mengakui bahwa para aktor tidak selalu
menggunakan perilaku dan pilihan rasional dalam setiap aktifis yang masyarakat
lakukan. Namun, Coleman lebih melihat rational choice sebagai perilaku kolektif
yang berdasarkan pada nilai dan norma yang berlaku pada diri aktor.

Terdapat dua mekanisme yang menentukan pilihan rasional dari seorang aktor
yaitu mikro dan makro. Secara teoritis, Coleman menggambarkan perilaku aktor
yang bersifat mikro yang kemudian mengarah pada tingkatan makro. Untuk itu
Coleman melakukan analisis fenomena makro sebagai berikut:

Pertama, prilaku kolektif. Perilaku kolektif yang digunakan oleh Coleman
dalam melakukan analisis mengenai fenomena makro adalah bagaimana ia berusaha
untuk memaparkan berbagai dinamika perilaku kolektif yang dinilainya selalu
dinamis. Artinya, perilaku kolektif itu tidak hanya bersifat stabil sgja, namun juga ada
yang bersifat kacau. Oleh karenanya, teori pilihan rasiona menjadi salah satu
dternatif dalam menjawab jenis fenomena makro tersebut.

Kedua, Norma, yaitu fenomena tingkat makro yang dibentuk berdasarkan
tindakan atau perilaku dari tingkat mikro. Ketika norma itu ada, maka segaa

konsekwensi logis dari setigp tindakan atau perilaku (baik individu maupun
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kelompok) akan dibebankan padanya. Norma ini biasanya berbentuk sanksi atau
ancaman yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karenanya, studi norma tentang
perilaku, bagaimana kepatuhan seorang aktor dapat membawa manfaat bagi target.

Ketiga, aktor korporat. Setigp aktor individu maupun aktor kolektif tentu
memiliki tujuannya masing-masing. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda-beda
sesua dengan motifnya. Dalam kajian struktur sosial, bisa sga aktor individu
berupaya untuk mengejar apa yang diinginkannya, meskipun hal tersebut akan
bertentangan dengan aktor kolektif. Inilah yang kemudian oleh Coleman disebut
aktor korporat sebagal aktor yang tidak diperbolehkan bertindak sesuai dengan
kepentingan individu semata, namun aktor yang mampu bertindak sesuai dengan
kepentingan bersama atau kepentingan kol ektifitas.®®

Menurut Wirawan dalam bukunya yang berjudul Teori-teori Sosial dalam
Tiga Paradigma, ia menjelaskan bahwa pilihan rasional sebagai pergerakan
intelektual yang memiliki makna cukup beragam.®® Beberapa ahli memberikan
penekanan terhadap pilihan rasional sebagai ha yang menyangkut sebagian
besar penelitian sosiologi, yaitu analisis yang memandang perilaku atau tindakan
seseorang sebagai sesuatu yang purposive.

Selanjutnya, untuk memahami perilaku Keuchik perempuan dan juga
Teungku Dayah dalam kaitannya dengan kepemimpinan perempuan di ranah

publik dan politik di Aceh Besar, juga dirasa perlu menganalisisnya dengan teori

% peter V. Marsden, The Sociology of James S. Coleman, 14-15.
8 Wirawan, Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definis Sosial, dan Perilaku
Sosial, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 191-192.
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strukturasi yang dipelopori olen Anthony Giddens.®” Secara historis, Giddens
mengawali pemikirannya melalui bacaan dari berbagai pemikir Barat, misalnya Karl
Marx, Emile Dhurkheim, dan Max Weber. Dari pembacaan itulah Giddens
merumuskan teori strukturasi dengan karya terkenalnya yang berjudul The
Condtitution of Society: Outline of The Structuration (1984).%8

Anthony Giddens memutus perdebatan antar dualisme dengan pernyataan

bahwa segala tindakan manusia disebabkan adanya dorongan eksternal. Sebab,

67 Anthony Giddens lahir di Edmonton, London, 1938. Giddens adalah anak pegawai transportasi di
London. Dia masuk Universitas Hull dan lulus tahun 1959 pada program Sosiologi dan Psikologi.
Giddens memperoleh gelas Master dalam bidang Sosiologi dari London School of Economic (LSE),
dan tahun 1961 menjadi pengajar pada Departemen Sosiologi di Universitas Leicester. Bagi Giddens,
sosiologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang khas. Objek sosiologi adalah apa yang dikatakan
dan kerjakan orang, apa yang dipercaya dan inginkan orang, dan bagaimana mereka membangun
lembaga dan berinteraks antar sesama didalamnya. Dengan kata lain, menurut Giddens, kajian
sosiologi menyangkut tindakan manusia, interaksi, keinginan dan kepercayaannya. Hal ini jelas
berbeda dengan kajian-kajian ilmu-ilmu alam. Hasil kajian sosiologi tidak bisa direduksi sebagaimana
apa yang dilakukan kajian-kajian ilmu alam. Sebagai contoh, ketika ilmuwan ilmu alam menjelaskan
tentang cuaca, maka penjelasannya bisa dilakukan secara universal. Berbeda dengan sosiologi,
misalkan penjelasan tentang kelas sosial, jender, etnisitas, atau masalah kepribadian, maka sosiologi
akan membangun penjelasannya dengan berbagai macam argumentasi. Giddens mulai menulis dan
menerbitkan karya-karya sosiologi klasik pada akhir tahun 1960-an, ketika pikiran-pikiran sosiologi
klask Marx, Weber, dan Durkheim mendominasi di Amerika. Pendek kata, tradisi pikiran sosiologi
klask menjadi penentu utama dalam memotret segala aktivitas kehidupan. Tahun 1971. Giddens
menerbitkkan buku Capitalism and Modern Socia Theory, merupakan salah satu tulisan terbaik yang
dihasilkan Giddens dalam kurun waktu 10 tahun pada era 1970-an. Buku ini banyak diilhami atau
lebih tepatnya, mengkitisi pikiranpikiran Marx, Weber, dan Durkheim. Tahun 1972, Giddens menulis
Max’s Weber’s Social and Political Writings. Kemudian, 1973 Giddens menerbitkan The Class
Sructure of the Advance Societes. Beberapa tahun berikutnya, hingga tahun 1974, ada beberapa
catatan kecil Giddens menyangkut sosiologi dan positivisme, dan €lit di Sosiologi Inggris, dan banyak
tulisan lepas lainnya yang akhirnya pada tahun 1977 kumpulan esai ini diterbitkan dengan judul
Sudies in Social and Political Theory. Disamping berisi tulisan Giddens, buku ini juga berisi tulisan
Talcot Parson, Jurgen Habermas, dan Harodl Garfinkel. Sebelum menulis buku tentang Teori
Strukturasi, Giddens menyinggungnya dalam beberapa tulisan lepas dalam buku New Rules of
Sociological Method (1976) dan Central Problem in Social Theory, Action, Sructure, and
Contradiction in Social Anaysis (1979). Sebetulnya, buku New Rules of Sociological Method judulnya
terilhami dan mengkritik buku Durkheim yang terbit tahun 1895 dengan judul The Rules of
Sociological Method. https://www.researchgate.net/publication. Diakses 09.04.2019.

% Abdul Firman Ashaf, Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony
Giddens sebagai Alternatif, Sosiohumaniora, Vol. 8, No. 2, Juli 2006: 205-218.
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struktur bukan unsur yang bersifat eksternal bagi setiap individu, melainkan dalam
pengertian yang khusus bersifat internal. Konsep Giddens ini mirip dengan teori
Berger bahwa terjadi proses dialektis antara struktur dan individu (agen). Peter
Ludwig Berger® juga berpendapat bahwa dorongan eksternal adalah kunci utama
dalam memahami bagaimana manusia melakukan tindakan sosial, dan bagaimana
struktur mampu mengekang tindakan socia yang dilakukan oleh manusia (adanya
internalisasi).”

Menurut teori strukturasi, manusia sebagal aktor atau agen yang bertujuan
memiliki alasan atas perilaku dan aktivitasnya sehingga mampu menjelaskan alasan
tersebut secara berulang-ulang. Bisa jadi perilaku dan tindakan aktor atau agen dapat
mempengaruhi struktur yang ada di dalam dengan memaksimalkan sumber daya yang
ada. Oleh sebab itu bagi Giddens tindakan individu dapat dilakukan secara terus
menerus.

Bagi Giddens, realitas sosial dapat berjalan sgjalan secara utuh jika analisis

sosia antara perilaku aktor dengan struktur saling bertautan. Sebab tindakan aktor

6 peter Ludwig Berger lahir pada tanggal 17 Maret 1929. la adalah seorang sosiolog dan teolog
Amerika. Peter L. Berger dilahirkan di Vienna, Austria, kemudian dibesarkan di Wina dan kemudian
berimigrasi ke Amerika Serikat tak lama setelah Perang Dunia Il. Pada 1949, ia lulus dari Wagner
College dengan gelar Bachelor of Arts. la melanjutkan studinya di New School for Social Research di
New York (M.A. pada 1950, Ph.D. pada 1952). Pada 1955 dan 1956 ia bekerja di Evangelische
Akademie di Bad Boll, Jerman. Dari 1956 hingga 1958 Berger menjadi profesor muda di Universitas
North Carolina; dari 1958 hingga 1963 ia menjadi profesor madya di Seminari Teologi Hartford.
Tonggak-tonggak kariernya yang berikutnya adalah jabatan sebagai profesor di New School for Social
Research, Universitas Rutgers, dan Boston College. Sejak 1981 Berger menjadi Profesor Sosiologi dan
Teologi di Universitas Boston, dan sgjak 1985 juga menjadi direktur dari Institut Studi Kebudayaan
Ekonomi, yang beberapa tahun lalu berubah menjadi Institut Kebudayaan, Agama, dan Masalah
Dunia. https://id.wikipedia.org/wiki/Peter L. Berger, diakses padatanggal 15 Oktober 2019.

0 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Tafsr Sosial atas Kenyataan, (Jakarta: LP3ES, 1990).
Lihat juga Peter L. Berger, Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial, (Jakarta: LP3ES, 1994).
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merupakan hasil persenyawaan antara motivasi pribadi dan unsur struktur yang saling
bertautan. Karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain maka muncullah
dualitas bukan dualisme. Apabila kedua unsur tersebut bersatu maka akan terwujud
sebuah tindakan. Inilah yang membentuk aktivitas secara berulang-ulang dalam
praktik sosial.”™

Anthony Giddens dalam bukunya yang berjudul The Constitution of Society:
Outline of The Sructuration menyebutkan beberapa unsur terkait teori di
antaranya, pertama, Agensi. Agens ini dapat dimaknal sebagai individu atau aktor.
Teori strukturas terpusat pada bagaimana cara agen memproduksi dan mereproduksi
struktur sosial melaui tindakannya sendiri. Artinya, bahwa setigp aktivitas dan
tindakan manusia tidak diwujudkan oleh aktor secara individual, melainkan terus
menerus dilakukan secara berulang- ulang melalui cara mengekspresikan diri
sebaga aktor. Dalam hal ini aktor bisa disebut sebagai key person yang dibentuk
dari sgjumlah harapan dan praktik serta dipadukan dengan kesadaran bersama.
Manusia sebagal agens atau aktor tidak dianggap sebagal seseorang yang tidak
memiliki logika, pikiran yang dengan mudah menerima sesuatu yang ada. Akan
tetapi, manusia merupakan subjek aktivitas sosia yang memahami dan mengetahui
setiap tindakan yang dilakukan. Tindakan tersebut dikontrol melalui norma, kaidah,

dan aturan yang berlaku dengan kesadaran.”

"L Nirzalin, Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturas
Antony Giddens, Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No.3, Juni 2013.

72 Abdul Firman Ashaf, Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony
Giddens sebagai Alternatif, Sosiohumaniora, Vol. 8, No. 2, Juli 2006, 205-218.
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Adanya upaya untuk menghalangi perempuan menjadi Keuchik berdasarkan
beberapa pandangan dan statemen yang muncul dalam berbagai kesempatan, maka
pesta pemilihan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik Langsung) di Aceh Besar berfungsi
sebagal mediaresistens terhadap kepemimpinan Keuchik perempuan. Oleh karenaiitu,
penelitian ini juga menggunakan teori resistans yang digagas oleh James C. Scot.

James C. Scott adalah seorang profesor senior ilmu-ilmu politik pada Yale
University Amerika, dengan karir akademik yang amat panjang. Bidang
perhatiannya amat luas, mulai dari teori-teori perkembangan ilmu politik,
perbandingan teori-teori politik, teori ketergantungan, politik Asia Tenggara,
antropologi  poalitik, anarkisme, ideologi dan dominasi, hingga studi komparatif
masyarakat-masyarakat agraris.”® Sangat wajar jika ia mengalami kesulitan pada
masa-masa awal ketika melakukan penelitian antropologi tentang perlawanan kelas
petani terhadap penguasa lahan pertanian di Malaysia, yang di kemudian hari
menghasilkan teori resistansi atau perlawanan.™

Melalui beberapa tulisannya, dia melakukan elaborasi yang cukup kritis atas
praktek-praktek perlawanan kelompok marginal. Lewat teori resistans atau
perlawanan, James C. Scott bermaksud untuk memperlihatkan bahwa di dalam
suatu situasi yang paling hegemonik sekalipun, kaum lemah, kaum minoritas atau

kaum yang didominas tidak pernah betul-betul tunduk atau menyerah begitu sga

3 James C. Scott, Senjata Orang-orang yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani,
terj. A. Rahman Zainuddin, Sayogyo, dan Mien Joebhaar (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000),
507.

" bid., xxvi.
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kepada kemauan kelompok dominan, mereka juga melawan. la mengkritik konsep
Marxist tentang kesadaran palsu (false consciousness) dan konsep Gramscian
tentang hegemoni yang dipandang gagal melihat hadirnya perlawanan.”

Di dalam kajian ilmu-ilmu sosid, konsep perlawanan secara literal
dipahami sebagai bangkit menentang.”® Konsep perlawanan awalnya digunakan
untuk aksi-aksi perlawanan terhadap perubahan-perubahan sosial-budaya yang
sedang terjadi di dalam masyarakat. Konsep yang terdengar konservatif ini berisi
upaya untuk mempertahankan dan melestarikan struktur sosial-budaya yang selama
ini dikenal masyarakat.”” Pada abad ke-20, konsep perlawanan mulai mengalami
perubahan arti seiring dengan munculnya munculnya perjuangan anti- kolonialisme
di berbaga negara di Asia dan Afrika. Meskipun maknanya tetap sama namun Kini
dipakai oleh gerakan anti-kolonialisme. Artinya menjadi penolakan atas segala
bentuk kebudayaan asing yang merasuki masyarakat dan berbalik melestarikan serta
merayakan tradisi-tradisi budaya pribumi.

Menurut James C. Scott, perlawanan memuat tindakan-tindakan apapun yang
dilakukan oleh pihak yang didominas yang dituyjukan untuk mengurangi atau
menolak klaim yang dibuat oleh pihak yang mendominasi.”® Di dalam bukunya

Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript, James C. Scott

" James C. Scott, Domination and The Arts of Resistance. Hidden Transcripts (New Haven and
London: Yale University Press, 1990), 77-85.

76 Stephen Duncombe, ‘Resistance’, dalam International Encyclopediaof Social Science, ed. William
A. Darity, Jr. (New York: Macmillan Reference USA, 2008), 207.

" 1bid, 208.

8 James C. Scott, Senjata Orang-orang yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani,
382
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membawa keluar konsep perlawanannya dari dunia petani dan lingkungan agraris
kepada arena kehidupan politik yang lebih luas. Mereka yang melawan dan
dilawan dikategorikan ke dalam yang didominasi dan yang mendominasi.

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran yang dibangun oleh Keuchik
perempuan merupakan konstruks taat aturan atau mengikuti aturan yang digunakan
sebagai media perlawanan terhadap dominasi pandangan Teungku Dayah. Usaha-
usaha untuk melaksanakan pesta demokrasi dalam Gampong dimaksudkan sebagai
resistansi (perlawanan) terhadap dominas pandangan Teungku Dayah yang
membatasi kepemimpinan perempuan pada ranah politik khususnya pada jabatan
Keuchik. Demikian pula, apa yang dilakukan oleh perempuan dengan berbagai

ekspresinyadi dalam pemilihan Keuchik dipandang sebagai bentuk perlawanan.
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DAYAH DAN TEUNGKU DAYAH DALAM DINAMIKA SOSIAL POLITIK ACEH

A. Mengenal Dayah dan Teungku Dayah dalam M asyarakat Aceh

Secara umum Dayah di Aceh merupakan lembaga pendidikan tradisional
Islam yang bertujuan untuk membimbing anak didik (Aneuk Dayah, santri) untuk
menjadi manusia yang berkepribadian islami, yang sanggup menjadi umat yang
berguna bagi bangsa dan negara serta agama. Diharapkan dari Dayah lahir insan-
insan yang menekankan pentingnya penerapan akhlak agama Islam yang merupakan
pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Bila ditinjau dari sudut historis kultural,
Dayah di Aceh dapat dikatakan sebagai pusat pelatihan yang secara otomatis menjadi
pusat budaya Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat di Aceh.
Dayah-dayah di Aceh dapat dikatakan sebagai “bapak” dari pendidikan Islam yang
didirikan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan zaman, yang mana Dayah dilahirkan
atas kesadaran kewajiban islamiah, yaitu menyebarkan dan mengembangkan agama
Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama dan da’i.

Saat ini Dayah telah berkembang pesat di Aceh, dari berbagai jenis. Dayah
Salafiyah (tradisional) masih bertahan dengan sistem pendidikan yang diwariskan
turun-temurun dari satu generasi ke generasi. Kebanyakan dari Dayah tradisional
masih dikelola oleh seorang pimpinan Dayah yang bila sudah wafat kemudian

digantikan oleh pimpinanyang lain setelahnya, biasanya digantikan oleh anak-

125
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anakdari pimpinan Dayah tersebut, atau juga dapat digantikan oleh menantu dan
mungkin juga kerabat yang lain. Ini dikarenakan Dayah tradisional di Aceh
kebanyakannya milik pribadi seseorang pimpinan Dayah atau milik orang lain yang
dikelola oleh seorang Teungku Chik atau Abu pimpinan Dayah.

1. Sgarah Dayah di Aceh

Dalam khazanah pendidikan di Aceh, istilah madrasah kemudian berkembang
menjadi Meunasah. Meunasah merupakan sebuah lembaga pendidikan dan tempat
pengembangan nilai-nilai masyarakat Aceh. Di antara istilah-istilah Iembaga
pendidikan Islam di Aceh yaitu zawiyah dan madrasah, keduaistilah ini diadopsi oleh
masyarakat Aceh menjadi nama lembaga pendidikan Islan dengan menggunakan
istilah Dayah.!

K eberadaan Dayah telah ada sgjak masuknya agama Islam di Aceh pada tahun
800 M. Saat itu, para pedagang dan mubaligh dari Arab berlabuh di daerah pesisir
Sumatera. Para pedagang dan mubaligh ini aktif menyebarkan agama Islam dengan
mendirikan Dayah yang pada waktu itu berfungs sebaga media transformas
pendidikan Islam kepada masyarakat. Menurut A. Hagmy, lahirnya Dayah di Aceh
pada masa kergjaan Islam Perlak tahun 840 M atau 225 H dengan rganya yang
pertama adalah Sultan Alaidin Maulana Abdul Aziz Syah. Pada masa kergjaan ini

didirikan lembaga pendidikan yang dinamakan Dayah Cot Kala yang dipimpin oleh

! Safwan Idris, Perkembangan Pendidikan Dayah (Antara Tradisi dan Pembaharuan), dalam buku
Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh (Banda Aceh: Magjelis Pendidikan Daerah
Istimewa Aceh, 1995), 61.
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Tgk. Muhammad Amin Syah Johan. Sultan meminta para ulama dari Arab, Persia
dan Gujarat untuk mengajar supaya menghasilkan sarjana-sarjana Islam yang bisa
mengembangkan Islam ke seluruh dunia.?

Selanjutnya, setelah Dayah Cot Kala berkembang, maka lahir Dayah-dayah
baru di Aceh seperti Dayah Seureuleu tahun 1012-1059 M, yang dipimpin oleh Tgk.
Sirgjuddin, Dayah Blangpria di Samudra Pase Aceh Utara tahun 1155-1233 M, yang
dipimpin oleh Tgk. Ja’kob, Dayah Lamkeuneueun Aceh Besar tahun 1196-1225 M,
Dayah Tanoh Abe di Aceh Besar tahun 1823-1836 M. Dayah Tiro di Pidie tahun
1781-1795 M, Dayah Lamnyong, Dayah Krueng Kae di Aceh Besar, dan dayah
lainnya. Dayah-dayah yang didirikan pada masa kergjaan Aceh Darussalam abad 18
dan 19 antara lain yaitu Dayah Tgk. Chik Kuta Karang, Dayah Lam Birah, Dayah
Lamnyong, Dayah Lambhuk, Dayah Krueng Kalee, Dayah Lam Krak, Dayah
Lampucok, Dayah Lam U, Dayah Rumpek di Kuala Daya, Dayah Chik Pante
Geulima di Pidie, Dayah Meunasah Blang Samalanga® Dayah Tanoh Abe
merupakan Dayah yang besar dan paling berpengaruh pada abad ke 19 M. Sampai
sekarang Dayah ini masih menyimpan manuskrip-manuskrip karya ulama-ulama
terdahulu.

Pada masa perang Aceh, Dayah kembali menunjukkan peran pentingnya.

Selain sebagal tempat menyusun strategi perjuangan melawan penjgjah Belanda,

2 A. Hagmy, “Pendidikan Islam di Aceh dalam Perjalanan Sejarah, Snar Darussalam No. 63, tahun
1975, 7-9.

3 M. Hasbi Amiruddin., Menatap Masa Depan Dayah di Aceh (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2008),
46-47.
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Dayah juga menjadi lembaga pemberi ijazah atau legitimas tokoh Aceh pada masa
itu ikut berperang melawan Belanda sampa pada era kemerdekaan bagi para
panglima maupun prajurit sebelum terjun ke M edan perang.

Tokoh penting dalam perjuangan melawan penjgjah hasil didikan Dayah ialah,
Tgk. H. Syekh Abdul Wahab yang menganut Tarekat Syathariah dan merupakan
pejuang pada zaman kemerdekaan.* Tokoh lain yaitu pimpinan Zawiyah Tanoh Abee
ialah Tgk. Chik Tanoh Abee, yang menjadi penasihat perang Aceh.

Pada saat Belanda masuk ke Aceh, Dayah mula mengalami kemunduran,
karena adanya tekanan dan pembakaran Dayah serta pembunuhan terhadap pimpinan
dan guru pengajar. Hal ini dilakukan pihak Belanda karena dayah dianggap berperan
menentang kekuasaan mereka di Aceh. Pada tahun 1904, barulah Dayah-dayah yang
telah terbengkalai di bangun dan dibenahi kembali sebagai tempat pendidikan. Di
antara Dayah-dayah yang memiliki peranan penting setelah perang Aceh adalah
Dayah Krueng Kalee di Darussalam yang dipimpin oleh Tgk. Hasan Krueng Kalee.
Dayah ini sangat terkenal dan banyak dikunjungi pelgjar-pelgjar di seluruh Aceh.
Salah seorang ulama yang pernah belgjar di Dayah ini ialah Syeilkh Muda Waly Al-

Khalidy®, pendiri Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan.

4 M. Hasbi Amiruddin, Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh. (Lhokseumawe: Nadia
Foundation, 2003), 44-45.

5 Syeikh Muda Waly al-Khalidy (Muhammad Waly), lahir di Kampung Blang Poroh Labuhan Haji,
Aceh Selatan tahun 1337 H/1917 M. Beliau merupakan putra bungsu dari Tengku Syeikh Haji
Muhammad Salim bin Malin Palito, dan ibunya bernama Siti Janadat binti Nyak Ujud. Ayah Beliau
berasal dari desa Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Syeikh
Muda Waly Al-Khalidy pertama sekali berguru kepada ayahnya sendiri, di samping itu beliau juga
belgjar di Sekolah Dasar Pemerintah Hindia Belanda yaitu Volks-School tahun 1923 sampai selesai.
Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum Velvolg School tahun 1926. Beliau
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juga masuk ke Dayah al-Jami’iyah al-Khairiyah, Labuhan Haji yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad
Ali yang berasal dari Aceh Besar. Setelah empat tahun di al-Jami’iyah Beliau menuntut ilmu di
Bustanul Huda Blang Pidie yang dipimpin oleh Syeilkh Mahmud dari Lhoknga. Kemudian beliau
melanjutkan ke Dayah Krueng Kalee yang dipimpin oleh Tgk. Syeikh Muhammad Hasan Krueng
Kaee. Kemudian berpindah ke Indrapuri dengan Tgk. Haji Ahmad Hasballah. Setelah menamatkan
pendidikan di Indrapuri Aceh Besar, Beliau melanjutkan pendidikan ke Sumatra Barat di Normal 1slam
School yang baru berdiri pada tahun 1931. Hanya tiga bulan beliau belgjar di sekolah ini, karena
pelajaran di sekolah ini lebih menjurus ke pendidikan umum, maka beliau memilih untuk mengajar di
sana, ketimbang di sekolah. Setelah beberapa tahun di Padang lalu pada tahun 1939. Beliau berangkat
ke tanah suci Arab bersama Ummi Rabiah untuk menunaikan ibadah hgji. Di Makkah di samping
menunaikan rukun-rukun haji Syeikh Muda Waly meluangkan waktunya untuk menggeluti ilmu-ilmu
agama pada ulama-ulama terkemuka. Syeikh Muda Waly berguru pada Imam besar Magjidil Haram
yaitu Syekh Ali Maliki, dan memperoleh ijazah ilmiyah dan ijazah hadist. Setelah tiga bulan di tanah
suci Muda Waly bersama istrinya kembali lagi ke Padang. Sesampainya di Padang, Beliau mengambil
ijazah Mursyid Tarekat Nagsyabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kamfari. Pada tahun 1939, beliau
kembali ke Aceh. Pada tahun 1940 beliau membangun pesantren bernama *“Darussalam” yang
bertempat di desa Blang Paroh Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Beliau adalah
seorang ulama yang terkenal dan sampai sekarang yaitu Dayah Darussalam Labuhan Haji. Tgk. H.
Muda Waly Al-Khalidy telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan Dayah-Dayah di
Aceh. di antara karya-karya Beliau antara lain: (1) TanwlIrul Anawar. Kitab ini merupakan kitab yang
ditulis dengan bahasa Arab tetapi bacaannya Melayu. Kitab ini terbagi kepada empat bagian, yaitu
bagian pertama berisikan komentar Abuya terhadap isi kitab Kafyful Asrar karya Syeikh Muhammad
Shaleh bin Abdillah Mangkabawi. Bagian kedua berisikan penjelasan-penjelasan terhadap hinanya
dunia dan hinanya orag yang mengejarnya, pembahasannya dikemas dalam bentuk sebuah khatimah.
Bagian ketiga berisikan penjelasan tentang ilmu akhlak, khususnya tentang keburukan akhir hayat dan
beberapa penyebabnya. Bagian keempat berisikan penjelasan tentang ilmu figih, khususnya bagi kaum
perempuan yang sudah memiliki menikah. (2) Kitab Al-Fatawa. Kitab ini menjelaskan tentang
hukum-hukum figih, mulai dari hukum memotong gigi, menyentuh al-Qur’an tanpa wudhu’, sampai
masalah pelecehan seksual. Kitab ini dibahas dalam bentuk tanya jawab, baik pertanyaan dari murid-
muridnya ataupun dari masyarakat. Kitab ini selesai ditulis pada tanggal 2 Dzulgaidah tahun 1376 H,
atau bertepatan dengan tanggal 28 April 1960. (3) Kitab Permata Intan dan Intan Permata. Kitab ini
membahas permasalahan sekitar I’tigad (ketuhanan) menurut al-Qur’an, al-Hadlts, ijma’, dan giyas.
Kitab ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu: bagian pertama dinamakan “permata intan” yaitu bahasan-
bahasan dalam bentuk soal-jawab tentang hakikat zat Allah SWT dan hakikat utusan Allah. Bagian
kedua membahas tentang “intan permata” meliputi bahasan-bahasan tentang keputusan syahadat tauhid
dan syahadat Rasul menurut I’tigad Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Bagian ketiga membahas kumpulan
do’a yang berkaitan dengan jenazah, mulai dari do’a membuka kubur, do’a memejam mata mayit, do’a
ketika melihat jenazah, do’a memotong kain kafan dan lainnya berkaitan dengan do’a untuk mayit. (4)
Kitab Kaifiyat Zikr Ismu Zat. Kitab ini membicarakan kaifiyat-kaifiyat atau tata cara dan adab dalam
mengamalkan zikir Ismu Zat dalam tarigat An-Nagsyabandiyyah. (5) Kitab Obat Hati. Kitab ini
terjemahan dari nadham Syeikh Ismail Al-Khalidy yang berisikan silsilah dalam tarigat An-
Nagsyabandiyyah mulai dari awal hingga akhir, kemudian Abuya Syeikh Muda Waly Al-Khalidy
menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu Aceh. (6) Kitab Kaifiyat Al-tarigah As-samadiyyah.
Kitab ini membahas tentang tata cara mengamalkan gjaran al-tarigah Ash-samadiyyah, mulai dari
syarat-syarat yang mesti dilaksanakan, jumlah khtam yang harus dipenuhi, do’a-do’anya serta
menerangkan silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW. (7) Kitab Hasyiyah Tuhfatul Muhtdj. Kitab
ini pembahasannya memadukan antara kitab tuhfatul manhaj karya Ibnu Hagjar Al-Hatami dengan dua
hasyiyah yaitu Hasyiyah Muhammad Syarwani dengan hasyiyah Ibnu Qasim. Dalam Musliadi, Abuya
Syekh Muda Waly Al-Khalidy (1917-1961 M (Banda Aceh: tp, 2013), 210-230.
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Pada masa kemerdekaan, perkembangan Dayah di Aceh tidak menunjukkan
kemajuan berarti karena masih banyaknya tekanan dari pihak Belanda. Selanjutnya,
pada masa awal kemerdekaan, pengembangan kader Dayah di dipelopori oleh Dayah
Darussalam Labuhan Haji. Tetapi, setelah Tgk. H. Muda Wali Al-Khalidy meninggal
dunia, Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan mengalami kemunduran,
sehingga peran pembinaan kader ulama Dayah diambil aih oleh Dayah Makhadul
‘Ulim Diniyah Islamiyah Samalanga K abupaten Bireuen. Pada awalnya, Dayah ini di
pimpinan oleh Tgk. Fagheh Andul Ghani. Pada masa selanjutnya, Dayah ini di
pimpin oleh Tgk. H. Syihabuddin bin Idris (wafat 935 M). Setelah itu, Dayah ini di
pimpin oleh Tgk. H. Hanafiah. Setelah Tgk. H. Hanafiah wafat, Dayah ini dipimpin
oleh Tgk. H. Abdul Aziz bin Muhammad Saleh (alumni Dayah Darussalam Labuhan
Haji Aceh Selatan).

Peran Dayah Makhadul ‘Ulim Diniyah Islamiyah Samalanga Kabupaten
Bireuen pada masa era kemerdekaan dan masa orde lama yaitu mengembangkan
kader ulama di Aceh. Demikian juga Dayah BUDI Lamno Aceh Barat di bawah
pimpinan Tgk. lbrahim Ishak (Abu Budi Lamno), beliau merupakan salah seorang
murid Syekh Muhammad Wali Al-Khalidy terus meningkatkan dan mengembangkan
kaderisasi ulama ke seluruh Aceh. Pada masa selanjutnya, Dayah di Aceh semakin
berkembang, hal ini dapat dilihat dengan lahirnya lembaga pendidikan sekolah di
bawah binaan pemerintah.

Selanjutnya, pada tahun 1968 seluruh ulama dan pimpinan Dayah di seluruh

Aceh berkumpul di Seulimum untuk membentuk satu wadah yang dapat menyatukan
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seluruh Dayah yang ada di Aceh. Hasil dari MUBES yang dilaksanakan pada tanggal
5 Zulgaidah 1338 H/4 Februari 1968 tersebut dibentuklah Jami’iyyah Persatuan
Dayah Inshafuddin di Seulimum Aceh Besar. Di eratahun 1990 keberadaan Dayah di
Aceh menjadi lembaga pendidikan yang netral, karena terjadi konflik antara
pemerintah Rl dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pada waktu itu, banyak ulama,
Teungku, dan santri Dayah yang menjadi korban dari konflik tersebut. Pada saat itu,
Dayah merupakan tempat yang paling aman bagi pemuda, bahkan Dayah menjadi
tempat perlindungan.®

Istilah Dayah juga bisa didapatkan dalam beberapa tulisan yang lain, di
antaranya juga dijelaskan bahwa Dayah berasal dari bahasa Arab zawiyah yang
berarti sudut atau pojok. Sebagai institusi pendidikan, zawiyah yang berubah menjadi
Dayah memang berasal dari penggian-penggjian yang diadakan di sudut-sudut
megjid. Bila merujuk pada sgarah Islam awal, model seperti ini telah dipraktikkan
oleh Nabi Muhammad SAW., pada tahun-tahun pertama Hijriyah di Mesjid Nabawi.
Mulanya terdapat sekelompok orang Arab datang ke Medinah, karena tidak memiliki
tempat tinggal, oleh Nabi Muhammad SAW., mereka ditempatkan diberanda Megjid.
Mereka ini dikenal dengan sebutan ahlushufa, mereka menghibahkan waktu, tenaga
dan jiwanya untuk belgjar, (nantinya juga berdakwah) dan berjuang di jalan Allah

(ihad fi sabillah). Untuk kepentingan ini kemudian dibangun rumah kecil-kecil di

5Safwan Idris, Perkembangan Pendidikan..., 85.
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seputaran mesjid, yang nantinya populer dengan nama zawiyah.” Dalam bahasaAceh
istilah zawiyah akhirnya berubah menjadi Deyah atau Dayah karena pengaruh bahasa
Aceh yang sebenarnya tidak memiliki bunyi “z” dan cenderung memendekkan

Dayah di Aceh dalam konteks nasional merupakan salah satu pilar pendidikan
Islam di Indonesia yang eksistesinya telah diukir jauh sebelum negara Indonesia itu
sendiri lahir. Oleh karena itu, Dayah seringkali dinilai sebagai institusi pendidikan
Islam tradisional yang masih eksis hingga hari ini.® Meminjam analisis Nurcholish
Madjid, berarti Dayah merupakan identitas keislaman dan keaslian (indigenous)
Aceh,'® kendatipun ruh dan semangatnya tetap berasal dari sistem pendidikan I1slam
yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW., di masa Islam awal.

Untuk maksud yang hampir sama, intitusi ini di Jawa dikenal dengan
Pesantren atau pondok pesantren, di Sumatera Barat dikenal dengan Surau.** Secara
umum suasana kehidupan di Dayah atau pesantren dideskripsikan sebagai suatu
kompleks asrama yang didiami oleh s meudagang (ureung meudagang, dalam

bahasa Aceh) atau santri, yang sangat takdim berguru kepada seorang pimpinan

7 Ibrahim Ishag, “Apresiasi terhadap Peranan Dayah dalam Pembinaan Masyarakat diSekitarnya”
dalam M. Hasbi Amiruddin (ed.), Apresiasi Dayah Sebagai Lembaga Pendidikanlslam di Aceh (Banda
Aceh: Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin, 2010), 54-55.

8 Tuanku Abdul Jalil, Adat Meukuta Alam (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh,
1991), 11. Safwan Idris, “Mengemban Amanah Allah: Reaktualisasi Syariatl slam dan Masa Depan
Pendidikan di Aceh” dalam Syariat di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh
Darussalam (Editor Fairus M. Nur lbrahim), (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, 2002), 12-13.

9 Muhammad AR, Akulturasi Nilai-Nilai Persaudaraan Islam Model Dayah Aceh (Jakarta: Badan
Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, Kemenag RI, 2010),1.

10 Nucholish Madijid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997), 3.
11 Deskripsi lebih lanjut tentang ini ada dalam buku Menatap Masa Depan Dayah di Aceh, karangan
M. Hasbi Amiruddin, diterbitkan oleh Y ayasan Pena, 2008, 16-43.
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Dayah yang lazimnya dipanggil Teungku (atau Kyai di Jawa) dengan segenap
kepiawaiannya dalam penguasaan hal agama Islam (terutama kitab kuning); yang
lokasinya terletak pada sebuah lahan yang luas, “berhutan” di ujung desa dengan
dikelilingi oleh pagar identitas di mana bersumbu pada sebuah masjid.'? Zamakhsyari
Dhofir menyatakan bahwa unsur penting dari pesantren atau Dayah adalah pimpinan
(Teungku), orang yang belgjar (si meudagang/ santri), asrama atau pondok sebagai
tempat tinggal, masjid dan pengkajian kitab kuning.* Pada umumnya, Dayah yang
ada masih kuat dalam mempertahankan model pendidikan Islam tradisional. Bahkan
Martin Van Bruinessen menyatakan bahwa kemunculan institusi pendidikan seperti
pesantren atau Dayah dimaksudkan sebagai upaya untuk mentransmisikan Islam
tradisional sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab klasik.**

Dayah tradisiona ini cenderung menamakan dirinya sebaga Dayah atau
pesantren salafi karena acuan keilmuannya secara referensional bertumpu pada kitab-
kitab karangan ulama salafi yang dikenal dengan sebutan kitab kuning.'® Dayah sal &fi
ini tetap mempertahankan elemen-elemen tradisionalnya, yaitu: pondok, masjid,
Teungku, santri, dan kitab-kitab klasik. Keseluruhan elemen ini saling megisi dan
saling terkait sehingga sering juga disebut dengan masyarakat yang memiliki budaya

khas masyarakat tradisional dipedesaan yang ditandai dengan tertanamnya cara hidup

12 Manfred Ziemek, Pesantren dan perubahan Sosial (Jakarta: Pusat Pengembangan Pesantren dan
Masyarakat, 1983), 98.

13 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Sudi Tentang Pandangan Kyai (Jakarta: LP3ES, 1986),
50.

14 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia
(Bandung: Mizan, 1995), 17.

15 Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1992), 771.
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yang bersifat kolektif yang merupakan salah satu perwujudan dari semangat gotong
royong yang umum terdapat dalam masyarakat pedesaan.

2. Teungku Dayah dalam Masyarakat Aceh

Orang Aceh memanggil Teungku Dayah ini dengan panggilan yang beragam.
Ada Teungku Dayah yang dipanggil dengan sebutan Teungku Chiek, Teungku Syeikh,
Syeikh, Ayah, Abu, Abon, Abi, Tu, Walid, Buya dan Abuya.’® Teungku lbrahim
Bardan yang memimpin Dayah Malikussaleh Panton Labu misalnya, oleh masyarakat
dipanggil dengan sebutan Abu Panton, Teungku Muhammad Amien pimpinan dayah
Blang Blahdeh Bireuen dipanggil dengan Tu Mien dan Teungku Hasanoel Basri
pimpinan Dayah Mudi Mesra (Ma’had Diniyah Islamiyah Megjid Raya) Samalanga
dipanggil dengan Waled dan lain sebagainya. Bervariasinya panggilan terhadap
Teungku Dayah ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat dan didasarkan
pula pada persetujuan si Teungku Dayah sendiri mengenal siapa tepatnya dirinya
dipanggil. Meskipun demikian, panggilan yang bervarias ini pada hakikatnya
memiliki pemaknaan yang sama yaitu “orang tua kami”. Maksudnya, mereka adalah
orang yang dituakan dan pusat rujukan masyarakat dalam berbaga masalah yang
mereka hadapi.

Penghormatan terhadap para Teungku Dayah disimbolkan oleh masyarakat
melalui sikap mereka yang tidak pernah memanggil seorang Teungku Dayah yang

disegani dengan panggilan nama aslinya, melainkan dengan nama Gampoeng (desa)

16 Mannar Nur, Sudi Tentang Dayah di Samalanga (Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-IImu
Sosial, 1975), 3.
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kelahirannya atau tempat ia mengajar. Jadi, Teungku Haji Hasballah dari Indrapuri
misalnya dipanggil dengan sebutan Teungku Indrapuri dan Teungku Muhammad
Daud dari Gampoeng Beureueh disapa sebaga Teungku Beureueh atau Abu
Beureueh dan sebagainya. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila rakyat sama
sekali tidak mengetahui nama sebenarnya dari, misalnya, Teungku Chiek Di Tiro
yang terkenal itu.!” Pemanggilan dengan cara seperti itu membuat masyarakat merasa
nyaman dalam berhubungan dengan Teungku Dayah karena mereka adal ah figur yang
sangat dihormati.

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa pendirian pesantren
atau Dayah diinisiasikan oleh seorang ulama dengan berbagai alasan keagamaan yang
kental. Ulama adalah kelompok €lit agama yang berperan langsung terhadap sosio
kultural dan sosio politik dalam masyarakat, termasuk juga di Aceh. Oleh karenanya
menurut Snouck Hurgronje'® maupun James T. Siegel, ulama khususnya di Aceh,
meliputi guru agama (religious teacher) terutama di Dayah-dayah (zawiyah, Arab),
dan orang-orang yang telah selesai mendalami ilmu agama (religious scholar, ahli
agama).*® Jadi dari segi latar belakang pendidikan yang diikuti, ulama yang kemudian
mendirikan Dayah biasanya menempuh dan memperoleh pendidikan dari institus
pendidikan non formal dari Dayah tertentu untuk membedakan ulama sekolah yang

menempuh dan memperoleh pendidikan formal, sehingga kualifikasi seperti ini,

17 Baihaki A.K, Ulama dan Madrasah di Aceh (Jakarta: Leknas-L1PI, 1976), 61-62.

18 Snouck Hurgronje, The Achehnese |, Trandate by AWS O. Sulivan, E.J. Brill (Leiden, 1960), 35.
Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Y ayasan Soko Guru Jakarta, Aceh
di Mata Kolonialis (Jakarta: Soko Guru Indonesia, 1985).

19 James T. Siegel, The Rope of God (Berkeley: Universitas California, 1978), 48.
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sebagal ulama lazimnya disyaratkan memiliki kedalaman ilmu agama Islam dan
mendapat pengakuan dari masyarakat di sekitarnya.?°

Dengan demikian untuk menjadi ulama, selain berbekal kualitas keilmuan dan
integritas kepribadian, juga harus memperoleh legitimas kolektif dari masyarakat.
Dengan kata lain, ulama harus capable, credible juga acceptable. Pada praktiknya di
Aceh, kesemua syarat ini mendapat pengukuhan secara sederhana bila seseorang telah
memiliki dan memimpin institusi Dayah, yang dalam kategori di atas disebut dengan
Ulama Dayah.?

Begitu juga, untuk maksud yang sama di Jawa dikenal dengan sebutan Kyai.
Zamakhsyari menyatakan Kyai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat
kepada seorang ahli agama Islam yan memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan
mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya.?> Teungku Dayah atau Kyai pesantren
memegang peran universal, realitasnya bahkan tidak hanya pada bidang keagamaan
semata, tetapi juga sering berperan di bidang sosial kemasyarakatan, politik, budaya
dan bahkan ekonomi.?®> Syamsul Hadi Thubany saat memberi gambaran panjang
tentang Kyai dan santri serta pola interaksinya®® menyatakan bahwa dikalangan

masyarakat santri, figur Teungku atau Kyai, secara umum kerap dipersepsikan oleh

20 |smuha, *Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah” dalam Agama dan Perubahan Sosial (Jakarta:
Rajawali Pers, 1983), 18.

g Suyanta, Dinamika Peran Ulama Aceh (Y ogyakarta: AK Group. 2008), 12.

2 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren..., 55.

23 Anasom, “Patronase di Pondok Pesantren”, dalam Merumuskan Kembali Interelasi Islam Jawa
(IAIN Walisongo Semarang: Pusat Kgjian Islam dan Budaya, 2004), 160.

24 Syamsul Hadi Thubany, Relasi Kyai-Santri, Diposkan pada Rabu, 13 Juli 2011.
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masyarakat sebagai pribadi yang integratif dan merupakan cerminan tradisi keilmuan
dan kepemimpinan, ‘alim, menguasai ilmu agama (tafagguh fi al-din) dan
mengedepankan penampilan perilaku berbudi yang patut diteladani umatnya
(berakhlagal-karimah).

Digambarkan bahwa semakin tinggi tingkat keilmuan, kealiman dan rasa
ketawadlukan seorang Teungku atau Kyai akan semakin meningkatkan dergjat
penghormatan yang diberikan santri dan masyarakat. Dan sebaliknya, dergjat
penghormatan santri atau masyarakat kepada Teungku atau Kyai akan berkurang
seiring dengan minimnya penguasaan ilmu dan rendahnya rasa tawaduk pada dirinya,
sehingga tampak tak berwibawalagi di hadapan masyarakatnya.

Konsepsi tentang kewibawaan tersebut telah mendefinisikan fungsinya
menjadi etika normatif dunia pesantren atau Dayah, yang memiliki kekhasan
tersendiri. Penggunaan kekuasaan pribadi yang dihimpun melalui peranan masa
lampau dari seseorang sebagai penyedia, pelindung, pendidik, sumber nilai-nilai, dan
status unggul dari mereka yang memiliki hubungan ketergantungan yang mapan
dengan orang tersebut. Adapun indikasi yang lain, bahwa sumber sumber
kewibawaan tradisional tersebut terletak pada posisinya menjadi sesepuh (orang yang
dituakan), sebagai sosok ayah, orang yang dapat dipercaya, orang yang dihargai,
berkedudukan resmi, memiliki penguasaan ilmu pengetahuan agama, dan posisinya
sebagai pemangku pesantren atau Dayah.

Dergjat kewibawaan dan kharismatik ini dalam bentuk penghormatan serta

ketaatan massa yang bersifat total dan, bahkan ada cirri taklid buta, sehingga terhadap
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penilaian suatu perkara tertentu tak lagi perlu ada pertanyaan, gugatan atau
diperdebatkan secara kritis. Hal ini diperoleh Teungku atau Kyai atas konsekuensi
logis dari segi penguasaan yang mumpuni terhadap ilmu-ilmu agama juga diimbangi
oleh pancaran budi pekerti mulia, penampakan akhlaq al-karimah yang menyebabkan
Teungku atau Kyai, di mata masyarakatnya dipandang bukan semata teladan ilmu,
melainkan juga sebagai teladan laku, suatu elemen keteladanan yang bersifat sangat
fundamental. Unsur berkah keteladanan yang membawa implikasi pada kecintaan,
dan kepatuhan atau ketaatan mutlak kepada sang pemimpin kharismatik sehingga
dianggap memiliki karomah. Oleh karenanya, secara otomatis pada diri Teungku atau
Kyai dinilai sebaga orang berotoritas. Adalah bukti nyata bahwa fenomena
kewibawaan spiritual kharismatik ternyata telah melintas batas rasionalitas. Apapun
yang dikatakan orang, civitas Dayah tidak mau tahu.

Demikian adalah prinsip yang dipegang kuat-kuat di kalangan santri
tradisonal meskipun kadang kala ia telah berada di luar habitatnya. Atas dasar inilah
maka kemudian muncul pola hubungan patron-klien antara Teungku atau Kyai dan
santri yang bersifat unik serta menarik diamati. Sebagal ilustrasi, menurut keyakinan
santri, mencium tangan Teungku atau Kyai merupakan berkah dan dinilai ibadah,
meski orang-orang Yyang berpandangan puritan mengejeknya sebagai “kultus”
individu, dan karena itu syirik. Mereka tetap tak peduli, sebab mereka beranggapan
tidak mencium “tangan” yang sebenarnya, karena perbuatan tersebut sedang
memberikan penghormatan yang dalam kepada suatu “otoritas”, yaitu Teungku atau

Kyai.
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Dengan demikian, predikat nilai keulamaan yang berotoritas dan menyandang
kewibawaan spiritual kharismatik bukanlah sangat bergantung pada garis keturunan
atau karena dari faktor nasabiah, melainkan harus pula ditempuh dengan cara-cara
yang rasional, karena tergantung kepada dergjat kealiman juga diimbangi oleh teladan
perilaku berbudi (akhlak al-karimah). Dalam arti, secara teoretik dan formal bahwa
seorang pengasuh pesantren memang harus memiliki kompetensi yang memadai dan
telah pula memiliki religious commitment yang kuat, yaitu penampilan sosok pribadi
yang integratif antara ilmu dan amaliahnya. A spek-aspek komitmen religius yang kuat
itu meliputi, aspek keyakinan (the belief dimension), ritual peribadatan beserta
auraddzikirnya (religious practice: ritual and devotion), pengalaman keagamaan (the
experience dimension), pengalaman batiniah/rohaniah (spiritual dimension),
pengetahuan agamanya maupun kosekuensi-konsekuensi amaliah seorang Muslim
yang terbentuk secara baik. Maka tidak mengherankan dengan potensi dan
kompetensi tersebut kalau seorang Teungku di Dayah atau Kyai di pesantern
menduduki posisi puncak yang kukuh dalam struktur sosia terutama dalam lingkaran
komunitas pesantren.

Pada telaah kasus lain, kita bisa menganalisa bahwa meskipun kedudukan
Teungku atau Kyai berada di puncak struktur sosial pesantren, bukan berarti ia tetap
berposis sebagai subyek kekuasaan, apabila hal itu di lihat dari perspektif relasi
kuasa pengetahuan. Kemungkinan dalam hal ini posisi Teungku atau Kyai (pengasuh)
dan santri adalah sama, sebagai obyek power walaupun keduanya berbeda status,

yakni obyek dari pada pengetahuan yang “menghegemoni” tadi. Sebagai pewaris
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Nabi, apa yang dilakukan Teungku atau Kyai semata mata dilandasi doktrin ikhlas-
lillahi ta’ala, demi mengharap ridha Allah dan dergjat tinggi di akhirat. Teungku atau
Kyai mengabdikan hidupnya di institusi pendidikan karena untuk merealisasikan
sabda Rasulullah Muhammad SAW., “Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat”.
Pendek kata, tugas mengampu Dayah atau pesantren, mendidik dan
membimbing santri adalah kewajiban agama yang sudah semestinya menjadi
tanggung jawab seorang Kyai sebagai penjaga tradisi pesantren. Sementara di pihak
lain, kepatuhan dan penghormatan yang diberikan santri kepada Kyainya adalah
karena demi mendapatkan berkah (kebaikan) dari Allah SWT., juga berharap agar
ilmunya nanti bermanfaat. Ritus yang mereka jalani itu termasuk bagian dari
mengamalkan gjara tradis agama. Disebutkan dalam korpusresmi pesantren, yaitu
dalam kitab Ta’lim Al-Muta’allim karangan Syaikh Zarnuji, sebagai berikut: “Mereka
yang mencari pengetahuan hendaklah selalu ingat bahwa mereka tidak akan pernah
mendapatkan pengetahuan atau pengetahuannya tidak berguna, kecuali kalau ia
menaruh hormat kepada pengetahuan tersebut dan juga menaruh hormat kepada guru
yang mengagarkannya. Hormat kepada guru/Teungku//Kyai bukan hanya sekedar
patuh. Dikatakan pula oleh Imam Ali ra, “Saya ini adalah hamba dari orang yang
mengagjari saya (Rasulullah), walaupun hanya satu kata saja.” Para santri harus
menunjukkan rasa hormat dan takzim serta “kepatuhan mutlak” kepada Teungku atau
Kyai dan ustadnya, bukan manivestasi dari penyerahan total kepada orang-orang yang

dianggap memiliki otoritas, tetapi karena suatu keyakinan atas kedudukan guru
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sebagai penyalur kemurahan (barokah) Tuhan yang dilimpahkan kepada murid-
muridnya, baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat.

3. Sistem dan Tujuan Pengajaran di Dayah

Menurut Mujamil Qamar, sistem pendidikan pesantren lebih mengutamakan
pembinaan kepribadian daripada pengembangan intelektual, sehingga daya kritis,
tradis kritik, semangat meneliti, kepedulian menawarkan sebuah konsep keilmuan
kurang muncul di pesantren/Dayah. Artinya, sistem pendidikan pesantren/Dayah
lebih tertuju kepada pendidikan dari pada pengajaran. Penekanan pada pendidikan
terlihat pada model pembel g arannya. Pengajaran agama dengan menggunakan kitab-
kitab mugarranah mempergunakan sistem pengajian non klasikal, dengan urutan
membaca, menerjemahkan dengan memperhatikan kedudukan tiap kata dalam
kalimat.®

Mujamil Qamal menambahkan, bahwa melalui sistem seperti ini, hampir tidak
mungkin untuk mengembangkan dan mendorong terciptanya suatu pikiran yang
mandiri, merdeka dan kritis dalam diri seorang santri. Dalam kenyataannya belgjar di
Dayah tidak mendorong santri untuk berijtihad. Kondisi demikian ini dihadapkan
pada idealisme yang menjadi target Dayah bagi lulusannya, yaitu terciptanya: (1)

Religious killful People (tenaga terampil sekaligus taat beragama); (2) Religious

% Qamar Mujamil, Pesantren dari..., 71.
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Community Leader (pemimpin masyarakat yang taat beragama); (3) Religious
Intellectual (intelektual yang taat beragama).?®
Sebagai bagian struktur internal pendidikan Islam Indonesia, terutama dalam

fungsinya sebagal institusi pendidikan, di samping sebagai lembaga dakwah,
bimbingan kemasyarakatan, dan bahkan perjuangan. Mukti Ali mengidentifikasikan
beberapa pola umum pendidikan Islam tradisional sebagai berikut:

1. Adanyahubungan yang akrab antara Teungku dan santri;

2. Tradis ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap guru/kiyai;

3. Polahidup sederhana (zuhud) dan kemandirian;

4. Berkembangnyaiklim dan tradisi tolong-menolong dan suasana

persaudaraan;

5. Disiplin dan berani menderita untuk mencapai tujuan;

IS

K ehidupan dengan tingkat relagiusitas yang tinggi.%’

Menurut HM. Amin Haedari, sistem pengembangan tradisi akademik
pesantren dilakukan secara bervariasi, yaitu, pertama, sistem pengembangan genuine
(adli) yakni meningkatkan program-program kajian takhassus (spesialis) dengan
meningkatkan mutu penggjar. Kedua, sistem pengembangan terpadu, dengan
membuka lembaga perguruan tinggi agama Islam di lingkungan pesantren. Ketiga,
sistem pengembangan transformatif, dengan mengembangkan kgian berkaa

sebagaimana yang dilakukan oleh LSM yang bergerak dalam kegiatan keagamaan.

% Qamar Mujamil, Pesantren dari..., 72.
27 Mukti Ali, Beberapa Persoalan Dewasa Ini (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 5.
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Keempat, sistem pengembangan dilakukan dengan mendirikan lembaga ma’had
‘aly?® yang berusaha melakukan pembaharuan dalam kurikulum dan metodologi
pengajaran.?®

Menurut Mastuhu sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional,
pesantren mempunyai empat ciri khusus yang menonjol. Mulai dari hanya
memberikan pelgaran agama versi kitab-kitab Islam klasik berbahasa Arab,
mempunyai tekhnik pengajaran yang unik yang biasa dikenal dengan metode sorogan
dan bandongan atau wetonan, mengedepankan hafalan, serta menggunakan sistem
halagah. Metode halagah merupakan kelompok kelas dari sistem bandongan.
Halagah berarti lingkaran murid, atau sekelompok santri yang belgjar di bawah
bimbingan seorang ustadz dalam satu tempat. Dalam prakteknya, halagah

dikategorikan sebagai diskus untuk memahami isi kitab, bukan mempertanyakan

28 Penggunaan istilah ma’had ‘aly pada dasarnya merupakan fenomena kekinian, karena lulusannya
tidak bergelar dan tidak memiliki pengaruh resmi seperti halnya gelar kesarjanaan pada lulusan tradisi
akademik modern. Dengan kata lain, ma’had ‘aly adalah bentuk pendidikan tinggi khas pesantren
yang secara unique berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya. Ma’had ‘aly eksis, tumbuh dan
berkembang dalam dunia pesantren. Ma’had ‘aly merupakan lembaga tingkat tinggi di
pesantren/dayah yang pendiriannya dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan pesantren yang mampu melahirkan ulama, di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi dewasa ini. Tujuan didirikannya ma’had ‘aly yaitu untuk menyiapkan dan
menghantarkan maha santri menjadi ulama yang memiliki sifat-sifat humanis, religius sebagaimana
yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Di antara metode yang sering digunakan
adalah diskusi, seminar, dan lain-lain. Pengajar pada tingkat ma’had ‘aly berperan sebagai
pembimbing, pengarah dan fasilitator. Proses pembelgjarannya, ma’had ‘aly dilengkapi dengan
perpustakaan yang menyediakan literatur-literatur keagamaan dan juga ilmu-ilmu umum. Dalam HM.
Amin Haedari, dkk, Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan
Kompleksitas Globa | (Jakarta: IRD Press, 2004), 161-164. Juga dalam M. Amin Haedari, Petunjuk
Pelaksanaan Pengembangan Pondok Pesantren Ma’had Aly, (Jakarta: Pendidikan Keagamaan dan
Pesantren Kemenag RI, 2014), 5-7.

2 M. Amin Haedari, dkk, Masa Depan..., 161-162.
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kemungkinan benar salahnya apa apa yang digjarkan oleh kitab.*® Metode halagah
bertujuan mengembangkan intelektual kelas santri yang cerdas, rgjin, serta bersedia
mengorbankan waktu untuk belgjar.

Secara lebih rinci Abdurahman Wahid menjelaskan, sistem pendidikan
tradisional meliputi dua aspek utama yaitu Pertama pendidikan dan penggaran
berlangsung dalam sebuah struktur, metode dan bahkan literatur yang bersifat
tradisional, baik dalam bentuk pendidikan non forma seperti halagah maupun
pendidikan formal seperti madrasah dengan ragam dan tingkatannya. Adapun ciri
utama dari pendidikan dan penggjaran tradisional adalah ditekankan pada pengajaran
lebih bersifat kepada pemahaman tekstual (letterlijk atau harfiyah), pendekatan yang
digunakan lebih berorientasi pada penyel esian pembacaan terhadap sebuah kitab atau
buku untuk kemudian beralih kepada kitab berikutnya, dan kurikulumnya tidak
bersifat klasikal. Kedua, pendidikan Islam tradisional selalu memelihara sub-kultur
pesantren yang terdiri di atas landasan ukhrawy yang terimplementasikan dalam
bentuk ketundukan mutlak kepada ulama, mengutamakan ibadah, memuliakan guru
atau Teungku demi memperol eh pengetahuan agama yang hakiki.3!

Dalam bahasan tentang sistem pendidikan Dayah, akan dideskripsikan tentang
sistem berjain berkelindannya unsur-unsur terkait, yaitu tujuan pendidikan, pendidik
(teungku), peserta didik (ureung meudagang, santri), materi gar (kitab kuning),

metode, sarana dan prasarana (asrama dan masjid).

30 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem
Pendidikan Dayah (Jakarta: INIS, 1994), 20-25.
3L Abdurrahman Wahid, Bunga Rampai Pesantren (Jakarta: Dharma Bhakti, tt), 73-74.
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Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Dayah adalah ingtitusi pendidikan
yang berusaha menstransmisikan Islam tradisional yang berbasis pada turast
(warisan) klasik berupa kitab kuning, maka dapat dipahami bahwa Dayah merupakan
sentral penyelenggaraan pendidikan agama Islam.3?> Oleh karenanya Muhammad
Arifin menyatakan bahwa tujuan pendidikan di pesantren atau Dayah secara umum
adalah untuk membimbing peserta didiknya agar menjadi manusia berkepribadian
yang Islami, yang berguna bagi diri, keluarga bangsa dan negaranya.

Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam beberapa poin secara khusus, yaitu:
Pertama, membina suasana hidup keagamaan dalam pesantren atau Dayah sebaik
mungkin, sehingga berkesan pada santrinya. Kedua, memberikan pengertian
keagamaan melalui transfer ilmu-ilmu Islam, Ketiga, mengembangkan sikap
beragama melalui praktik-praktik ibadah. Keempat. Mewujudkan ukhuwah islamiyah.
Kelima, memberikan pendidikan ketrampilan civic dan kesehatan, olah raga, dan
keenam. mengusahakan terwujudnya segala fasilitas pendidikan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.®

Teungku Ismail Y acob, menyatakan bahwa karena Dayah merupakan institusi
pendidikan Islam, maka tujuannya juga sgjalan dengan tujuan pendidikan Islam
sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat at-Taubah 122. “Tidaklah sepatutnya
bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Maka hendaklah pergi

sekelompok saja dari tiap-tiap golongan, agar ada di antara mereka yang

32 Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik..., 16.
33 M. Arifin, Kapita Selecta ..., 110-112.
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memperdalam ilmu agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka
kembali, supaya mereka itu dapat menjaga diri”’. Oleh karena itu tujuan pendidikan
Islam adalah: Pertama, mendidik insan yang berilmu, beramal, berwibawa dan
berakhlak mulia. Kedua, mencetak ulama-ulama yang mampu mendalami ajaran
Islam dari dasar-dasarnya. Ketiga, mendidik insan yang beriman dan beramal salih
untuk kepentingan diri dan masyarakatnya. Keempat, membina insan yang mampu
dan mau melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar untuk memperoleh keridaan I1ahi.>*

Ismail Yacob menyatakan bahwa Dayah merupakan institus pendidikan
tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh secara turun
temurun. Oleh karena itu materi pelgaran, sistemdan kitab yang diperlgari tidak
disusun dalam kurikulum yang baku, akan tetapi sangat tergantung pada kemampuan
pimpinan Dayah dan keinginan santri sendiri. Hanya sgja tetap dalam pusaran ilmu
Tauhid, Figh, Mantig, Hadith, Tafsir, Nahwu, Sharaf, Balangah, Ushul Figh,
Mustalah Hadith. Bagi Dayah tertentu yang memperhatikan jenjang atau tingkatan,
maka kitab-kitab standar yang dipelgari juga disesuaikan, sedangkan tidak pada
Dayah lainnya. Dalam bidang Figh misalnya, disusun mulai dari Matan Tagrib,
Fathul Qarib, Minhajul Thalibin, I’anah Thalibin, At-Tahir, al-lgna’, al-Mahalli,

Fath Wahab, Tuhfatul Muhtaj dan Nihayah Muhtaj. Dalam bidang Nahwu

34 1smail Yacob, “Apresiasi terhadap Kurikulum, Metode dan Materi Pendidikan yang Dilaksanakan di
Dayah” dalam M. Hasbhi Amiruddin (ed.), Apresiasi Dayah Sebagai Lembaga Pendidikanlslam di
Aceh (Banda Aceh: Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin, 2010), 139-140.
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dimulaidari Al-‘Awamul Matan al-Jurumiyah, Mutammimah, Al-Fiyah IbnuMalik,
Ibnu Agil atau al-Khudri.*

a. Proses Pembelajaran di Dayah

Pembelgaran di Dayah biasanya disdlenggarakan dengan sistem halagah
(circle), di mana para santri duduk membentuk lingkaran menyimak pada seorang
Teungku atau Kyai saat menggarkan ilmunya. Adapun tentang pola pembelgaran
yang lazim dipraktikkan di Dayah atau pesantren adalah sorogan, wetonan dan
bandongan. Tentang ketiga pola pembelgaran ini Binti Maunah telah berusaha untuk
menjelaskannya, yaitu sebagai berikut;3®

Sorogan; Pembelgaran dengan pola ini dipraktikkan dengan cara santri atas
inisiatifnya sendiri menyetor; memperlihatkan atau menyodorkan (menyorogkan)
kemahirannya dalam membaca kitab tertentu di hadapan Teungku atau Kyai. Di
pesantren atau Dayah yang relatif besar, sorogan dilakukan oleh dua atau tiga orang
santri sgja yang biasanya terdiri dari keluarga Teungku, Kyai atau santri-santri yang
diharapkan di kemudian hari menjadi ulama besar.

Wetonan; Pembelgjaran dengan pola wetonan dil aksanakan dengan cara Teungku
atau Kyai membaca kitab tertentu pada waktu tertentu dan santri belgjar kitab yang
sama dengan cara menyimaknya. Bila di lihat dari inisiatifnya, agaknya polaini lebih

diinisaskan oleh Teungku atau Kyai. Dalam praktiknya, tidak mengenal absensi;

35 | smail Y acob, “Apresiasi Tterhadap Kurikulum..., 142.

36 Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri; Dalam Tantangan dan Hambatan Pesantren di Masa
Depan (Y ogyakarta: Teras, 2009), 29-30.
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santri boleh datang atau tidak, dan tidak ada ujian. Pola inilah yang kemudian
membentuk circle (halagah).

Bandongan; Pembelgjaran dengan pola ini dilakukan untuk melengkapi sorogan
dan wetonan, dimana Teungku atau Kyai menyampaikan ilmunya dengan cara
berceramah atau membaca kitab tertentu dan santri tidak harus menunjukkan
kepahamannya pada materi yang disampaikan.

Di samping yang tersebut di atas, Ismail Yacob menambahkan bahwa di
Dayah seringkali juga mengembangkan pola muzakarah, di mana sesama santri
membahas sesuatu masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, Dayah juga
mengembangkan sistem munadharah dan majlis taklim. Munadharah dimaksudkan
untuk melatih para santri agar trampil berpidato atau berceramah. Adapun majlis
taklim dimaksudkan untuk dakwah terbuka, bagi masyarakat luar. Adapun metode
yang lazim dipraktikkan di umumnya Dayah adalah relatif bervariasi, meliputi
ceramah, resitasi (peugasan), tanya jawab dan diskusi.’

b. Asrama/Bilik (Bielek/Rangkang = Bahasa Aceh)

Di sebuah Dayah atau pesantren yang idea lazimnya dilengkapi dengan
asrama. Asrama atau pondok atau (bahasa Aceh: rangkang) atau bilik atau kamar
dimaksudkan sebagai sarana tempat tinggal para santri. Dengan menetap di pondok
pesantren atau di Dayah, santri dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan civitas

pesantren atau Dayah selama duapuluh empat jam daam kesehariannya. Ini

37 Ismail Yacob, “Apresiasi terhadap Kurikulum...,154.
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kemudian penting, karena dapat melahirkan suasana kebersamaan, sepenanggungan
dan intensitas internalisasi santri yang semakin kuat.

c. Mesgid/Mushalla

Unsur megid/mushaa menjadi sangat penting bagi sebuah Dayah atau
pesantren, karena di sinilah sentral kegiatan pendidikan, apalagi dilakukan secara
masal. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Dayah merupakan institus
pendidikan Islam khas yang telah eksis di Aceh sgjak setelah Islam itu sendiri datang
ke wilayah ini, maka sistem pendidikannya juga dibangun atas dasar Islam dengan
mengakomodir nilai-nilai budaya Aceh yang dijunjung tinggi.

Sistem pendidikan Dayah kemudian mengkristal menjadi sgumlah nilai yang
kemudian dipeluk dan ditaati oleh seluruh civitas Dayah. Merujuk pada deskripsi
Suwendi, nilai-nilai yang kemudian membentuk karakteristik Dayah paling tidak
tergambar dalam lima pilar, yaitu.®

Pertama Keikhlasan; Pilar keikhlasan ini menjadi ruh atau semangat para
civitas Dayah dalam setiap kegiatan yang dilakukannya di Dayah. Baik Teungku
yang mencurahkan ilmunya kepada peserta didik maupun simeudagang saat
menuntut ilmu di Dayah dilakukannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan; tidak
didorong oleh ambisi untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu, tetapi

semata-mata demi beribadah kepada Allah SWT. Pilar keikhlasan ini menjadi

38 suwendi, “Rekunstruksi Sistem Pendidikan Pesantren: Beberapa Catatan,” dalam Pesantren Masa
Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 215-
216.
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identitas paling penting bagi civitas Dayah, yang terbentuk secara mantap oleh
adanya suatu keyakinan bahwa mengajarkan, mempelgjari kemudian mengamalkan
ilmu agama merupakan kewagjiban bagi setigp muslim. Dengan menjalankan
kewajiban inilah, Allah akan senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangNya.

Kedua Kesedehanaan; Pilar kesederhanaan juga menjadi identitas yang sangat
melekat pada seluruh civitas Dayah. Kesederhaan yang agung, tentu tidak identik
dengan pasif, miskin atau serba kekurangan, tetapi mengandung unsur kekuatan dan
ketabahan hati, penguasaan dan pengendalian diri dalam menghadapi berbagai
kesulitan hidup. Oleh karenanya seluruh civitas Dayah merupakan pribadi-pribadi
yang sederhana, berjiwa besar, berani dan selalu siap menghadapi perkembangan dan
dinamika global.

Ketiga Persaudaraan Ukhuwah Islamiyah; ldentitas berikutnya kehidupan
Dayah adalah persaudaraan sehingga merekatkan ukhuwah islamiyah. Muhammad
AR menyebutkan bahwa seluruh isi kurikulum Dayah sarat dengan nilai-nilai
persaudaraan Islam, baik tersurat maupun tersirat.>® Semangat persaudaraan yang
memperkokoh ukhuwah islamiyah tercermin dalam perilaku seluruh civitas Dayah.
Interaksi personal antar pribadi di Dayah dilandasi semangat persaudaraan dengan
mengedepankan sikap demokratis, tidak ingin menang sendiri, menghargai orang
lain, merasa senasib sepenanggungan dan sikap-sikap kebersamaan lainnya.

Keempat Kemandirian; Identitas Dayah selgjutnya adalah kemandirian.

Kemandirian Dayah sebagai sebuah institus pendidikan telah dibuktikan sgak

39 Muhammad Ar, Artikulasi..., 233.
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eksistensinya di Aceh, di mana Dayah-Dayah di Aceh pada umumnya dapat
menjamin eksistensinya tanpa menggantungkan diri atau berharap pada para pihak
untuk membantu kehidupan Dayah. Artinya Dayah di Aceh dapat bertahan justru
kerena semangat kemandirian ini, sehingga jiwa interpreneurship (kewirausahaan)
justeru berkembang pesat di kalangan Dayah, baik dalam sektor jasa, pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan maupun pada sektor-sektor riil
lainnya*® Kemandirian juga tercermin dengan jelas pada kehidupan santrinya.
K ehidupan santri saat masih menimba ilmu di Dayah maupun setelah selesai menutut
ilmu di Dayah tertentu adalah pibadi-pribadi yang memiliki tingkat kemandirian
hidup yang sangat tinggi. Saat di Dayah, para santri dibiasakan untuk hidup mandiri,
sgjak dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua keperluan hidupnya dapat
dilakukannya sendiri atau bersama dengan santri lainnya. Para santri biasa merapikan
tempat tidurnya sendiri, kemudian mencuci dan menggosok seprey atau baju sendiri,
dan memasak sendiri. Jadi semua yang terkait dengan kebutuhan pribadi dapat
dipenuhi oleh dirinya sendiri.

Kelima Kebebasan; Identitas Dayah selajutnya adalah kebebasan. Para civitas
pesantren atau Dayah memiliki sikap bebas dalam memilih aternatif jalan hidup dan
menentukan masa depannya dengan jiwa besar, optimis dalam menghadapi segala
problema kehidupan berdasarkan nilai-nilai 1slam. Kebebasan ini juga tercermin pada
ketidakterikatan dengan pihak eksternal. Oleh karena itu pesantren atau Dayah

meniscayakan sebuah kemandirian, kemerdekaan. Bila di lihat dari peseta didik

40 Nurcholish Madjis, Bilik-Bilik..., 97.
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(santri atau simeudagang), Binti Maunah menambahkan bahwa pesantren atau Dayah
juga tidak membatasi para peserta didiknya. Kya atau Teungku tidak pernah
diskriminatif terhadap santrinya dari berbagai kelompok, ras, suku yang berbeda.
Oleh karenanya tradisi Dayah atau pesantren juga melahirkan pluralisme.*

Uraian di atas dapat dipahami bahwa bentuk pendidikan di pesantren/Dayah
meliputi: bentuk pendidikan dan pengajaran agama Islam yang diberikan dengan cara
non klasikal, bentuk pendidikan dan pengajaran diberikan dengan cara weton yaitu
para santri datang ke pasantren pada waktu penggian, bentuk pendidikan dan
penggjaran diberikan dengan sistem gabungan antara metode bandungan dan
sorongan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pembentukan dan proses pendidikan
pada institusi Dayah sudah berlangsung lama, dan terus menerus dilanjutkan oleh
satu generasi ke generasi selanjutnya. Walaupun dapat disaksikan juga ada banyak
Dayah yang sudah berbenah dengan tujuan tetap sama sebagaimana perpanjangan
warisan atau amanah dari guru meraka. Namun, para pelanjut estafet Dayah juga
mengikuti perkembangan yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat, terutama para
alumni yang menguasai ilmu dan teknologi, terutama sekali ilmu dan fondasi agama

Islam yang kuat.

4 Binti Maunah, Tradis Intelektual Santri; Dalam Tantangan dan Hambatan Pesantren di Masa
Depan (Y ogyakarta: Teras, 2009), 21.
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B. DAYAH DI ACEH PERUBAHAN, AKTUALISASI DAN PENGEMBANGAN

SOSIAL KEMASYARAKATAN

Dayah telah memainkan perannya sebagai lembaga pendidikan dalam rangka
pembangunan dan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini terbukti
Dayah telah mampu melahirkan tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam
pembangunan masyarakat. Dayah telah menunjukkan jati dirinya kepada masyarakat
Aceh terutama dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dapat berkecimpung
daam pembangunan dan perubahan masyarakat Aceh. Dayah dianggap sebagal
penggerak pembangunan dan perubahan karena adanya peran lulusan Dayah dalam
mengabdi ilmunya dalam masyarakat. Di antara keterlibatan ulama Dayah dalam
pembangunan dan perubahan yaitu: Pertama, ulama Dayah terlibat langsung secara
suka rela dalam melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan
tujuan mengharap ridha Allah SWT; Kedua. Sikap ulama Dayah lebih dipercayai
oleh masyarakal sebagal orang yang sesuai antara perkataan dengan perbuatan;
Ketiga. Ulama Dayah memiliki kemampuan untuk mendorong masyarakat
berpartisipasi dalam setigp kegiatan pembangunan dan perubahan dalam rangka
pengembangan masyarakat.*?

Sistem pendidikan pesantren/Dayah telah melahirkan lulusan yang memiliki
intelektual tinggi. Para lulusan Dayah mengabdi kepada masyarakat dengan ikhlas

dan menyatukan semua unsur dalam masyarakat. Daam melaksanakan

42 M. Hashi Amiruddin, Ulama Dayah..., 48-49.
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pendidikannya, Dayah mengedepankan pembinaan akhlaq al-karimah dan tawadu’.
Sistem pendidikan seperti ini yang membuat pesantren/Dayah disegani masyarakat.
Keberadaan Dayah telah menghasilkan para penda’i yang mampu menembus ke
tengah-tengah masyarakat. Proses pendidikan di pesantren/Dayah diawali dengan
berdo’a, baik untuk dirinya, guru-guru, bahkan pengarang kitab yang sedang
dipelgari. Selesai mengaji, santri dibiasakan mencium kitab sebagai tanda cinta pada
ilmu di dalamnya.

1. Kemandirian dan Aktualisasi Dayah

Secara terminologi kemandirian berasal dari kata mandiri yang mendapat
tambahan ke-an, yang bermakna diperintah oleh dirisendiri. Kemandirian merupakan
kebalikan dari tergantung kepada pihak lain, yang berarti diperintah orang lain.
Dengan demikian kemandirian adalah kemampuan seseorang membuat keputusan
bagi dirinya sendiri. Walaupun demikian kemandirian tidak sama dengan kebebasan
mutlak, kemandirian tersebut memperhitungkan semua faktor yang relevan dalam
menentukan arah tindakan yang terbaik bagi semua yang berkepentingan.

Lebih lanjut Ali Muhdi dengan merujuk pada Hadari Nawawi menyebutkan
beberapa ciri kemandirian, yakni: Pertama, mengetahui secara tepat cita-cita yang
hendak dicapai. Kedua, percaya diri dandapat dipercaya serta percaya pada orang
lain. Ketiga, mengetahui bahwa sukses adalah kesempatan bukan hadiah. Keempat,
membekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang berguna. Dan kelima,

mensyukuri nikmat Allah. Sedangkan Chabib Thoha menambahkan kriteria lain
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dalam kemandirian, yaitu: Pertama, mampu berpikir secara kritis, kreatif dan
inovatif. Kedua, tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Ketiga, tidak lari
atau menghindari masalah. Keempat, memecahkan masalah dengan berpikir yang
mendalam.

Kelima, tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda dengan orang lain.
Keenam, bekerja dengan penuh ketekunan dan kemandirian. Ketujuh,
bertanggungjawab atas tindakannya sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
kemandirian, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dalam berhubungan
dengan mental dan kejiwaan seseorang. Adapun yang sangat menentukan dari faktor
ini adal ah kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Faktor luar yang mempengaruhi kemandirian adalah; lingkungan sosid,
politik, ekonomi, dan lain-lain. Dengan demikian kemandirian pesantren atau Dayah
dimaknai sebagal sikap yang tidak mengharapkan belas kasihan dan bantuan dari
manapun. Dengan segala dinamikanya pesantren atau Dayah dipandang sebagai salah
satu lembaga yang menjadi pusat awal dimulainya perubahan-perubahan masyarakat.
la dikenal sebagai lembaga pendidikan non-profit yang memiliki cirii khas berprinsip
keikhlasan, kesederhanaan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kemandirian.

Dalam konteks kemandirian Dayah sebagai institusi sgjatinya telah disadari
oleh penggagasnya segjak akan didirikan Dayah tersebut. Muhammad Arifin
menyebutkan bahwa institusi pendidikan seperti podok pesantren merupakan institusi
pendidikan Islam yang diinisiasikan oleh masyarakat. Oleh karenaitu bersifat swasta.

Daam hal ini seluruh pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan bersumber
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pada kekayaan pesantren atau Dayah sendiri, yang pada umumnya bersumber dari
wakaf, hibah atau donasi lain dari santri sendiri. Di sinilah kemudian nampak
karakteristik self standing (kemandrian) dari pesantren atau Dayah.*®

Mencermati sifat kemandirian pesantren atau Dayah, Martin Van Bruinessen
meyakini bahwa dalam institusi pendidikan pesantren atau Dayah tersimpan potensi
penting bagi terwujudnya masyarakat sipil (civil society) yang dicirikan sebagai
masyarakat yang warganya (civitas pesantren atau Dayah) memiliki kemandirian
yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis
mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah sosia kemasyarakatan. Dan
inilah pilar demokrasi di negeri ini.*

Meskipun dalam perkembangannya mengalami perubahan, semestinya
kemandirian pesantren atau Dayah seperti yang telah dipraktikkan pada awal-awal
eksistensinya harus dihormati dan dijaga oleh para pihak, terutama oleh pemerintah.
Arifin menambahkan sifat kemandirian yang dinilai kreatif dari pesantren atau Dayah
harus dikembangkan dan perlu mendapat reinforcement (penguatan) moril maupun
materiil dari pemerintah, dalam arti tuntunan-tuntunan yang konstruktif. Hal ini
menyangkut kepada bentuk-bentuk usaha kemandirian yang memungkinkan dapat
dikembangkan menjadi sumber-sumber budget (anggaran pembiayaan) lebih lanjut,

seperti bimbingan kepada pengurus pesantren atau Dayah tentang usaha peternakan,

4 M. Arifin, Kapita Selekta..., 116.

4 Marzuki Wahid, “Pesantren di Lautan Pembangunanisme: Mencari Kinerja Pemberdayaan”,
Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren (Bandung: Pustaka
Hidayah, 1999), 147-148.
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pertanian, perikanan, perkoperasian dan usaha-usaha riil lainnya. Bermaksud tidak
menghilangkan semangat kemandirian dan untuk tidak melemahkan pengaruh
karismatik leadership kya atau Teungku, pesantren atau Dayah tidak perlu
dinegerikan.*®

Kemandirian Dayah sebagai sebuah institusi pendidikan seperti digambarkan
di atas, kemudian meniscayakan pola pendidikannya yang independen. Oleh karena
seluruh civitas Dayah merasa senasib sepenangungan, yang tercermin pada sikap
kesehariannya. Semangat gotong royong pada akhirnya melahirkan semangat
kebersamaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan para santri. Kebersamaan ini
pada akhirnya memupuk kemandirian para santri yang belgjar dipesantren atau Dayah
tersebut.

Dayah tradisional juga memiliki elemen-elemen pendukung seperti pesantren,
yaitu: Kyai yang disebut Teungku, pondok yang disebut rangkang, masjid, santri, dan
kitab-kitab karangan ulama terkenal. Santri yang belgar di sebuah Dayah biasanya
menetap untuk beberapa lama sampa mereka menerima ijazah kelulusan dari
Teungku. Selama menetap di Dayah, santri digjarkan untuk hidup mandiri mengurus
dirinya sendiri seperti memasak, mencuci, dan tugas-tugas lainnya.

Kemandirian yang digjarkan di sebuah Dayah bertujuan untuk mendidik santri
mampu hidup mandiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Namun dalam
perjalanan waktu, kemandirian Dayah mengalami kemunduran, baik dari segi

kemandirian Dayah dalam menghidupi Iembaganya maupun kemandirian santri

4 M. Arifin, Kapita Selekta..., 116-117.
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dalam mengurus dirinya sendiri. Kemunduran ini disebabkan karena banyaknya
intervensi dari luar baik dari segi pendanaan, kebijakan, maupun pengelolaan Dayah.
Oleh karena itu, di antara langkah yang dapat ditempuh oleh Dayah atau
pesantren untuk melestarikan dan mengaktualisasikan peran serta eksistensinya
Dayah; mereka melaksanakan dan meneruskan tadisi yang telah turun temurun,
sebagaimana yang telah diamanahkan oleh pimpinan/guru mereka, antara lain;
pertama, Dayah atau pesantren harus selalu menanamkan prinsip-prinsip
kemandiriannya kepada civitas Dayah atau pesantren dalam proses kegiatan belgar
mengajar atau kurikulumnya. Kedua, Dayah atau pesantren perlu memberikan bekal
berbagai macamlife skill (ketrampilan) kepada santri/warganya, sampai ia mampu
menerapkannya dalam keseharian. Ketiga, Dayah atau pesantren perlu memberikan
bekal pengetahuan leadership (kepemimpinan) dan mengarahkan aplikasinya saat di
Dayah atau pesantren maupun setelah terjun di masyarakat. Keempat, Dayah atau
pesantren perlu memberikan beka pengetahuan entrepreneurship (kewirausahaan)
bagi santri, agar bisa meningkatkan dergjat ekonomi diri dan lingkungannya. Kelima,
Dayah atau pesantren perlu membudayakan cara hidup yang penuh ikhtiar, tidak

mengandalkan gaya hidup yang serbainstan.

2. Dayah Sebagai Benteng M elawan Penjajahan

Zaman penjgahan Belanda dan Jepang Dayah memiliki peranan penting

dalam mengembangkan masyarakat Aceh untuk melawan Belanda dan Jepang. Hal
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ini dapat dibuktikan melalui penyebaran ideologi hikayat “perang sabi” karya Tgk.
Chik Pante Kulu. Selain Tgk. Chik Pante Kulu, lahir juga ulama Dayah yang terkenal
dalam melawan penjgjah Belanda yaitu Tgk. Chik di Tiro yang nama aslinya ialah
Muhammad Saman. Beliau sangat berpengaruh dalam perkembangan sosia politik di
Aceh pada masa itu. Setelah Tgk. Chik di Tiro meninggal dunia pada tanggal 25
Januari 1891 M, dipilinlah Tgk. Chik Kuta Karang sebagai pemimpin perang
melawan Belanda. Untuk mendapatkan dukungan dan memberikan semangat kepada
rakyat beliau menulis sebuah risalah yang berjudul Tazkiratur Rakidin (pernyataan
terhadap orang-orang yang tidak berbuat sesuatu) yang membicarakan masalah-
masalah hubungan politik dan agama.*®

Melalui risalah karangan Tgk. Chik Kuta Karang ini memberikan pengaruh
besar terhadap masyarakat Aceh dan juga ulee balang® yang dulunya bekerja pada
Belanda kemudian kembali membantu perjuangan Aceh, baik terang-terangan
maupun sembunyi-sembunyi. Dengan pengaruh risalah tazkiratul rakidin ini, rakyat
Aceh bertambah berani melawan Belanda. Hal ini dibuktikan pada bulan April 1873

penyerangan pertama Belanda dapat dipatahkan oleh perlawanan rakyat Aceh.

4 M. Hashi Amiruddin, Ulama Dayah..., 44-45.

47 Melihat secara akar kata perkataan “Ulee balang” sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Aceh
sama dengan kata “hulu balang” dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
hulu balang artinya kepala lasykar, pemimpin pasukan, kepala negeri (district), prajurit pengawal dan
polis desa (dubalang). Anton M. Moeliono dan Tim. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1990), 361.Dalam Hikayat Raja-rgja di Indonesia dan Malayu, kata hulu balang ini sering kita
jumpai. Yang dimaksud panglima tentara, yakni nama pangkat dalam jabatan ketentaraan di daerah
Aceh, Ulee balang di samping memangku jabatan panglima tentara, oleh Sultan ia diserahi tugas
mengepalai nanggroe (sekarang kabupaten) dan memimpin rakyat di daerahnya. la adalah semacam
“Sultan” atau “Raja Kecil” yang berkuasa di dalam nanggroe (kerajaannya). W.J.S Poerwadarmita.
Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional, 1972), 234.
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Bahkan salah seorang jenderal Belanda yaitu Kohler tewas dalam pertempuran
tersebut. Selanjutnya, Pada era perang Aceh banyak pemimpin Dayah menjadi
pemimpin perjuangan melawan Belanda di antaranya adalah Tgk. Chik Pante
Geulima (pengarang hikayat malem dagang). Beliau banyak mengirim muridnya
untuk melawan Belanda hingga ke Aceh Besar. Dalam perang tersebut Tgk. Chik
Pante Geulima gugur sebagai syuhada bulan Februari 1901 beserta ulama lainya,
yaitu Tgk. Chik Lueng Kubu, dan Tgk. Chik Kuta Glee.*®

Pada zaman penjgjahan Jepang, Dayah juga ikut kembali berperang dalam
upaya mengusir penjgah Jepang. Di antara ulama yang menentang kehadiran Jepang
di Aceh yaitu Tgk. Abdul Jalil yang merupakan pemimpin Dayah Cot Plieng Bireuen
Aceh Utara. Menurut beliau penjgjah Jepang lebih kejam dari Belanda. Pada tanggal
10 November 1942 terjadilah pertempuran dengan pasukan Jepang, dalam
pertempuran selama 3 hari tersebut, Tgk. Abdul Jalil dengan 109 pengikutnya gugur
sebagal syuhada, sedangkan di pihak Jepang seorang tewas dan 17 orang prajuritnya
cedera.®®

3. Dayah Sebagai Pusat Belajar |Imu Agama

Dayah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran dalam proses transfer ilmu
pengetahuan kepada masyarakat. Pada masa kesultanan Iskandar Muda (1607-1636),
terdapat 44 Syeikh yang mengajar berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat,

politik, sgarah, kesehatan, dan pertanian sebagai tambahan dari ilmu agama Islam.

48 M. Hasbi Amiruddin, Ulama Dayah..., 44-45.
49 Shabri A, dkk, Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX, Jilid I, 22.
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Sebagai contoh, kitab yang ditulis oleh Tgk. Kuta Karang yang berjudul “tal al-mulk”
yang berhubungan dengan astranomi dan pertanian. Kitab ini di cetak di Cairo dan
Makkah pada tahun 1893, yang berisikan cara-cara menghitung waktu yang cocok
dalam musim, ramal an-ramal an cuaca, pengobatan dan metode menandai waktu. *°

Menurut Amirul Hadi, pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Al-Zahir,
datang 2 (dua) orang ulama Persia ke Pasai, yaitu Qadi Sharif Amir Sayyid dari
Shiraz dan Taj Al-Din dari Isfahan. Kehadiran mereka dalam rangka diskusi
keagamaan yang dilaksanakan secara reguler di istana dan di masjid, di mana Sultan
jugaikut berpartisipasi aktif. Demikian juga pada masa pemerintahan Sultan ‘aa al-
Din, yang berasal dari Perak (berkuasa 1579-1586), seorang ulama Makkah bernama
Syeikh Abu Al-Khayr datang ke Kergjaan Aceh untuk mengajar tasawuf dan ilmu
figh. Dari Y aman datang ulama yang bernama Syeikh Muhammad Y amant, ia dikenal
sebagai seorang pakar dalam ilmu usul al-figh.>*

Selanjutnya, ulama lain yang pernah belgjar di Aceh yaitu, Syekh Muhammad
Yusuf Al-Makasari (1626-1699) sebagal ulama terkenal yang berasal dari kepulauan
Melayu. Kemudian, Syeikh Burhanuddin dari Minangkabau yang kemudian menjadi
ulama terkenal dan menyebarkan Islam dan mendirikan surau di Minangkabau. Pada
masa itu, Dayah sebaga pusat belgjar agama masyarakat telah melahirkan tokoh-
tokoh yang menjadi cendekiawan dalam berbaga bidang, dalam bidang sastra

terkenal dengan Chik di Pante Kulu, salah seorang santri Tgk. Muhammad Amin

%0 M. Hashi Amiruddin, Ulama Dayah..., 38-39.
5L Amirul Hadi, Aceh: Sgjarah, Budaya, dan Tradisi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 156-
157.
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dayah Cut Tiro, dengan karya sastranya yang sangat terkenal juga menjadi pengobar
semangat para pejuang kemerdekaan dalam mempertahankan Aceh dari penjgahan
Belanda yaitu hikayat Prang Sabi. Dalam bidang tabib, Dayah telah melahirkan
sosok Tgk. Chik Kuta Karang, yang dikenal sebagai ulama ahli pengobatan, pejuang,
dan astronomi. Salah satu karyanya dalam bidang kesehatan yaitu kitab Ar-Rahmah.
Sampal sekarang, kitab tersebut masih dipergunakan oleh tabib-tabib di Aceh. Dalam
bidang astronomi karyanya yaitu Sraj Az-Zalam F1 al Ma’rifati Sa’di wa al Nahas,
yang membahas tentang ilmu hisab dan ilmu bintang. Kitab ini dikarang atas
permintaan sultan Alaidin Ibrahim Mansyur Syah.>?

4. Dayah Sebagai Sekolah bagi Masyarakat Aceh

Peranan Dayah sebagai sekolah bagi masyarakat telah melahirkan pemimpin
yang mampu mengabdi kepada masyarakat dan berfungsi sebaga penasihat,
pembimbing, dan membantu jalannya pendidikan. Di Dayah juga digarkan
keterampilan atau skill tertentu kepada santrinya. Menurut Mujamil Qamar, pesantren
memiliki peran penting dalam masyarakat, yaitu:

1. Sebagai pusat berlangsungnyatransmisi ilmu-ilmu Islam tradisional;
2. Sebaga penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam tradisional;

3. Sebagal pusat reproduks ulama;

52 M. Hashi Amiruddin, Ulama Dayah..., 41-44.
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4. Sebagai pusat penyuluhan kesehatan, pengembangan teknologi tepat guna
bagi masyarakat pedesaan, usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian

lingkungan hidup dan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.>

Kemampuan pesatren bukan sgja pada pembinaan pribadi muslim, malainkan
pada usaha perubahan dan perbaikan kemasyarakatan dalam menghadapi setiap
tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang bermasyarakat. Guru/kiyai berperan
tempat bertanya, orang tua, tempat di mana santri mengadu, terutama jika santri
mempunyai masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kedudukan
guru/kiyal sebagal orang tua yang dianggap dapat memecahkan masalah secara bijak,
tampaknya tidak hanya menyangkut masalah santri sebagai individu, tetapi juga
masalah yang menjadi antar santri.>*

Pesantren/Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia telah
menunjukkan kemampuannya dalam mencetak kader-kader ulama dan telah berjasa
turut mencerdaskan masyarakat Indonesia. Selain tugas utamanya mencetak kader
ulama, Dayah telah menjadi pusat kegiatan pendidikan yang telah berhasil
menanamkan semangat kewiraswastaan. Dayah dikenal sebagai |lembaga pendidikan
yang memiliki misi untuk membebaskan santri dari belenggu kebodohan yang selama
ini menjadi musuh dari dunia pendidikan secara umum. Pada tataran berikutnya,
keberdayaan para santri dalam menguasai ilmu pengetahuan dan keagamaan akan

menjadi bekal mereka dalam berperan serta dalam proses pembangunan yang pada

53 Mujamil Qamar, Pesantren dari..., 25-26.
> Sindu Galba, Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 64.
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intinya tiada lain adalah perubahan sosial menuju terciptanya tatanan masyarakat
yang lebih sempurna.

Pesantren/Dayah sudah memainkan peran penting dalam setiap proses
pel aksanaan pembangunan bangsa. Para teungku/ulama yang selamaini menjadi figur
dalam masyarakat dan bukan sagja sosok sebagai guru tetapi senantiasa peduli dengan
lingkungan sosial masyarakat sekitarnya. Guru/kiyai memiliki komitmen turut
melakukan gerakan transformasi sosiad melalui pendekatan keagamaan. Pada
esensinya, dakwah yang dilakukan guru/kiyai sebaga medium transformasi sosial
keagamaan yang diorientasikan kepada pemberdayaan kognitif masyarakat.>®
Pesantren/Dayah di samping berperan sebaga pusat dakwah, dan pusat
pengembangan juga merupakan agen pemberdayaan masyarakat bermoral dan
beretika yang mampu membina santri dalam menimba ilmu agama dan menanamkan
budi pekerti.

Secara praktis, sistem pendidikan pada pesantren/Dayah merupakan pola
pendidikan yang sangat konsen dalam pengembangan pendidikan karakter. Dalam
bahasa pesantren/Dayah, karakter yang lebih popular disebut dengan istilah al-akhlaq
al-karTmah merupakan tujuan utama penyelenggaraan pendidikan. Bahkan, al akhlaq
al-karimah menjadi variabel terpenting dalam pola pendidikan yang dikembangkan di
pesantren/Dayah. Karena itu, dalam lingkungan pesantren/Dayah, guru/kiyai

berperan mengawasi perilaku santri selama 24 jam.

55 M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren (Jakarta: Diva Pustaka,
2005), 10-11.
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Pendidikan karakter pada Dayah saafi diaplikasikan dalam bentuk budaya
ikhlas, kesederhanaan, kemandirian, gotong royong, mempertahankan kearifan
budaya lokal, ukhuwah Islamiyyah (persaudaraan), ukhuwah wasataniyyah
(persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyyah (persaudaraan sesama
manusia). Dayah salafi memiliki prinsip selalu mengedepankan budi pekerti tinggi
(al akhlag karimah), berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, mengajarkan nilai-
nilai kebenaran universal berupa tasamuh (toleransi), tawassuth (moderat), dan
tawazun (berimbang).

Dewasa ini, kiprah pesantren/Dayah semakin jelas dan banyak membuahkan
hasil, hal ini terlihat dengan banyaknya santri-santri yang belgjar di pesantren/Dayah.
Pesantren/Dayah sangat mendukung program pemerintah dalam mennggulangi
tindakan kriminal dalam masyarakat. Pemerintah melalui Badan Dayah Provinsi
Aceh sangat besar perhatiannya terhadap kelangsungan pendidikan pesantren/Dayah,
hal ini terlihat dengan banyaknya bantuan untuk Dayah-Dayah yang ada di Aceh. Di
samping, adanya bantuan dana, Badan Dayah Provins Aceh juga mengadakan
seminar-seminar tentang Dayah dan pengembangan pendidikan dan pengagjaran
Dayah yang meliputi pengembangan kurikulum Dayah.

Itulah beberapa dinamika perubahan yang terjadi pada Dayah-dayah di Aceh,
walaupun tidak signifikan perubahannya. Namun disana-sini terjadi perubahan dan
dinamika dalam pelaksanaan maupun proses lainnya dalam pengembangan institusi
Dayah yang masih bersifat tradisional atau dikenal dengan istilah lainnya dengan

pasantren sal afi.
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Memang kalua kita lihat secara detil dan terinci tidak banyak terdapat
perbedaan dari masa awal sampa masa kontemporer saat ini. Dayah salafi tetap
mempertahakan pola-pola yang telah digariskan oleh guru (guree = Bahasa Aceh)
dalam penyelenggaraan dan pengembangan sebuah Dayah. Para penerus sangat
amanah dalam mempertahankan tradisi yang berlaku pada masa gurunya, kemudian
diteruskan oleh penerus selanjutnya.

Di sisi lain, ada banyak juga terjadi perubahan pada Dayah-dayah tradisional,
misalnya saja mereka menjadikan Dayah yang dulunya bersifat salafi/tradisional
menjadi sebuah pasantren yang berbentuk boording, ada keinginan pemimpinnya
untuk mengikuti perkembangan dalam berbagai bidang sesuai dengan perkembangan
zaman.

Namun, perlu ditegaskan bahwa yang menjadi bidikan dalam kagjian ini adalah
pasantren-pasantren atau Dayah-dayah beserta Teungku-teungku Dayah yang masih
kental dengan tradis salafinya atau tradisionalnya, sedangkan pasantren-pasantren

yang sudah boording tidak menjadi bidikan dalam kajian ini.

C. TEUNGKU DAYAH DALAM PUSARAN DINAMIKA POLITIK

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem otonomi daerah mengakui
dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan

pemerintahan daerah bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus.
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Pemberian otonomi khusus atau daerah istimewa ini sesungguhnya merupakan
bentuk desentralisasi asimetris sebaga pola relasi unik antara pemerintah pusat dan
daerah karena sebab-sebab khusus. Sebuah daerah menerima mwewenang, lembaga,
dan keuangan yang berbeda dengan daerah lain. Desentralisasi asimetris lahir dengan
asumsi karakteristik Indonesia yang beragam akan sulit hanya diwadahi dengan satu
pola pusat-daerah. Hal inilah yang melahirkan adanya otonomi khusus di Aceh,
Papua, DK Jakarta, dan Y ogyakarta.

Aceh sebagal daerah provins merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh
terakhir diberikan melaui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh. UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota
Kesgpahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan
Aceh Merdeka yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu
bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan
politik di Aceh secara berkelanjutan.

Aceh dan Papua adalah dua wilayah yang mendapatkan otonomi khusus
dengan didasarkan atas pertimbangan adanya konflik dan separatisme, sementara
pertimbangan kultural untuk Yogyakarta, dan sebagai ibu kota negara untuk DKI

Jakarta. Untuk wilayah yang mendapatkan otonomi khusus dengan pertimbangan
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bekas wilayah konflik dan separatis seperti Aceh dan Papua, pemberian otonomi
khusus juga dibarengi dengan pengucuran dana otonomi khusus yang jumlahnya
tidak kecil.>® Ini sebagai cara politis pusat untuk “membeli loyalitas” wilayah konflik
dan bekas separatis.

Seluruh elemen masyarakat tentu sepakat, menindak lanjuti MoU Helsinki
2005 maka UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan titik pijak
menciptakan Aceh yang sejahtera. Tak ada lagi yang menginginkan kondisi sebelum
UUPA. Dengan pemahaman ini maka otonomi khusus Aceh semestinya tidak lagi
bersifat darurat, tetapi harus digeser ke semangat pendekatan peningkatan
kesgahteraan. Namun, telah lebih dari enam tahun berlalu kita menyaksikan
pel aksanaan otonomi khusus kurang berjalan sesuai dengan harapan. Kita mendapati
secara ekonomi pembangunan belum berjalan maksima dan kesgahteraan rakyat
secara umum belum mengalami peningkatan. Sementaraitu, secara politik, kita dalam
beberapa waktu belakangan ini justru disuguhi dengan berbagai aksi kekerasan dan
konflik di bumi Aceh.

Euphoria politik seputar pemilihan umum dan Pilkada merupakan salah satu
hal yang begitu dinikmati rakyat Aceh pasca-MoU Helsinki dan diberlakukannya
UUPA 2006, tetapi dari situ pulaah kerumitan politik bertambah dan dinamika

konflik internal bagaikan menemukan momentum. Kecuali masih terdapatnya

% Dana Otsus dikucurkan selama 20 tahun. Untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke-15 besarnya
setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun ke-16 sampai tahun ke-
20 besarnya setara dengan 1% plafon Dana Alokass Umum Nasional. Ini dijelaskan pada Pasal 183
ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
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perbedaan politik yang cukup tagjam antara Aceh dengan wilayah-wilayah sebelah
tengah dan selatan, dinamika politik di Aceh agak diperkompleks lagi dengan
munculnya friks internal mantan GAM. Perpecahan sesama mantan GAM
merupakan fenomena yang begitu menguras perhatian dan ketegangan semenjak
pertengahan 2011 hingga tahun 2012. Fenomena tersebut terkait erat dengan
persaingan menjelang Pilkada 2012 yang di dalamnya banyak dinamika yang
dimainkan oleh Teungku-teungku Dayah.

Teungku Dayah yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan rangkaian
evolusi upaya politik. Posis Teungku secara keseluruhan mempunyai arti penting
yang sangat signifikan dan konstruktif dalam aspek yang cukup besar antar
komponen masyarakat Aceh secara keseluruhannya tidak terkecuali dalam dinamika
perpolitikan.

Tidak sedikit Teungku-teungku Dayah yang terkenal baik dari segi
keilmuannya juga dari sumbangsihnya kepada negara. Banyak Teungku-teungku atau
ulama-ulama Aceh yang syahid, gugur dimedan perang melawan penjajah, membela
negara dan tanah air, seperti Teungku Chik di Tiro, Teungku Chik KutaKarang, dan
Teungku Fakinah. Mereka ini adalah insan pilihan yang merupakan hasil dari Dayah.
Kebanyakan dari Dayah di Aceh masih dikelola oleh seorang pimpinan Dayah, yaang
bila sudah wafat kemudian digantikan oleh pimpinan yang lain setelahnya, biasanya
digantikan oleh anak-anak dari pimpinan Dayah tersebut, atau juga dapat digantikan

oleh menantu dan mungkin juga kerabat yang lain. Ini dikarenakan Dayah di Aceh
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kebanyakannya milik pribadi seseorang pimpinan Dayah, Y ayasan, atau milik orang
lain yang dikelola oleh seorang Teungku Chik atau Abu Pimpinan Dayah.

Para pimpinan Dayah ini umumnya berperan ganda, selain sebagal seorang
pimpinan Dayah, dia juga seorang ulama yang membimbing dan mengawal
masyarakat. Sejak dulu, yang disebut sebagai ulama adalah para orang ‘alim yang
memiliki kecakapan dalam bidang ilmu agama, memahami kitab kuning, biasanya
dengan ciri fisik yang khusus, mengenakan pakaian Jubah dan surban atau memakai
sarung dan kupiah serta ridak, Ciri fisik ini berbeda menurut tempat atau daerah.
Umumnya Teungku di Aceh yang berlatar Dayah memakai sarung, kupiah dan ridak,
sertamemiliki kharisma dan menjadi spirit bagi masyarakat.

Akhir-akhir ini defnisi ini masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat,
walaupun pengertian tersebut telah bergeser ke pengertian yang lebih luas, orang
yang memilki kedalaman ilmu agama yang berlatarkan pendidikan modern, yang
memiliki latar belakang pendidikan agama dari institusi formal seperti IAIN, UIN,
Universitas al-Azhar Cairo, Universitas di Madinah dan Universitas Timur tengah
lainnya. Mereka biasanya tidak terikat dengan cirri fisik sebagaimana para alumni
Dayah. Selain memiliki kedalaman ilmu agama, mereka juga dapat menerima
perubahan dan membaur dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknol ogi.

Dalam catatan segjarah, di Aceh terdapat dua corak pemimpin masyarakat
daam hal keagamaan, yaitu Uleebalang dan alim Ulama. Kelompok pertama

berkuasa secara formal sesudah Belanda menjgah Aceh, karena itu ditakuti.



171

Kelompok kedua merupakan pemimpin Informal yang terangkat karena
kemampuannya akan penguasaan keagamaan Islam.

Dalam masyarakat Aceh, para Teungku menduduki tempat yang terhormat
dalam pandangan masyarakat dengan dipatuhi dan ditaati. Fatwa-fatwa mereka lebih
ditaati ketimbang perintah-perintah penguasa. Ulama, lebih-lebih yang mempunyai
Dayah, merasa lebih bertanggung jawab untuk memantapkan garan agama Islam
dikalangan masyarakat. Melalui anak didiknya, mereka menyebarkan pengetahuan
agama ke sduruh penjuru pelosok Aceh, bahkan Nusantara. Para ulama
berpandangan jauh ke depan menanggapi ketimpangan-ketimpangan pengamalan dan
pengalanan agama secara serius. Mereka merasa terpanggil untuk berjuang
mengatasinya. Namun, mereka mendapat tantangan dari pemerintah Belanda yang
tidak menyukai rakyat menjadi cerdas dan bersatu. Ditambah pula dengan nasehat
Snouck Hurgronye kepada pemerintahan Belanda untuk selalu mewaspadai para
ulama: "Djangan mentjoba-tjoba mengadakan perundingan dengan musuh yang
aktif, terutama djika mereka terdiri dari para Ulama. Sebab kejakinan merekalah
jang menjuruh mereka melawan Belanda. Terhadap mereka haruslah pelor jang
berbicara."®’

Aceh dalam sgjarahnya juga pernah tumbuh menjadi salah satu kergjaan Islam
terbesar di Nusantara. Puncak kejayaan dan kemajuan peradabannya adalah pada
awa abad ke-16 M di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M).

Anthony Reid, pakar sgarah dan sosial Indonesia, menyatakan bahwa capaian

5" Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad, Jilid pertama (Medan: tp., 1961), 568.
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keemasan peradaban kergjaan Islam Aceh Darussalam ketika itu tidak terlepas dari
peran Ulama yang telah memberikan konstribusinya terhadap pengembangan ilmu
pengetahuan yang menunjang timbulnya kemajuan peradaban.® Hal ini berlaku
dalam segala cabang kehidupan. Segala sistem kemasyarakatan tidak boleh
berlawanan dengan gjaran Islam.

Berdasarkan hal itu, Aceh dianugerahi status ‘Daerah Istimewa’, dengan
otoritas otonomi penuh dalam pengelolaan keagamaan, pendidikan dan adat pada
tahun 1959 oleh Pemerintah RI.>® Bagi rakyat Aceh, peran serta ulama dalam
pemerintahan sangat penting. Karena sistem kemasyarakatan di Aceh menganut
religio-politik antara Sultan sebagal penguasa dan ulama sebagai penentu ideologi
keagamaan. Upaya tersebut untuk menjamin tegaknya stabilitas dan kebebasan dalam
masyarakat yang merupakan kesatuan sistem yang padu.®® Menurut pendirian Rasyid
Ridha, pembaharuan hukum Islam memerlukan pemerintahan Islam, bagi
memulihkan kedudukan khilafat, sistem politik Islam yang sebenar-benarnya
berdasarkan konsultasi antara khalif dan ulama.®

Pada saat ini Teungku Dayah telah mengambil bagian yang menetukan dalam
berbagai instansi pemerintahan pada umumnya, dan terkhusus dalam perpolitikan.

Dengan terbentuknya beberapa partai politik lokal yang pada umumnya sebagai ketua

% Anthony Reid, The Contest for North Sumatra Acheh, The Netherland and Britain 1858-1898
(Oxford: University Press, 2007), 3.

%9 Eric Eugene Morris, Isam and politics ini Aceh: A study of center-periphery relation in Indonesia,
Disertasi, Cornell University (1983), 276-281.

80 Y usuf Qardhawi, Menuju pemahaman Islam yang Kaffah (terj.) Abdullah (Jakarta: InsanCemerlang,
2003), hal. 84; juga dalam Edward Aspinall, Islam and Nation, Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia
(Singapore: National University of Singapore Press, 2009), 76.

61 John L. Esposito, Islam dan Politik (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 86.
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partai itu berasal kalangan Teungku Dayah. Terutama setelah terjadinya perdamaian
antara Aceh dan pusat, implementasi yang bisa kita lihat adalah terbentuknya partai
politik lokal dalam kontes pemilihan kepala daerah dan anggota dewan legidatif. Di
sini banyak dari kalangan Teungku Dayah yang mengambil posisi dan membina
organisas kedayahan. Dari itu keberadaan Teungku Dayah dalam pusaran
perpolitikan di Aceh sudah berlangsung lama dan juga mengalami pasang surut dalam
perjalanannya.

Saat ini Teungku Dayah berkiprah dalam bidang politik, yang ditandai dengan
terlibatnya dalam partai politik, baik lokal maupun nasional. Bahkan ada juga
Teungku Dayah yang menjadi anggota dewan baik kota maupun daerah. Seperti
Teungku Marwan sebagai pimpinan Dayah Al-Fata Kayee Kunyet yang menjadi
salah seorang nara sumber dalam penelitian ini. Teungku Marwan saat ini juga
menjabat sebagal salah seorang anggota dewan di Kabupaten Aceh Besar.

Pada Pilpres 2019 yang lalu, para Teungku juga mengambil kesempatan dan
keterlibatan dalam politik, salah satu yang dilansir oleh JPPN.com dengan judul
“Ulama Aceh Berharap Jokowi-Ma’ruf Amin menang Pilpres 2019”. Para ulama dari
Privinsi Aceh bertemu presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Selasa
(5/3/2019). Usai pertemuan itu mereka terang-terangan menyampaikan harapannya
untuk kepemimpinan Presiden ketujuh RI tersebut ke depan.

Dalam kesempatan tersebut juga pimpinan Dayah Ummul Ayman Samalanga,
Teungku H. Nuruzzahri Yahya usal pertemuan terbatas itu juga menyampaikan

bahwa para Ulama Aceh memandang program Jokowi yang telah dan akan dikerjakan
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menguntungkan umat dan pondok pesantren. Di sisi lain, Jokowi sedang menghadapi
banyak hoaks dan fitnah. Hal itu tidak sgja merugikan Jokowi, tapi juga bisa
memecah belah ummat.®? Oleh karena itu para ulama Aceh meminta Jokowi untuk
bersabar dan tabah, dengan tetap melanjutkan program-program yang belum
didelesaikan, begitu disampaikan oleh oleh Teungku Nuruzzahri, yang biasa di sapa

dengan Waled Nu.

82 https://www.jpnn.com/new/ulama-aceh, di akses 6 November 2020.



BAB IV
PANDANGAN TEUNGKU DAYAH TERHADAP KEUCHIK PEREMPUAN
DI ACEH BESAR
A. Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dan Politik dalam Bentuk

Jabatan Keuchik di Kabupaten Aceh Besar

Seperti telah pendliti jelaskan pada pendahuluan, pada akhir tahun 2017,
terpilih dua orang Keuchik perempuan di Aceh Besar yaitu Cut Zaitul Akmal di
Gampong Seuneubok Kecamatan Seulimuem dan Ulyani di Gampong Miruk Taman
Kecamatan Darussalam, tentu jumlah ini sangat kecil jikadibandingkan dengan jumlah
Gampong di Kabupaten ini yaitu sebanyak 604 Gampong.

Sebagaimana yang telah paparkan juga di atas tentang keadaan geografis dan
demografis wilayah Kabupaten Aceh Besar bahwa sebuah Kabupaten yang langsung
berhampiran dengan Ibu Kota Provinss Aceh, namun jika juga dilihat secara
keseluruhan bahwa dalam tingkat Provins juga jumlah perempuan yang menduduki
jabatan Keuchik dalam sebuah Gampong di Aceh masih sangat minim dan bisadihitung
paka jari. Padalah secara dstatistik Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/Kota, 289
K ecamatan dan 6.497 Gampong/Desa.!

Dari data statistik di atas idealnya ada sgumlah perempuan yang menjadi
pemimpin ditingkat Gampong (Keuchik/Kepala Desa), namun kenyataannya

sebaliknya. Dengan munculnya dua orang Keuchik perempuan dalam dua Gampong di

1 BPS Provinsi Aceh, 2018.
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dua Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar menjadi sebuah fenomena yang
menarik untuk di kaji secara ilmiah, sebagaimana telah dijelaskan pada bab di atas.
Berikut penjelasan dan pemaparan data sesuai dengan prosedur kgjian ilmiah dalam
tulisan ini, yaitu terkait dengan pertanyaan penelitian tentang faktor munculnya
kepemimpin perempuan dalam jabatan Keuchik dalam pandangan Teungku Dayah,
yang kreterianya sudah dibagi ke dalam dua katagori yaitu Teungku Dayah yang
termasuk dalam katagori Teungku Dayah Tradisional dan katagori Teungku Dayah
modern, yang akan disgikan dari hasil penjgakan di lapangan dan bahan referensi
lainya adal ah sebagal berikut;

1. Faktor Munculnya Kepemimpinan Perempuan Menurut Teungku Dayah

Katagori Modern

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti 1akukan terkait dengan faktor
muncul nya kepemimpinan perempuan dalam jabatan Keuchik menurut Teungku Dayah
katagori modern ditemukan bahwa;

a. Faktor kemajuan zaman

Perkembangan dan kemagjuan suatu zaman adalah suatu keniscayaan, pada
kenyataannya, kemajuan teknologi tidak dapat dibendung karena seiring berjalannya
waktu teknologi akan berkembang mengikuti zaman. Globalisasi, kemaguan [Imu
pengetahuan, Informasi dan teknologi, dan kemampuan manusia dalam mengambil
pilihan dan menciptakan kredtifitas. Seiring dengan perkembangan zaman tersebut

teknologi informasi juga ikut berkembang pesat. Salah satu kemajuan teknologi
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informasi adalah dengan adanya internet. Adanya internet memudahkan mengakses
sumber informasi yang ada di seluruh dunia.

Sebagai mana yang disampaikan oleh Teungku Faisal Aly, pimpinan Dayah Al-
Aziziyah Sibreh, Aceh Besar, menyatakan bahwa munculnya dua Keuchik perempuan
dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar salah satu faktornya adalah kemajuan zaman.
Saat ini semua informasi sudah bisa diakses dengan sangat cepat. Apapun bisa
didapatkan dalam waktu yang singkat, dengan kemajuan dibidang teknologi informasi
ini semua lini kehidupan sudah terbuka lebar untuk diakses, tidak terkecuali dengan
pergerakan yang terjadi di daerah-daerah yang jauh dari perkoataan, kalau akses
internya tersedia maka informasi apapun bisa dinikmati oleh semua lapisan
masyarakat.? Teungku Faisal Aly juga menambahkan bahwa Interaksi sosial dan
perkembangan kebudayaan senantiasa mengalami  perubahan  berdasarkan
perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan manusia. Begitupun terpilihnya dua
perempuan sebagai Keuchik di dua Gampong tersebut menunjukkan bahwa adanya
sebuah pembaharuan pemikiran yang patut disyukuri, sebab belakangan kita melihat
perempuan menjadi suatu keanehan bila menjadi Keuchik dalam sebuah Gampong di
Aceh. Namun kini sudah ada dan nyata kita lihat bahwa perempuanpun dapat menjadi
Keuchik.?

Apa yang disampaikan oleh Teungku Marwan bahwa kemaguan zaman juga

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terpilihnya dua Keuchik perempuan di

2 Teungku Faisal Aly, Wawancara, Aceh Besar, 9 September 2019.
3 Ibid.
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Aceh Besar. Teknologi informasi terbuka lebar, media socia sangat gencar dan
berkembang pesat menyebabkan terbuka dan mudahnya segala bentuk pengetahuan
bisa didapat.*

Teungku Muhammad Jazuli juga mengatakan bahwa zaman sekarang sudah
terbuka luas dengan akses informasi yang sangat cepat, kemajuan dan keterbukaan ini
menjadi salah satu peluang untuk perempuan dalam berkiprah diberbagai sektor
kehidupan tidak terkecuali dengan peluang yang bisa diperankannya yaitu sebagai
Keuchik di Gampong, yang harus kita akui bahwa itu suatu posisi yang masih sangat
langka dalam masyarakat kita (Aceh).

Teungku Abdul Razak, pimpinan Dayah Daruzzahidin Lam Ateuk, Kuta Baro
Aceh Besar, megemukakan bahwa faktor yang melatar belakangi munculnya
kepemimpinan perempuan di ruang politik dan publik, khususnya padajabatan Keuchik
di Aceh Besar merupakan suatu kemajuan yang patut dihargai. Keterbukaan informasi
yang didukung oleh media yang canggih dan cepat telah membuka kesempatan
terhadap perempuan untuk bersempatan menduduki jabatan Keuchik.®

Teungku Qusayein’ pimpinan Dayah Darul Ihsan Kreung K alee Siem Darussalam,
Teungku Saifuddin® pimpinan Dayah Al Falah Abu Lam U Ingin Jaya, dan Teungku

Fakhruddin Lahmuddin® pimpinan Dayah Teungku Chiek Umar Dian Indrapuri,

4 Teungku Marwan, Wawancara, Aceh Besar, 2 September 2019.

5 Teungku Muhammad Jazuli, Wawancara, Aceh Besar, 5 September 2019.

6 Teungku Abd. Razak, Wawancara, Aceh Besar, 19 September 2019.

7 Teungku Qusayein, Wawancara, Aceh Besar, 10 September 2019.

8 Teungku Saifuddin, Wawancara, Aceh Besar, 12 September 2019

% Teungku Fakhruddin Lahmuddin (Pimpinan Dayah Cheik Umar Dian), Wawancara, Aceh Besar, 10
September 2019.
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menuturkan hal yang sama bahwa salah satu faktor munculnya kepemimpinan
perempuan di ranah politik disebabkan oleh kemajuan zaman yang ditandai dengan
pesatnya perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi.

Seorang tokoh komunikasi, Everett M. Rogers menjelaskan ada empat kategori
media yang berkembang di tengah masyarakat yang disebutnya sebagai New
Communication Technology, yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu
media tulisan (writing), media cetak (printing), media telekomunikas
(telecommnication), dan media komunikasi interaktif (interactive communication).°

Apa yang disampaikan oleh Rogers di atas, dalam konteks terpilihnya dua
orang Keuchik perempuan itu, setidaknya menyadarkan kita bahwa kemajuan zaman
yang sedang kita nikmati saat sekarang ini adalah suatu kenyataan yang tak dapat
dipungkiri.

b. Faktor kesempatan memperoleh pendidikan

Secara normatif setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh pendidikan, dengan tanpa membedakan status sosial ekonomi dan jenis
kelamin. Deklaras duniahak-hak asasi manusia menyatakan bahwa pendidikan adalah
hak setiap orang.!! Demikian jugadi dalam konstitusi nasional, yakni UUD 1945 pasal
31 ayat 1 dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.”

Daam UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 7 disebutkan

10 Everett M. Rogers, Communication Technology, The New Media in Society (London: The Free Press
Collier Macmillan Publisher, 1986), 27-30.
11 United Nation, 1948
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bahwa kesempatan pendidikan pada setiap suatu satuan pendidikan tidak membedakan
jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi,
dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.*?> Namun
dalam jaminan normatif diatas, tidak serta merta terepresentasikan dalam tataran
empiris. Terbukti, perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan lebih kecil
dibanding laki-laki.

Petikan wawancara dengan Teungku Faisal Aly, diakui bahwa faktor
kesempatan mendapatkan pendidikan bagi semua warga negara baik laki-laki maupun
perempuan adalah sama dan sudah membuka kesempatan bagi perempuan untuk
mengaktualisasikan diri dalam berbaga bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
Namun, masih juga didapati perempuan tidak mendapatkan perlakuan yang sama
dalam mendapatkan pendidikan, misalnya sgja masih banyak masyarakat yang
menutamakan pendidikan bagi anak laki-laki ketimbang anak perempuan, karena
sebagian masyarakat masih diliputi dengan tradisi “setinggi-tingginya perempuan
menuntut ilmu dan punya pengalaman segudang, pada akhirnya tetap perempuan
tugasnya di dapur, sumur dan kasur”.*3

Teungku Saifuddin menjelaskan bahwa; aum perempuan juga sudah mendapat

kesempatan menuntut ilmu pengetahuan, ini merupakan suatu faktor penentu bagi

12 Undang-Undang Dasar 1945.
13 Teungku Faisal Ali, Wawancara, Aceh Besar, 9 September 2019.
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terwujudnya suatu kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di ruang
politik tidak terkecuali dengan dua Keuchik di atas.**

Tgk Qusaiyein juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Teungku Saifuddin
dan juga Teungku Faisal Aly, bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan bagi laki-
laki dan perempuan tidak adalagi perbedaan, artinya kesempatan untuk menuntut ilmu
pegetahuan bagi laki-laki dan perempuan samasaja, faktor inilah yang menjadi penguat
dan pendukung secara privas bagi perempuan dalam menentukan pilihannya,
walaupun dalam kenyataan sehari-hari masih kita dapati sikap masyarakat yang
menomor duakan perempuan dalam meraih kesempatan mendapatkan pendidikan.*®

Petikan wawancara dengan Teungku Abd. Razak, kesempatan yang sudah
dikuatkan secara undang-undang dalam hal mendapatkan kesempatan pendidikan yang
tidak timpang antara laki-laki dan perempuan sudah lama didengungkan. Namun,
dalam pelaksanaannya dilapangan masih sgja dan bahkan kerap kita jumpai
diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi jika dilihat dua puluh...tiga puluh tahun
kebelakang dan dibandingkan saat ini sudah terlihat jelas ketimpangan tersebut terus
berkurang.'®

c. Faktor perintah undang-undang

14 Teungku Saifuddin, Wawancara, Aceh Besar, 12 September 2019.
15 Teungku Qusayein, Wawancara, Aceh Besar, 10 September 2019.
16 Teungku Abd. Razak, Wawancara, Aceh Besar, 19 September 2019.
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Pemerintah sudah mengatur semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga
negara berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Begitupun
dengan aturan pemilihan kepala desa/fGampong (di Aceh).

Petikan wawancara dengan Teungku Marwan; dijelaskan bahwa saat ini
perempuan sudah dapat mencalonkan diri untuk naik sebagai pemimpin khususnya
untuk jadi Keuchik di Gampong, aturan yang berlaku juga sudah berubah yaitu sudah
diatur oleh undang-undang, misalnya saja bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama
mempunyai hak dipilih dan memilih.'’

Menerapkan sistem pemilihan Keuchik berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang telah diterapkan pada setiap Kabupaten dan Kota di Aceh, bagi
Gampong yang menerapakan aturan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tidak
tertutup kemungkinan dan memberi peluang bagi perempuan untuk mau dan terpilih
sebagai Keuchik. Namun, disebabkan masyarakat kita yang kebanyakan masih kurang
pengetahuan dan pengalaman yang disebabkan oleh berbagai faktor, menyebabkan
tidak banyak keterwakilan perempuan diberbagai jabatan baik ditingkat Gampong
maupun jabatan lainnya di pemerintahan secara keseluruhan.*®

Teungku Fakhruddin Lahmuddin, penetapan undang-undang pemerintahan yang
sudah mejawibkan melaksanakan pestademokrasi di tingkat Gampong yaitu pemilihan

Keuchik langsung (pilchiksung), yang di dalam kepesertaannyaitu tidak dibatasi untuk

17 Teungku Marwan, Wawancara, Aceh Besar, 2 September 2019.
18 Teungku Faisal Ali, Wawancara, Aceh Besar, 9 September 2019.
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laki-laki sgja dalam mencalonkan diri sebagai Keuchik akan tetapi perempuanpun
diberikan kesempatan sel uas-luasnya untuk maju sebagai Keuchik.*®

Akan tetapi, kesempatan secara perundang-undangan yang telah diberikan tersebut
tidak serta-merta bagi kaum perempuan dapat maju dalam pesta demokratis semacam
pemilihan Keuchik di tingkat Gampong, dikarenakan budaya yang masih kental, di
mana perempuan masih dianggap tabu bila menjadi seorang Keuchik.?

Teungku Abd. Razak serta kesadaran warga masyarakat terhadap aturan dan
perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjadikan sebuah
acuan dalam penyelenggaraan sebuah even, tidak terkecuali dengan even yang
diselenggarakan di tingkat Gampong semisal dalam pesta Pilchiksung. Ini salah satu
faktor yang dapat membawa perempuan menjadi Keuchik dalam Gampong.*

d. Faktor ekonomi

Kaau dilihat dari kekuatan yang dimiliki oleh kedua Keuchik perempuan
sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah kuatnya ekonomi, di mana kedua
Keuchik mempunyai usaha yang banyak mempekerjakan warga Gampongnya
Misalnya sgja Keuchik Cut Zaitul Akmal di Gampong Seuneubok memiliki dua unit
swalayan. Begitu juga dengan Keuchik Ulyani, memiliki Bank Perkreditan yang sudah

banyak membantu warga setempat untuk modal usaha.??

19 Teungku Fakhruddin Lahmuddin (Pimpinan Dayah Cheik Umar Dian), Wawancara, Aceh Besar, 10
September 2019.

2 Teungku Fakhruddin Lahmuddin (Pimpinan Dayah Cheik Umar Dian), Wawancara, Aceh Besar, 10
September 2019.

2L Teungku Abd. Razak, Wawancara, Aceh Besar, 19 September 2019.

2 Observasi Maret 2019
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Sebagaimana disampaikan oleh Teungku Faisal Aly bahwa faktor ekonomi
merupakan salah satu faktor untuk menuju kursi nomor satu di Gampong, di mana
tanpa disadari masyarakat membutuhkan uluran tangan dan bantuan secara materil, apa
yang terlihat dari kedua Keuchik tersebut mereka memiliki kekuatan ekonomi yang
memadai. Contohnya Keuchik Ulyani mempunyai usaha kelontong dengan sederetan
ruko yang dimilikinya. Ruko-ruko tersebut dipekerjakan masyarakat Gampongnya
baik laki-laki maupun perempuan.?®

Teungku Qusayein juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Teungku
faisal Aly di atas, bahwa kedua K euchik tersebut mempunyal kekuatan ekonomi yang
sangat memadai, sehinggamau tidak mau warga Gampong mengakuinya sebagai sosok
yang handal dan banyak warga yang terbantu dengan keberadaannya.?*

Begitupun pengakuan Teungku Saifuddin bahwa kekuatan ekonomi bagi
perempuan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengarui warga. Warga
Gampong yang dipimpin oleh kedua Keuchik perempuan tersebut menaruh harapan
dan bahkan sering terbantu oleh keberadaannya. Paling tidak di saat pelaksanaan
kegiatan sosial keagamaan dalam Gampong para perempuan ini sebel umpun men;jabat
sebagai Keuchik mereka kerap kali membantu. Misalnya sgja; jika sampai perayaan
maulid yang tradisinya masih sangat kental di Aceh, mereka menyumbang secara

pribadi, karena memang secara ekonomi mampu dan tidak seberapa jika menyumbang

2 Teungku Faisal Ali, Wawancara, Aceh Besar, 9 September 2019.
% Teungku Qusayein, Wawancara, Aceh Besar, 10 September 2019.



185

sampai dalam nominal lima sampai sepuluh juta rupiah, seperti yang sering dilakukan
oleh Bunda Ulyani (panggilan untuk Keuchik di Gampong MirukTaman).?®
Warga Gampong Miruk Taman kebanyakan bekerja pada pabrik batu bata, baik
yang dikelola secara pribadi maupun kelompok. Mata pencaharian lainnya seperti
dagang, pertanian/menggarap sawah serta peternakan. Pada umumnyawargadi sini di
bantu modal usaha oleh Bu Ulyani, dengan pengembalian cicilan tanpa bunga
sepersenpun. Bantuan modal usaha ini diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan
dan sangat membantu untuk pengauatan ekonomi keluarga.?®
Petikan wawancara dengan Teungku Marwan,

“peng limong juta...siploh juta bagi Bunda Ul paduplah..., lee that awak

Gampong nyen geu bantu, peu awak inong atau awak agam, awak Gampong

Miruk nyan ka meningkat taraf hudep keluarga. (uang lima juta...sepuluh juta

berapalah..., pada umumnya warga dibantu, baik laki-laki maupun

perempuan, keluarga-keluarga Gampong Miruk Taman taraf hidupnya sudah

meningkat/baik) 2

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dilakukan terus-menerus
yang dapat mengkibatkan suatu perubahan perekonomian kearah yang lebih balk.
Partisipasi perempuan di bidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya
kesgjahteraan. Pastinya saat membicarakan perekonomian tentu sgja membicarakan
perempuan juga. Dimana perempuan merupakan agent of development yang perannya
sangat dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian. Pada saat ini wanita

merupakan kaum yang terdidik, memiliki hak-hak yang sama dengan lelaki, bebas

% Teungku Saifuddin, Wawancara, Aceh Besar, 12 September 2019
% Observasi April 2019
27 Teungku Marwan, Wawancara, Aceh Besar, 2 September 2019.
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untuk bekerja selain sebagai ibu rumah tangga serta menghasilkan pendapatan yang
mandiri, hal ini merupakan tanda dari kesgjahteraan rumah tangga lebih meningkat.
Ekonomi keluarga adalah sebagai segala kegiatan dan upaya masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (basic neeed) yaitu pangan, sandang, papan,
kesehatan, pendidikan.?®

Tak hanya itu, dengan mempersiapkan perempuan untuk berpartisipasi dalam
ekonomi, maka akan memungkinkan mendapatkan orang-orang terbaik untuk bekerja
dan berkembang tanpa membedakan gender. Peningkatan lifeskill (kecakapan) serta
kompetensi (keahlian) perempuan yang pada gilirannya memiliki kepribadian hidup,
sikap hidup, dan kemampuan hidup yang meningkat, menjadikan perempuan mitra

sgjgjar dengan kaum laki-laki.

e. Faktor dukungan tokoh agama

Dukungan yang diberikan oleh elit agama dalam komunitas Gampong terhadap
terpilihnya Keuchik perempuan di Aceh Besar, menjadi sebuah fakor yang menentukan
untuk mempengaruhi dan memperoleh suara dalam pemilian Pilchiksung (Pemilihan
Keuchik Langsung).

Teungku Saifuddin, Dayah Al-Falah Abu Lam-U, munculnya kepemimpinan
perempuan di ruang politik dalam jabatan Keuchik tidak terlepas dari dukungan yang

diberikan oleh Teungku/ulama setempat, bahkan ini faktor yang sangat dominan, di

28 Gunawan Sumogningrat, Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Gamedia Pustaka Utama,1994), 69.
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mana pencerahan tentang doktrin keagamaan yang berbicara tentang kepemimpinan
perempuan di ruang politik dan publik tidak diberikan pemahaman yang sempit dan
terbatas, tidak mengharamkan jika perempuan maju dalam kontestasi pesta demokrasi
di tingkat Gampong dan jabatan lainya.?®

Teungku Mahammad Jazuli, dukungan yang diberikan oleh tokoh agama atau
Teungku Dayah kepada calon Keuchik perempuan yang maju dalam pesta demokrasi
Pilchiksung (pemilihan Keuchik langsung) di wilayah tersebut, karena masyarakat kita
memandang Teungku sebagai sosok yang harus didengar dan sebagai tempat meminta
petuah, arahan dan bimbingan terhadap sesuatu keputusan dalam masyarakat.*

Teungku Fakhruddin Lahmuddin, paratokoh agamadan Teungku Dayah setempat
memberi dukungan kepada para calon Keuchik perempuan, bila elit agama setempat
atau para Teungku memberikan dukungan dan pemahaman agama yang tidak terlalu
kaku terhadap kepemimpinan perempuan pada jabatan Keuchik, maka akan ada banyak
perempuan yang menjadi Keuchik di Gampong-Gampong dalam masyarakat Aceh.
Tapi dalam kenyataannyatidak seperti yang diharapkan, hanya beberapa sajayang mau
dan paham tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin baik di ranah publik

maupun politik.3! Hal yang senadajuga disampaikan oleh Teungku Marwan,? Teungku

2 Teungku Saifuddin, Wawancara, Aceh Besar, 12 September 2019.

%0 Teungku Muhammad Jazuli, Wawancara, Aceh Besar, 5 September 2019.

3L Teungku Fakhruddin Lahmuddin (Pimpinan Dayah Cheik Umar Dian), Wawancara, Aceh Besar, 10
September 2019.

32 Teungku Marwan, Wawancara, Aceh Besar, 2 September 2019.
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Abdul Razak,* Teungku Faisal Aly** dan Teungku Qusayein,® bahwa dukungan para
tokoh agama setempat sangat menentukan pilihan warga.

f. Faktor krisiskepercayaan terhadap Keuchik laki-laki

Dari beberapa deretan permasalahan yang kerap terjadi di Gampong adalah
penyalah gunaan dana desa. Pemerintah pusat telah mengkucurkan dana ke desa-desa
sebagal salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap daerah, akan tetapi
dalam pengel oaannya banyak terjadi penyal ahgunaan dan ketimpangan.

Teungku Marwan, masyarakat sudah kurang percayaterhadap kepemimpinan laki-
laki (Keuchik laki-laki) terutama dalam pengelolaan dana Desa yang dikucurkan
pemerintah pusat saat ini. Masyarakat sudah lebih percaya kepada perempuan dalam
pengelolaan keuangan Gampong, karena banyak sekali didapat kecurangan dan tidak
tepat sasaran dalam penggunaanya. Ini juga menjadi salah satu faktor warga mencoba
beralih memilih Keuchik perempuan, walaupun yang sayalihat masih banyak juga para
Teungku Dayah yang melarangnya dengan berbagai alasan.®

Teungku Muhammad Jazuli juga mengatakan hal samadengan Teungku Marwan,
bahwa terjadinya krisis kepercayaan terhadap Keuchik laki-laki, terutama dalam
pengel oaan dana desa. Karena dalam pengamatannya selama ini ada banyak Keuchik

yang terjerat kasus penyel ewenagan keuangan Gampong.>’

3 Teungku Abd. Razak, Wawancara, Aceh Besar, 19 September 2019.

3 Teungku Faisal Ali, Wawancara, Aceh Besar, 9 September 2019.

35 Teungku Qusayein, Wawancara, Aceh Besar, 10 September 2019.

36 Teungku Marwan, Wawancara, Aceh Besar, 2 September 2019.

37 Teungku Muhammad Jazuli, Wawancara, Aceh Besar, 5 September 2019.
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2. Faktor Munculnya Kepemimpinan Perempuan Menurut Teungku Dayah
Katagori Tradisional

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait dengan faktor
muncul nya kepemimpinan perempuan dalam jabatan Keuchik menurut Teungku Dayah
katagori tradisional ditemukan bahwa;

a. Kemajuan zaman

Teungku Bakhtiar, akan tetapi kemajuan zaman yang dimaksud disini ialah
kemajuan zaman yang diperturutkan oleh perempuan itu sendiri. Selanjutnya djelaskan
juga munculnya kepemimpinan perempuan di ruang publik dan politik dalam bentuk
jabatan Keuchik arus informasi dan pengaruh media sosial yang sangat gencar.®

Teungku Djasnawi juga menjelaskan bahwa faktor keterbukaan informasi yang
diiringi dengan percepatan mendapat informasi, kondis dunia saat ini sudah sangat
maju dalam segala bidang, walaupun kebanyakan kemauan tersebut tidak sesual
dengan syari’at Islam.

Teungku Zaini, kemaguan zaman yang ditandai dengan berbagai perkembangan
teknologi dan perubahan tatanan kehidupan diberbagai sektor kehidupan, tidak

terkecuali dengan keberadaan perempuan dalam masyarakat luas seumpama men;jadi

3 Teungku Bakhtiar (Pimpinan Dayah Babul Khairat Al Aziziyah Miruk Taman), Wawancara, Aceh
Besar, 16 September 2019.
3 Teungku Djasnawi (Pimpinan Dayah Darul Ma’firah), Wawancara, Aceh Besar, 15 Juli 2019.
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Keuchik dalam Gampong, sesungguhnyajabatan itu masih langkadijabat oleh seorang
perempuan.*

Teungku Sayuti** dan Teungku Abdad® juga mengakui bahwa kemajuan dan
perkembangan zaman yang terjadi saat ini membuat manusia hilang kendali,
mengabaikan nilai-nilai syari’at, walaupun kemajuan tersebut sebagiannya juga
bernilai positif, akan tetapi kebanyakan negatifnya, salah satunya adalah perempuan
menjadi Keuchik di Gampong.

b. Faktor perintah undang-undang

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang berasaskan Pancasila, bukan
negara yang sepenuhnya menarapkan hukum Islam, walaupun negara mengakui
keberadaan beberapa agama, termasuk agama |slam, bahkan agama Islam di Indonesia
merupakan agama yang jumlah pemeluknya terbesar, namun Indonesia tidak
memberlakukan hukum Islam sepenuhnya dalam pengel olaan negaranya.

Teungku Sayuti, sistem pemerintahan di negaraini yang mebolehkan perempuan
memimpin laki-laki, agama Islam tidak boleh perempuan menjadi pemimpin, kecuali
untuk kalangan perempuan sendiri.®® Begitupun dengan aturan yang berlaku di
Indonesia, yaitu dengan pemilihan Keuchik secara demokratis sebagaimanayang sudah

ditetapkan oleh pemerintah.*

40 Teungku Zaini, Wawancara, Aceh Besar, 15 Juli 2019.

4! Teungku Sayuti (Pimpinan Dayah Babul HIkmah), Wawancara, Aceh Besar, 5 Agustus 2019.

42 Teungku Abdad (Pimpinan Dayah Raudhatul Jannah), Wawancara, Aceh Besar, 15 September 2019.
43 Teungku Sayuti (Pimpinan Dayah Babul HIkmah), Wawancara, Aceh Besar, 5 Agustus 2019.

4 Teungku Sayuti (Pimpinan Dayah Babul HIkmah), Wawancara, Aceh Besar, 5 Agustus 2019.
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c. Faktor emansipas

Pergerakan kaum perempuan khususnya di Indonesia sudah dimulai sgjak R.A.
Kartini, keterbelakangan dan diskriminasi terhadap perempuan dirasakan oleh
perempuan pada masanya. Ketidakadilan dalam berbagai bidang terhadap perempuan
terus terjadi dan seolah-olah menjadi suatu yang biasa tanpa ada kritik. Emansipasi
ialah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sgjumlah usaha untuk mendapatkan
hak politik maupun persamaan dergjat, sering bagi kelompok yang tak diberi hak secara
spesifik, atau secaralebih umum dalam pembahasan masalah seperti itu.

Teungku Abdad, perempuan di ruang publik dan politik dalam bentuk jabatan
Keuchik merupakan kemguan yang didengungkan dengan semangat emansipasi
wanita, yang wacana ini di mulai dari pemerintahan pusat (Jakarta). Masyarakat
terjangkit dengan semangat ini dan kurang mengindahkan garan agama, bahkan kalau
boleh dikatakan mereka tidak lagi menghiraukan gjaran agama Islam yang pada
dasarnya melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Tapi apa hendak dikata,
masyarakat sudah galau dan sibuk dengan emansipasi wanita, terjadilah hal seperti
yang kita saksikan sekarang ini, yaitu munculnya/terpilihnya Keuchik perempuan.®

Teungku Sayuti bahwa perempuan sekarang ini mempunya kemauan yang
sudah tidak padatempatnya, perempuan sudah tidak memperdulikan lagi tatanan gjaran
agama. Mereka-mereka (perempuan) yang mau untuk mencalonkan diri sebagai

Keuchik merupakan keberanian yang luar biasa, karena perempuan tidak dibenarkan

4 Teungku Abdad (Pimpinan Dayah Raudhatul Jannah), Wawancara, Aceh Besar, 15 September 2019.
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secara agama untuk menjadi pemimpin bagi laki-laki, kecuali Gampong tersebut tidak
adalagi kaum lelaki baru dibenarkan perempuan menjadi Keuchik.*®

Teungku Zaini,* Teungku Djasnawi®® dan Teungku Bakhtiar,”® juga
mengatakan bahwa emansipasi bagi perempuan di Indonesia sudah menggema sampai
kepel osok tanah air, tidak terkecuali Aceh. Semangat ini sudah menjelmadan terwujud
dalam kontestasi pesta demokrasi pemilihan Keuchik.

d. Faktor dukungan ulama dan tokoh masyar akat

Teungku Bakhtiar, dukungan, arahan dan petunjuk yang disampaikan terutama
oleh para Teungku Dayah sangat menentukan untuk memposisikan terpilih atau
tidaknya perempuan dalam kontestasi Pilchiksung (pemilihan Keuchik langsung) di
tingkat Gampong, karena masyarakat Gampong masi h patuh dan percayakepada sosok
Teungku.>

Teungku Djasnawi menjelaskan bahwa adanya dukungan yang diberikan oleh
Teungku Dayah setempat kepada para calon Keuchik perempuan makanya mereka
terpilih, rasanya tanpa dukungan dari Teungku dan tokoh agama setempat sulit bagi
perempuan untuk maju dalam pesta demokrasi di tingkat Gampong.®* Teungku Zaini

pimpinan Dayah Darul Aman Seuneubok, menjelaskan bahwa dukungan yang

4 Teungku Sayuti (Pimpinan Dayah Babul HIkmah), Wawancara, Aceh Besar, 5 Agustus 2019.

47 Teungku Zaini, Wawancara, Aceh Besar, 15 Juli 2019.

48 Teungku Djasnawi (Pimpinan Dayah Darul Ma’firah), Wawancara, Aceh Besar, 15 Juli 2019.

4 Teungku Bakhtiar (Pimpinan Dayah Babul Khairat Al Aziziyah Miruk Taman), Wawancara, Aceh
Besar, 16 September 2019.

%0 Teungku Bakhtiar (Pimpinan Dayah Babul Khairat Al Aziziyah Miruk Taman), Wawancara, Aceh
Besar, 16 September 2019.

51 Teungku Djasnawi (Pimpinan Dayah Darul Ma’firah), Wawancara, Aceh Besar, 15 Juli 2019.
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diberikan oleh para Teungku kepada cal on Keuchik perempuan sangat menentukan arah
pilihan warga.>?

e. Faktor pendidikan

Teungku Djasnawi, kesempatan mendapat pendidikan di berbaga jenjang
pendidikan dapat ditempuh juga oleh perempuan. Tidak seperti zaman dulu,
kesempatan untuk memperoleh pendidikan diutamakan bagi kaum laki-laki, walaupun
budaya tersebut masih juga mengitari kehidupan sebahagian masyarakat.>

Teungku Abdad, diakuinya bahwa dalam kapasitas intelektual dan prestas
mendapatkan pengetahuan sebagian perempuan lebih unggul bila dibandingkan laki-
laki, namun pengetahuan yag diperoleh tidak diimbangi dengan pengetahuan agama
yang ditempuhnya, sehingga terjadi ketimpangan dalam kehidupan.®* Teungku
Bakhtiar™, Teungku Sayuti>® dan Teungku Zaini®’, juga menyampaikan hal yang sama.

Melihat tanggapan yang disampaikan baik oleh Teungku Dayah tradisional
maupun Teungku Dayah modern terhadap faktor munculnya Keuchik perempuan,
dapat dikatakan bahwa perekembangan zaman yang semakin maju dan kesempatan
mendapatkan pendidikan bagi perempuan sudah tidak dibatasi lagi, walaupun masih

juga terdapat diskriminasi terhadap perempuan yang diakibatkan oleh pemahaman

52 Teungku Zaini, Wawancara, Aceh Besar, 15 Juli 2019.

53 Teungku Djasnawi (Pimpinan Dayah Darul Ma’firah), Wawancara, Aceh Besar, 15 Juli 2019.

% Teungku Abdad (Pimpinan Dayah Raudhatul Jannah), Wawancara, Aceh Besar, 15 September 2019
55 Teungku Bakhtiar (Pimpinan Dayah Babul Khairat Al Aziziyah Miruk Taman), Wawancara, Aceh
Besar, 16 September 2019.

% Teungku Sayuti (Pimpinan Dayah Babul HIkmah), Wawancara, Aceh Besar, 5 Agustus 2019.

57 Teungku Zaini, Wawancara, Aceh Besar, 15 Juli 2019.
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studi keislaman yang masih kaku dan tekstual. Namun, jika kita dalami apa yang
disampaikan oleh Teungku Dayah tradisional bahwa perempuan tetap tidak dibolehkan
untuk menjadi pemimpin di tingkat apapun berdasarkan gjaran agama Islam.

Berbeda dengan Teungku Dayah modern, mereka mempunyai pandangan yang
tidak terlalu kaku dalam melihat faktor munculnya Keuchik perempuan di Gampong,
mereka mengakui dengan perkembangan zaman yang sudah mau, maka
perempuanpun bisa mendapat kesempatan dalam semua bidang, wal aupun juga masih
dipengaruhi oleh budaya yang mengekang kaum perempuan. Begitu juga Teungku
Dayah modern ini melihat penafsiran teks-teks Al-Qur’an lebih konstekstual dan tidak
terlalu kaku, mereka membuka diri dan berdiskusi dengan perkembangan studi
keislaman untuk pengembangan sosia kemasyarakatan, tidak terkecuali dengan
keberadaan dan pengembangan kaum perempuan di dalam percaturan perpolitikan,

seumpama Keuchik perempuan di Gampong.

3. Faktor munculnya Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Keuchik

menur ut Keuchik Ulyani dan Cut Zaitul Akmal

Menjadi Keuchik dalam masyarakat Aceh merupakan suatu jabatan yang biasa
dan silih berganti sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Jabatan Keuchik pada
sebuah Gampong umumnya laki-laki, di tahun 2017 terpilihlah dua orang Keuchik
perempuan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Namun sebelum dan sesudah

mereka terpilih sebagai Keuchik nada-nada negatif dan bahkan caci maki terus
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digelontarkan. Akan tetapi kedua Keuchik perempuan tersebut tidak patah semangat
untuk maju dalam pesta demokrasi Pilchiksung. Adapun faktornya adalah sebagai
berikut;

a. Faktor Internal

Dari literatur didapatkan bahwa umumnya partisipasi masyarakat dipengaruhi
oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah segala faktor yang
berasal dari dalam diri, diantaranya faktor jasmaniah dan psikologis. Faktor internal
yaitu mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut
untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yaitu umur, jenis kelamin, status dalam
keluarga, tingkat pendidikan, etnis, agama, bahasa, pekerjaan, tingkat pendapatan,
jarak rumah dengan lokasi pekerjaan atau aktivitas dan kepemilikan tanah.>®

Menurut Mangkunegara faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan
sifat-sifat seseorang. Minat seseorang terhadap suatu obyek diawali dari perhatian
seseorang terhadap obyek tersebut. Minat merupakan sesuatu hal yang sangat
menentukan dalam setiap usaha, maka minat perlu ditumbuh kembangkan pada diri
setigp individu. Minat tidak dibawa sgjak lahir, melainkan tumbuh dan berkembang

sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.>®

SBhttps://www.researchgate.net/publication/37882394 Rural_development_participation_concepts and
_measures for_project_design_implementation_and_evaluation, di akses 2 Sepetember 2019.

59 Mangkunegara, Anwar Prabu, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (Bandung: Refika Aditama,
2005), 67.
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Keinginan Ibu Ulyani untuk maju mencalonkan diri sebagai Keuchik pada
awanyatidak ada, namun seiring berjalannya waktu dengan melihat beberapa kondisi
yang terjadi di Gampongnya, misalnya sgja dalam pengelolaan dana desa banyak
terjadi ketimpangan dan kurang tepat sasaran. Begitu juga dengan administrasi
Gampong yang kurang tertata. Kondisi ini membuat sayaingin maju dalam pemilihan
Keuchik.®

Dalam proses persigpan admistrasi untuk bakal calon Keuchik, Ibu Ulyani
mendapat hambatan dari Tuha Peut Gampong,®® yaitu tidak diperbolenkan untuk
mendaftar karena beliau perempuan, Tuha Peut mengatakan bahwa tidak boleh
perempuan jadi Keuchik, ibu Ulyani mengutip dari Tuha Peut. Setelah beberapa hari
membuat diskusi dengan aparatur Gampong, pada akhirnya lbu Ulyani boleh

mendaftar sebagai bakal calon Keuchik di Gampongnya.®?

8 Ulyani (Keuchik Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam), Wawancara, Aceh Besar 3
Agustus 2019.

61 Lembaga Tuha Peut Gampong adal ah badan permusyawaratan Gampong yang berfungsi mengayomi
adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyal urkan aspirasi masyarakat setempat
sertamelakukan pengawasan secara ef ektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Keuchik
sebagai lembaga eksekutif dan Tuha Peut sebagai lembaga legislatif Gampong dalam menjalankan roda
pemerintahan saling bekerja sama untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana Keuchik sebagai pelaksana
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Gampong, sedangkan Tuha Peut sebagai wadah
perwujudan pelaksanaan demokrasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat. Dalam menjalankan roda
Pemerintahan Gampong, kewenangan Tuha Peut adalah sgjgjar dan menjadi mitra kerja dari
Pemerintahan Gampong (Keuchik). Artinya kebijakan Keuchik diputuskan setelah ada persetujuan dari
Tuha Peut. Dalam hal ini Tuha Peut menjalankan tugas konsultatif dalam segala urusan Pemerintahan
Gampong dan hukum adat kepada Keuchik sebagai penyelengara Pemerintahan Gampong. Fauzi
Abubakar Peran Perempuan Dalam Tuha Peut: Lembaga Adat dan Pemerintahan Gampong di Aceh.
Jurnal Al-Tahrir, Vol. 15, No. 2 November 2015, 331.

62 Ulyani (Keuchik Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam), Wawancara, Aceh Besar 3
Agustus 2019.
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Diceritakan juga bahwa pada awa terpilihnya sebagai Keuchik di
Gampongnya, banyak suara sumbang yang dialamatkan kepadanya dan kepada
Gampong yang dipimpinnya. Salah satu pelabelan kepada gampong yaitu dijulukinya
sebagai Gampong “Bencong” dalam arti tidak punya lagi laki-laki sehingga harus
perempuan yang menjadi Keuchik, suatu keanehan yang luar biasa bila Gampong
dipimpin oleh seorang Keuchik perempuan. Pelabelan yang dilamatkan kepadanya
adalah dijuluki sebagai perempuan genit, gata dan setengah gila (Bahasa Aceh;
sitengeh pungoe).®® Begitu pelabelan yang dialamatkan kepada ibu Ulyani sebagi

Keuchik Gampong Miruk Taman.%

Pelabelan di atas itu bukan datangnya dari Gampong yang dipimpinnya,
walaupun ada, tapi tidak signifikan. Akan tetapi nada-nada negatif dan penolakan
terhadap kepemimpinan Keuchik perempuan datang dari masyarakat disekitar dan
menyebarkan ke media sosial dengan berbagai cacian dan pelabelan negatif lainnya

sebagai mana disebutkan di atas.®

Menurutnya, warga yang dipimpinnya tetap menaruh harapan kepada Ibu
Ulyani untuk dapat membawa Gampong kepada kondisi yang lebih tertata rapi dan

meningkatnya kesejahteraan masyarakat Gampong Miruk Taman. Nada-nada negatif

8 Pungoe; orang-orang yang terganggu jiwanya, ada pungoe bacut (gangguan jiwa sedikit/ringan),
sitengeh pungoe (gangguan jiwa sedang), Brat Pungoe (ganguan jiwa berat).

8 Ulyani (Keuchik Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam), Wawancara, Aceh Besar 3
Agustus 2019.

8 Ulyani (Keuchik Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam), Wawancara, Aceh Besar 3
Agustus 2019
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yang dialamatkan kepada Gampong yang dipimpinnya juga di hamparkan ke medsos,
sehingga dalam waktu yang singkat menyebarlah aroma-aroma negatif terhadap
Keuchik perempuan (Ibu Ulyani) dan perempuan padaumumnya, sehingga suatu waktu
Ibu Ulyani terpaksa melapor ke pihak yang berwajib demi menjaga marwah dirinya
dan eksistensi perempuan pada umumnya. Ada tiga orang yang tertangkap oleh pihak
yang berwenang yang menyebarkan Gampong Miruk Taman adalah *“Gampong

Bencong”. Karena dipimpin oleh seorang Keuchik perempuan.5®

Bermodakan semangat yang kuat dan pantang mundur kalau sudah maju Ibu
Ulyani melanjutkan kepemimpinannya, dengan tujuan ingin mensejahterakan
masyarakat terutama kaum perempuan yang sampa saat ini masih sgja terjadi

diskriminasi di berbagai sektor kehidupan.

Keuchik Cut Zaitul Akmal, mengatakan bahwa pada waktu mencalonkan diri
sebagal bakal calon Keuchik di Gampong merasa tidak enak dan terlintas juga
dipikiranya bahwa mungkin tidak pantas seorang perempuan menjadi Keuchik (kepala
desa). Tapi perasaan itu dibuang jauh-jauh karena beliau ingin Gampongnya maju dan

lebih tertib terutama dalam pengel olaan dana desa.®’

8 Ulyani (Keuchik Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam), Wawancara, Aceh Besar 3
Agustus 2019.

67 Cut Zaitul Akmal (Keuchik Gampong Seuneubok, K ecamatan Seulimeum), Wawancara, 6 September
2019.
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Apa yang terjadi pada Ibu Ulyani ketika mendaftar diri untuk bakal calon
Keuchik dan itu ditolak oleh Tuha Peut Gampong, juga dialami oleh Ibu Cut Zaitul
Akmal, kemudian terjadi diskusi dengan aparatur Gampong, akhirnya Ibu Cut dapat

mendaftarkan diri.%®

b. Faktor eksternal/dukungan dari luar

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi individu karena
pengaruh rangsangan dari luar. Menurut Mangkunegara faktor eksternal yaitu faktor-
faktor yang dari mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan.®®
Ditempat lain dijelaskan bahwa faktor eksternal adalah semua pihak luar yang
berkepentingan dan mempunya pengaruh terhadap program tersebut, antara lain
pengurus Desa, tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, NGO, pihak ketiga (LSM,
Y ayasan sosial, Perguruan Tinggi).”

Dijelaskan bahwa ada empat kandidat yang akan bersaing dalam pemilihan
Keuchik, yaitu tiga kandidat laki-laki dan satu perempuan, melihat hal ini lagi-lagi
timbul perasaan pesimisnya, kuatir tidak mendapat dukungan dari warganya. Namun

pada hari-hari sebelum pemilihan banyak warganya yang datang untuk memberi

8 Cut Zaitul Akmal (Keuchik Gampong Seuneubok, K ecamatan Seulimeum), Wawancara, 6 September
2019

69 Mangkunegara, Anwar Prabu, Evaluas Kinerja Sumber Daya Manusia (Bandung: Refika Aditama,
2005), 67.

0 suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama,
2005), 59.
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semangat dan dukungan kepadanya. Sehingga dari empat ratus suara tiga ratus lebih
diperoleh oleh Bunda Cut.™

Dukungan seorang ulama yang mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat
di Gampong Seuneubok. Waled Husaini merupakan seorang tokoh Ulama yang
memberikan penjel asan kepada masyarakat setempat bahwa tidaklah haram hukumnya
bila seorang perempuan memegang jabatan sebagai seorang kepalaDesa, karenakepala
Desa zaman sekarang ini berbeda dengan kepala Desa zaman dulu, di mana seorang
kepala Desa zaman dulu haruslah menjadi Imam shalat di Gampongnya/Desanya dan
urusan keagamaan lainnya. Zaman sekarang kepala Desa/ Gampong memiliki tupoksi
sendiri, tidak harus menjadi imam shalat di Meunasah. Untuk imam shalat di
Meunasah sudah ada Teungku Meunasah’? yang bertugas khusus untuk hal tersebut.
Tugas Keuchik zaman sekarang yaitu terutama sekali mengurusi administrasi Gampong
dan juga berbagai kegiatan lainnya. Begitulah penuturan Bunda Cut Zaitul Akmal,
yang dikutipnya dari penyelasan yang disampaikan oleh Waled Husaini pada saat
mengunjungi Gampongnya untuk menguatkan warga Gampong Seuneubok sebelum

hari pelaksanaan Pilchiksung (Pemilihan Keuchik langsung)’®. Begitulah penuturan

L Cut Zaitul Akmal (Keuchik Gampong Seuneubok, K ecamatan Seuliumem), Wawancara, Aceh Besar,
6 September 2019.

2 Bertugas menghidupkan Meunasah, yaitu khusus dalam pelaksanaan jama’ah shalat lima waktu di
Meunasah, dan juga menjadi orang yang di depan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya,
seperti acaraMaulid, yang sudah diagendakan sebagai sebuah acara rutin tahunan.

3 Cut Zaitul Akmal (Keuchik Gampong Seuneubok, K ecamatan Seuliumem), Wawancara, Aceh Besar,
6 September 2019.
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yang disampaikan oleh Cut Zaitul Akmal sebagai salah seorang Keuchik perempuan

yang terpilih di Gampong Seuneubok.

Gampong Seuneubok sebuah Gampong yang berbatasan langsung dengan K ota
Jantho sebagai 1bu Kota Kabupaten Aceh Besar, dan juga berbatasan langsung dengan
Gampong seorang ulama yang sekaligus wakil Bupati Aceh Besar yaitu Waed
Husaini, sebagaimanatelah di jelaskan di atas, yang telah memberikan dukungan penuh

kepada Bunda Cut Zaitul Akmal yang mencalonkan diri sebagai seorang Keuchik.

Ibu Ulyani juga mendapat dukungan seorang ulama yaitu Teungku Sri
Darmawan, yang berdomisili di Gampong Miruk Taman. Keberadaan tokoh agama
begitu penting untuk menentukan suatu sikap dalam pemilihan Keuchik di
Gampongnya, apalagi terkait dengan Keuchik perempuan yang akan menjadi pimpinan
di tingkat Gampong, yang manyoritas masyarakat masih menganggap bahwa tidak
dibolehkan agama Islam perempuan menjadi pemimpin. Namun sebelum proses
pemilihan dan menjelang proses pemilihan tokoh agama memberikan pemahaman
kepada masyarakat bahwa dibolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam

Islam.”™

Perlawanan yang terjadi pada Keuchik perempuan di atas, tidak jauh beda

dengan perlawanan yang dilakukan oleh perempuan kepada tradisi patriarki lainnya

7 Ulyani (Keuchik Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam), Wawancara, Aceh Besar, 3
Agustus 2019.
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yang akan memberi Stigma buruk kepada perempuan itu. Seperti kisah Elizabeth
Blackwill yang berhasil menjadi dokter perempuan pertama di Amerika Serikat pada
tahun 1849. Saat Elizabeth Blackwill menyelesaikan studi di Geneve University, ia
mendapatkan cemoohan dan pemboikotan dari teman-teman ditempat tinggalnya.
Alasan teman-temannya menghujatnya adalah ketidakwajaran seorang perempuan
memperoleh pelgjaran yang tinggi. Kisah ini berlanjut ketika dia ingin mendirikan
sebuah Institut Kedokteran untuk perempuan di Philadel phia-Amerika Serikat, Ikatan
dokter di daerah itu mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia

mengajar disana.” Niat baik yang disambut buruk oleh tradisi dan kebiasaan.

Secara simultan faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh signifikan
terhadap objek yang akan dituju. Segala perbuatan manusia timbul karena dorongan
dari dalam dan rangsang dari luar, tetapi tidak akan terjadi sesuatu jikatidak berminat.
Secara umum minat adalah kecenderungan terhadap sesuatu.”® Minat adalah
kecenderungan seseorangterhadap obyek atau sesuatu kegiatan yang digemari yang
disertai dengan perasaan senang, adanya perhatian, dan keaktifan berbuat untuk meraih
keberhasilan. Hal ini menggambarkan bahwa seseorang tidak akan mencapai tujuan
yang dicita-citakan apabila di dalam diri orang tersebut tidak terdapat minat atau

keinginan jiwa untuk mencapai tujuan yang dicitacitakannya itu. Begitupun motivasi

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung:
Mizan 1993), 296.
6 Noeng Muhadhir, Pengukuran Kepribadian (Y ogyakarta: Rake Sarasih, 1992), 72.
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dari diri sendiri dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak membuat kedua
perempuan tersebut menjadi semangat dan kuat menghadapi segala tuduhan dan

pel abel an negatif.

B. Pandangan Teungku Dayah Terhadap Keuchik Perempuan

Teungku Dayah yang ditemui untuk diwawancaral mengenai pandangannya
terhadap kepemimpinan perempuan diranah politik terkhusus pada jabatan Keuchik di
Aceh Besar, telah memberikan pandangannya, adapun pandangan yang disampaikan
dapat digolongkan dalam dua pandangan yaitu pandangan yang ekslusif dan inklusif.
Adapun yang berpandangan ekslusif adalah para Teungku Dayah yang berada pada
katagori tradisional, sementara yang berpandangan inklusif mereka yang berada pada
katagori modern.

1. Pandangan Ekslusif

Petikan wawancara dengan Teungku Sayuti pimpinan Dayah Babul Hikmah
Weukreung;

“hana peu tanyeng le hai tentang ureng ineng jet kepemimpin, ka jelah han
jet ureng ineng pimpim ureng agam, ureng ineng tubit dari rumoh manteng
harem hukum jih, apalagi jak pimpin Gampong, kecuali menye lam
Gampong hana le ureng agam, silama na manteng ureng agam harem ureng
ineng jet kepemimpin” (sudahlah tak usah ditanyakan tentang itu, karenakita
sudah tau semua bahwa perempuan itu keluar rumah sga hukumnya haram,
apalagi menjadi pemimpin, terkhusus lagi jadi Keuchik di sebuah Gampong
yang sudah jelas di Gampong itu ada laki-lakinya, kecuali di Gampong itu
tidak ada lagi laki-laki).”

" Teungku Sayuti (Pimpinan Dayah Babul HIkmah), Wawancara, Aceh Besar, 5 Agustus 2019.
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Teungku Sayuti melanjutkan bahwa;

“guru/gurenya telah mengajarkan bahwa perempuan hanya diperbolehkan
berada di rumah, mengurus anak, suami dan urusan rumah tangga, semisal; memasak,
mencuci dan membersihkan rumah, beliau juga menambahkan bahwa “kalau kita
merujuk kepada aturan agama yang benar bahwa perempuan itu sesungguhnya di
simpan dalam sebuah kotak/kardus, kapan diperlukan diambil.”"®

Selamatidak bercampur baur antaralaki-laki dan perempuan tidak mengapa,
semisal perempuan yang bertani di sawah mereka harus sesama perempuan dan begitu
juga dengan aktivitas lainnya perempuan tidak diperbolehkan bercampur baur dengan
|l aki-laki."

Pimpinan Dayah Raudhatul Jannah Gampong Cot Ho Ho, Tidak boleh
perempuan memimpin laki-laki dalam ranah apapun, apalagi pada ranah politik,
sebagaimana pada dua Gampong dalam Kabupeten Aceh Besar, itu merupakan suatu
kecolongan.®® Pimpinan-pimpinan Dayah akan duduk rembuk untuk mengeluarkan
fatwa, bahwa haram hukumnya perempuan menjadi pemimpin terkhusus lagi yang
terjadi dalam Kabupaten Aceh Besar yaitu dua Keuchik perempuan yang memimpin
Gampong. Lebih jauh beliau menuturkan bahwa alasan yang utama bahwa ayat Al-
Qur’an dengan nyata dan gamblang menyatakan bahwa laki-laki pemimpin bagi kaum

perempuan an-Nisa’, 4: 34).

8 Teungku Sayuti (Pimpinan Dayah Babul Hikmah), Wawancara, Aceh Besar, 5 Agustus 2019.
7 Teungku Sayuti, Wawancara, Aceh Besar, 5 Agustus 2019.
8 Teungku Abdad (Pimpinan Dayah Raudhatul Jannah), Wawancara, Aceh Besar, 15 September 2019.
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wariéa, olfeh karera Allch clah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu
maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita
yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka
di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,
maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya
Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar .8

Inilah dalil kuat dan yang harus kita pegang bahwa perempuan tidak dibolehkan
untuk menjadi pemimpin, apalagi dalam bentuk kepemimpinan Keuchik dalam sebuah
Gampong, itu jelas-jelas melanggar gjaran agama. Begitu penuturan Teungku Abdad.

Beliau juga menekankan bahwa bukan tidak senang, bukan pula karena faktor
kebencian, jugabukan pulakarenaperempuan tidak pandai, bahkan banyak perempuan
yang cerdas dan pandai, begitu pengakuan Teungku Abdad, namun agama yang
melarang mereka untuk menjadi pemimpin di ranah politik bahkan di ranah publik

lainnya.®? Artinya beliau mengakui kecerdasan yang dimiliki oleh perempuan bahkan

melebihi laki-laki, namun dalam ha kepemimpinan perempuan tidah dibolehkan

8L QS. An-Nisa’, (4: 34).
82 Teungku Abdad, Wawancara, Aceh Besar, 15 September 2019.
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memimpin laki-laki.8 Beliau juga menambahkan bahwa perempuan memiliki
keterbatan dalam bergerak, misalnyadi saat hamil, menyusui, mengurus anak-anak dan
lainnya sebagainya, makanya di samping garan agama yang melarang perempuan
berpolitik dan urusan publik lainya dikarenakan bawaan perempuan yang harus
mengurus rumah tangga.®*

Teungku Abdad memiliki jama’ah pengajian baik laki-laki maupun perempuan,
dewasa, anak-anak, dan juga orang tua. Jadwal pengajiannyasudah diatur, semisal laki-
laki dewasa dan orang tuajadwalnya malam hari, dalam seminggu duakali pertemuan,
begitu juga dengan jama’ah perempuan jadwalnya pada siang hari.®®

Teungku Bakhtiar pimpinan Dayah Babul Khirat Al Aziziyah Gampong Miruk
Taman mengatakan bagaimanapun seorang perempuan tidak dibolehkan jadi
pemimpin, ini tegas dan jelas. Karena dalam Al-Qur’an ayat 34 Surah an-Nisa’ sebagai
dail yang harus dipegang dan diamakan oleh umat Islam.®® Begitupun dengan
pandangannya terhadap keberadaan perempuan, terkhusus kepada perempuan yang
menjadi pimpinan seumpama Keuchik, dalam pandangannya tetap tidak di bolehkan
menurut gjaran agama |slam.®’

Pimpinan Dayah Darul Ma’rifah Lampeuneurut, Teungku Djasnawi

menjelaskan bahwa tidak dibolehkan perempuan menjadi pemimpin, apalagi untuk

8 Teungku Abdad, Wawancara, Aceh Besar, 15 September 2019.

8 |bid.

8 Observasi, Pebruari 2019.

8 Teungku Bakhtiar (Pimpinan Dayah Babul Khairat Al-Aziziyah), Wawancara, Aceh Besar, 2 Juli
2019.

87 Teungku Bakhtiar, Wawancara, Aceh Besar, 2 Juli 2019.
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memimpin masyarakat dalam sebuah Gampong, selama masih ada laki-laki, haram
hukumnya perempuan menjadi pemimpin, kecuali laki-laki sudah tidak ada satu
orangpun lagi.®®

Lebih lanjut Teungku Djasnawi mengutarakan bahwa, dua orang Keuchik
perempuan yang sudah terpilih di dua Gampong dalam dua Kecamatan di Kabupaten
Aceh Besar ini, itu merupakan suatu aib, kami yang laki-laki ini hilang harga diri.
Sebenarnya bukan tidak boleh perempuan menjadi Keuchik, tapi dikarenakan dalam
masyarakat itu tugas seorang Keuchik bukan hanya mengatur hal-hal yang kecil-kecil,
katakanlah rapat-rapat hal ihwal Gampong, akan tetapi seorang Keuchik harusjugajadi
Imam di Meunasah,® dan lain-lain.®

Lebih jauh Teungku Djasnawi menjelaskan bahwa dibolehkan perempuan jadi
pimpinan tapi sudah dalam keadaan darurat, maksudnya adalah apabila keadaan tidak
memungkinkan bagi laki-laki, beliau mencontohkan misalnya dulu Aceh pernah
dipimpin oleh ratu dan sulthanah, menurut beliau sulthanah dulu bisa jadi pemimpin
dikarenakan situasi yang genting, di mana kalau tidak diangkat anak rgja yang

perempuan itu negara akan kacau, di karenakan dalam keluarga kerajaan sudah tidak

8 Teungku Djasnawi (Pimpinan Dayah Darul Ma’firah), Wawancara, Aceh Besar, 15 Juli 2019.
895ecara i mologi Meunasah berasal dari kata madrasah, tempat belgjar atau sekolah. Meunasah di
samping tempat belgjar, juga berfungs sebagai tempat ibadah (shalat), tempat pertemuan musyawarah,
pusat informasi, tempat tidur, dan tempat menginap bagi musafir. Haidar Putra Daulay, Sgjarah
Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 23. Pada
setiap Gampong di Aceh terdapat satu Meunasah. Fungsi Meunasah ini |ebih berkembang secaramendasar,
setelah agama lslam mulai menyebar menjadi panutan keyakinan masyarakat di Aceh. Meskipun menurut
Snauck Hurgronje terdapat berbagai nama untuk Meunasah, Meulasah, Beulasah, yang akhirnya para ahli
mengatakan asal kata “Madrasah” (S. Hurgronje, 1985:68).

% Teungku Djasnawi (Pimpinan Dayah Darul Ma’rifah), Wawancara, Aceh Besar, 15 Juli 2019.
Wawancara, Aceh Besar, 15 Juli 2019.
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ada anak laki-laki sebagai penerus kergjaan, para penyelenggara kergjaanpun sudah
mengetahui situasi dan kondisi negara seandainya tidak diangkat anak raja yang
perempuan maka akan terjadi kekacauan dalam negeri. Dari itulah pemimpin kergjaan
saat itu pernah dari kalangan perempuan.®

Teungku Zaini, pimpinan Dayah Darul Aman Gampong Seuneubok
Seuliumem, menyatakan bahwa menyangkut dengan kepemimpinan perempuan
diranah politik dan publik merupakan hal yang dilarang agama, karena itu membuka
celah untuk bercampur baur laki laki dan perempuan, makanya dilarang perempuan
menjadi pemimpin. Seadainya celah untuk bercampur baur laki-laki dan perempuan
dapat dihindari tidak mengapa, namun tidak mudah untuk menghindarinya.®
Begitupun dalam penyelenggaraan fardhu kifayah dalam masyarakat, tidak dapat
selesai dengan kaum perempuan tanpa adanya kaum laki-laki, ada banyak kegiatan
sosial di Gampong yang tidak bisa selesai tanpa campur tangan laki-laki. Maka salah
satu alasan juga kenapa perempuan tidak dibolekan menjadi pemimpin khususnya
dalam jabatan Keuchik.*

Ditambahkan juga Teungku Zaini bahwa seorang perempuan harus mendapat
izin dari suaminya untuk melakukan dan menjalankan suatu kegiatan dalam
kehidupannya, apalagi dalam aktivitas seorang Keuchik yang kebanyakan kegiatan

dilakukan bersama laki-laki yang bukan muhrimnya.®*

% Teungku Djasnawi, Wawancara, Aceh Besar, 15 Juli 2019.
9 Teungku Zaini, Wawancara, Aceh Besar, 15 Juli 2019.

% | bid.

% bid.
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2. Pandangan Inklusif (toleran/moder at)

Teungku Fakhruddin Lahmuddin Pimpinnan Dayah Chiek Umar Dian
menjelaskan bahwa berdasarkan bacaan dan penulusuran beliau dalam kitab Fatawa
Mu’asirah (Fatwafatwa Kontemporer) Yusuf Qardhawi tentang kepemimpinan
perempuan diruang publik dan politik adalah berdasarkan Hadith*“Lan Yufliha
Qawmun Wallau Amrahum Imraatan”, menjelaskan bahwa Hadist ini haruslah hati-
hati dalam menafsirkannya yaitu dengan melihat kondisi dan situasi saat kejadian
dahulu kala dengan kondisi zaman sekarang, menurut beliau yang berpatokan pada
pandangan Y usuf Al-Qardhawi yaitu boleh-boleh sga perempuan menjadi pemimpin
di ranah politik dan publik, tidak ada masalah selama perempuan tersebut masih tetap
dapat menjaga marwah keperempuanannya dan nilai-nilai Syari’at Islam.®

Lebih lanjut Teungku Fakhruddin mengutarakan bahwa jika kita perhatikan
dan mempelgjari kisah Ratu Balkis di dalam Al-Qur’an boleh dijadikan rujukan untuk
perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin baik ditingkat bawah semacam Kepaa
desa (Keuchik dalam masyarakat Aceh), maupun pada tingkat selanjutnya. Karena
kalau kita lihat ratu Balkis adalah perempuan yang bijak dan cerdas dalam
menyelengarakan kergjaan.®® Terkait dengan ayat 34 surah an-Nisa’, Teungku

Fahkruddin Lahmuddin menjelaskan bahwa ayat tersebut hanya berlaku dalam konteks

% Teungku Fakhruddin Lahmuddin (Pimpinan Dayah Cheik Umar Dian), Wawancara, Aceh Besar, 10
September 2019.
% Teungku Fakhruddin Lahmuddin, Wawancara, Aceh Besar, 10 September 2019.
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rumah tangga tidak berlaku untuk kepemimpinan pada umumnya, semisa di
pemerintahan dan lain-lain, jika dilihat dari asbabul nuzulnya ayat 34 Surah an-Nisa’
tersebut sudah final bahwa yang bertanggung jawab dan memimpin dalam keluarga
adalah laki-laki. Beliau mencontohkan seperti Ibu Illiza Sa’auddin Jamal®’ sebagai
Walikota Banda Aceh periode 2014 yang lalu, walaupun lbu Illiza sebagai Wali Kota
namun yang menjadi tanggung jawab di rumah tangga tetap suaminya.*

Lebih lanjut Teungku fakhruddin Lahmuddin menegaskan bahwa tidak ada
larangan dalam agama perempuan menjadi pemimpin, menurut apa yang telah beliau
pelgjari dari seorang ulama yaitu Yusuf Qardhawi, Karena Y usuf Qardhawi dalam
melihat Hadith beliau mendiskusikan dengan dalil-dalil yang lain. Namun demikian,
tidak dengan pengertian perempuan dalam memimpin boleh dengan sembarangan
berinteraksi dengan laki-laki, tetap harus menjaga batas-batas yang sudah disyari’atkan
agama, supaya tidak menimbulkan fitnah. %

Teungku Muhammad Jazuli, pimpinan Dayah La Tansa Mugan, ketika
ditanyakan bagaimana pandangannya terhadap kepemimpinan perempuan di ranah
politik secara umum, Teungku Muhammad Jazuli mengemukakan bahwa terkait

dengan kepemimpinan perempuan di ruang politik dan publik adalah pada dasarnya

% Illiza Sa'aduddin Djamal merupakan walikota Banda Aceh yang lahir di Banda Aceh pada 31
Desember 1973. Walikota Banda Aceh yang menjabat sejak 16 Juni 2014 ini pernah menjabat sebagai
Wakil Wali Kota Banda Aceh sgjak 19 Februari 2007 hingga 17 Februari 2014 dan Plh. Walikota Banda
Aceh yang menjabat sejak 17 Februari 2014 hingga 16 Juni 2014.Lulusan STIM Bandung ini mengawali
karir politiknya sebagai anggota DPR Kota Banda Aceh (2004 s/d 2006), kemudian berkat kinerjanya
yang gemilang ia pun dipromosikan menjadi Wakil Wali Kota Banda Aceh (19 Februari 2007 5/d 4 Juli
2012) dan Wakil Wali Kota Banda Aceh (4 Juli 2012 s/d 17 Februari 2014). MODUSACEH.CO.

% Teungku fakhruddin Lahmuddin, Wawancara, Aceh Besar, 10 September 2019.

% Teungku Fakhruddin Lahmuddin, Wawancara, Aceh Besar, 10 September 2019.
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memang tidak baik jika perempuan menjadi pemimpin di instansi manapun. Namun
jika memang mampu dan berkompetensi boleh-boleh sgja, misalnya terkait dengan
jabatan Keuchik di Gampong yang jabat oleh perempuan, menurutnya boleh boleh
sgja 1o

Teungku Marwan pimpinan Dayah Al Fata K ayee Kunyet, ketika ditanyakan
latar bel akang muncul nya kepemimpinan perempuan dalam bentuk jabatan Keuchik, di
jelaskan bahwa saat ini tidak mengherankan dan sudah menjadi suatu hal yang lumrah
bahwa perempuanpun dapat menduduki jabatan dalam ranah politik dan publik.
Memang ada hal-hal yang harus di jaga dan diperhatikan oleh perempuan, terutama
dalam hal berpakaian misalnya saja harus berpakaian sesuai dengan Syari’at Islam.

Teungku Marwan mengakui bahwa memang ada sebahagian kalangan
Teungku Dayah alergi dengan kepemimpinan perempuan, apalagi di tingkat Gampong,
ini terjadi karena pemahaman terhadap administrasi Gampong tidak dipahaminya,
mungkin mereka memahami dalam penyelenggaraan Gampong masih seperti dulu
kala. Padahal saat ini penyel enggaraan dan pel aksanaan sebuah Gampong sudah diatur
sedemikian rupa dengan undang-undang. Jadi, tidak menjadi persoalan perempuan
menjadi Keuchik di Gampong, asalkan masyarakat memilih dengan cara yang telah

ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melanggar Syari’at Islam.1°?

10 Teungku Muhammad Jazuli, Wawancara, Aceh Besar, 10 September 2019.
101 Teungku Marwan, Wawancara, 11 September 2019.
102 | bid.
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Teungku Qusayein, pimpinan Dayah Darul Ihsan, Gampong siem
K ecamatan Darussalam, mengatakan bahwa sejauh yang dilihatnya pada nash-nash Al -
Qur’an tidak ada yang pasti bahwa perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin di
ranah publik maupun politik. Sekali lagi tegas saya katakana bahwa tidak dilarang
perempuan menjadi pemimpin di ranah politik selama perempuan tersebut dapat
menguasai ilmu agama dan berprilaku sebagaimana tuntutan Syari’at Islam, baik dalam
berpakaian maupun dalam prilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat,
terutama dalam hal-hal yang sudah digariskan agama Islam.%

Teungku Faisal Aly mengatakan; aturan negara menuntut adanya
keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari level bawah
samapai ke atas. agama | slampun tidak melarang perempuan menduduki jabatan politik
maupun publik, seperti Keuchik perempuan. 1%

Menurutnya yang perlu diperhatikan kepantasan dan kelayakan seorang
perempuan untuk menjadi pemimpin terutama di ranah politik, misalnya sagja mampu
dan memiliki pengetahuan baik agama maupun pengetahuan umum yang memadai dan
punya ketrampilan atau kebolehan untuk menjadi pemimpin, dan itu semua dibuktikan
dengan kharisma atau aktifitas seorang perempuan itu dalam masyarakat |uas.'®
Pimpinan Dayah Al-Falah Abu Lam U, Teungku Saifuddin, menyatakan

bahwa kepemimpinan perempuan di ruang publik maupun politik sah-sah sgja selama

108 Teungku Qusayein, Wawancara, Aceh Besar, 10 September 2019.
104 Teungku Faisal, Wawancara, 10 September 2019.
105 | bid.
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seorang perempuan dapat menjaga harkat dan martabat dirinya. Misalnya saja dalam
hal berpakaian bahwa harus sesuai dengan syariat 1slam, jangan sampai melanggar
Syari’at.1%

Teungku Saifuddin tetap memberi dukungan terhadap perempuan yang
menjadi pemimpin baik di institusi pemerintahan lainnya maupun seorang Keuchik di
Gampong, dan akan mengikuti apa-apa yang menjadi keputusan bersama dengan asas
musyawarah dan mufakat, apalagi seorang Keuchik yang tetap istigamah dengan
Syari’at Islam yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh. %’

Teungku Saifuddin mengakui, memang tidak mudah bagi perempuan untuk
menduduki jabatan Keuchik dalam sebuah Gampong di Aceh, karenakultur patriakhal
masih kental dalam masyarakat, tatangan dan hambatan cukup berat, semisal masih
banyak Teungku Dayah yang tidak membenarkan perempuan menjadi Keuchik dalam
sebuah Gampong, dengan alasan yang klasik yaitu tidak dibenarkan perempuan
memimpin laki-laki, pemahaman seperti ini yang masih berkembang dan kental dalam
masyarakat, dan ini adalah hasil dari pemahaman doktrin agama yang masih sempit
dan kurang berkembang. 1%

Pimpinan Dayah Daruz Zahidin , Teungku Abdul Razak, mengatakan
bahwa, tidak mengapa seorang perempuan menjadi pemimpin, jika memang sudah

terpilih, boleh-boleh sgja kaum perempuan memegang jabatan politik dan publik, tidak

106 Teungku Saifuddin, Wawancara, Aceh Besar, 12 September 2019.
197 1 bid.
108 | bid.
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dilarang oleh agama, walaupun ada juga sebagian Teungku dayah yang melarangnya
dengan berbagai dalil agama sebagai penguat argumennya.1®

Berdasarkan ulasan di atas, terpilihnya dua Keuchik perempuan di Aceh
Besar dapat dikatakan bahwa dikarenakan oleh usaha dan tekhnis yang digunakan
kedua Keuchik tersebut dalam mempengaruhi masa/masyarakatnya. karena kalau
dilihat dari doktrin agama yang dipegang teguh oleh para Teungku Dayah terutama
yang beraliran tradisional tidak sedikitpun memberi peluang kepada perempuan untuk
dapat berkiprah dalam bidang politik terkhusus untuk jabatan Keuchik dalam sebuah
Gampong di Aceh.

Tidak dipungkiri, ada beberapa Teungku Dayah yang memberikan
pemahaman keagamaan tentang kepemimpinan perempuan dibidang politik dengan
tidak mengharamkannya, akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya
sgja selama perempuan tersebut dapat menjaga marwah dan kodratnya sebagal seorang
perempuan, mendapat izin dari suami dan lain-lain.

Melihat beberapa teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya,
bahwa Keuchik perempuan yang telah terpilih pada dua Gampong di atas memiliki
pendekatan kepada beberapa orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya. Kalau
dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto bahwa walaupun jumlahnya
hanya sedikit tapi dapat mempengaruhi yang jumlahnya besar. Seperti yang terjadi

pada dua Gampong dalam penelitian ini bahwa seorang perempuan dapat maju menjadi

19 Teungku Abdul Razak, Wawancara, 10 September 2019.
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seorang pemimpin (Keuchik), padahal jikadilihat dari pandangan agama sebagaimana
yang dikemukakan oleh kebanyakan Teungku Dayah tidak memberi ruang bagi
perempuan untuk dapat berkiprah di bidang politik.

Dalam studi gender dan studi Islam ditemukan pandangan-pandangan
tentang kepemimpinan perempuan khususnya dalam bidang politik. Masih banyak
pandangan yang menimbulkan pro dan kontra terhadap kepemimpinan perempuan.
Salah satu pandangan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi yang memberikan
kebol ehan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ranah publik dan politik,
tapi pada banyak ulama masih mengharamkan perempuan menjadi pemimpin.

SylviaWalby dalam bukunya Theorizing Patriarchy mengemukakan bahwa
terjadinya subordinasi perempuan oleh |l aki-laki salah satu sebabnyaadalah oleh karena
perempuan berada pada dataran seputaran biologis dan reproduksinya, seperti
melahirkan, kehamilan, persalinan, menyusui dan mengasuh anak, ini membuat
perempuan rentan dan tergantung pada laki-laki, dan ini berkembang terus menerus
serta membentuk keluarga yang patriakhal .**°

Penjelasan Walby dalam bukunya itu, jika dilihat dalam penuturan yang
disampaikan oleh beberapa orang Teungku Dayah di atas, terutama yang beraliran
tradisional masih kental terasa dalam masyarakat A ceh padaumumnyadan Aceh Besar

pada khususnya, serta Indonesia pada skala makro, bahwa budaya patriarkhi masih

110 sylviaWalby, Theorizing Patriarchy (Oxford: Basil Blackwell, 1990), hal. 67.
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kental dalam berbagai lini kehidupan socia kemasyarakatan, tidak terkecuali dengan

keberadaan Keuchik perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

. Dinamika Respon Teungku Dayah Terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam
Jabatan Politik Kuasa
Misi setigp agama adalah membebaskan manusia dari berbagai bentuk
anarkhi dan ketidakadilan. Karena Tuhan Maha Adil, maka tidak mungkin kitab suci-
Nya mengandung konsep-konsep yang tidak mencerminkan keadilan. Jikaadanilai
atau normayang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi secara
universal, makanilai atau normatersebut perlu direaktualisasi penafsirannya.
Diketahui bahwa gjaran Islam terpola kepada gjaran dasar dan ajaran non-
dasar. Ajaran dasar adalah garan yang termaktub di dalam a-Qur’an dan sunnah
mutawatir yang diyakini datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, g aran non-dasar
adalah gjaran yang berupa hasil ijtihad manusia dalam bentuk tafsir atau pemikiran
ulama yang menjelaskan tentang ajaran dasar dan implementasinya dalam kehidupan
nyata. Ajaran dasar selalu bersifat absolut, abadi, dan tidak berubah. Sebaliknya,
gjaran non-dasar bersifat ijtihadi, relatif, tidak abadi, dan bisa berubah seiring dengan
tuntutan dinamika masyarakat serta perkembangan sains dan teknologi.*'!
Begitupun dinamika respon yang terjadi antara Teungku Dayah dalam

memberikan tafsiran dan pemaknaan terhadap kepemimpinan perempuan baik diruang

11 Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Patriarkhisme Islam’ dalam Syafiq Hasyim, Bebas dari
Patriarkhisme Islam (Depok: Katakita, 2010), 16-17.
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publik maupun politik, yang dalam kagian disertasi ini khusus dilihat terkait
kepemimpinan perempuan pada jabatan Keuchik. Adapun Teungku Dayah yang
ditemui baik yang katagori tradisional maupun modern terjadi dinamika dalam
merespon kepemimpinan perempuan pada jabatan tersebut.

Apayang telah disampaikan oleh Teungku Abdad bahwa mengakui kepandaian
yang dimiliki perempuan dan bahkan ada perempuan yang memiliki kehebatan
mel ebihi |aki-1aki, namun karena agama mel arang perempuan menjadi pemimpin maka
harus diikuti dan ditaati dengan balk apa yang telah digariskan oleh agama,
sebagai mana tersampaikan dalam ayat dan juga Hadith.*'? Pegangan Teungku Abdad
pada doktrin agama adalah suatu hal yang telah memberikan dampak kepada
masyarakat sekitar, terutama pada jama’ahnya terkait tentang kepemimpinan
perempuan di ranah publik maupun politik. Nada yang sama juga disampaikan oleh
Teungku Sayuti **3

Kalau dicermati apa yang disampaikan oleh Teungku Marwan bahwa
sebaiknya perempuan memilih bidang lain, jangan menjadi pemimpin seumpama
menjadi Keuchik di Gampong, karena jabatan ini masih langka dan merasa aneh bagi
masyarakat jika perempuan menjadi Keuchik. Namun, bagi Teungku Marwan jika
warga sudah memilih dalam sebuah penyelenggaraan pesta demokrasi maka tidaklah

mengapa, berarti masyarakat sudah bisa melihat dan memilah antara yang baik dan

112 Teungku Abdad, Wawancara, 5 September 2019
113 Teungku Sayuti (Pimpinan Dayah Babul HIkmah), Wawancara, Aceh Besar, 5 Agustus 2019.
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yang terbaik dalam mengurusi warga khusus pada tingkat Gampong.t** Teungku
Marwan mejelaskan bahwa masih terjadi banyak penafsiran tentang ayat dan Hadith
yang bercicara tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam, ada yang
membol ehkan, ada yang tidak membolehkan sertaada yang melihat jika keadaan sudah
darurat baru perempuan dibolehkan menjadi pemimpin.t*

Teungku Faisal Aly, mengemukakan bahwa zaman dahulu sangat tabu jika
seorang perempuan menjabat sebagal Keuchik di sebuah Gampong dalam masyarakat
Aceh, dan bahkan tidak pernah dijumpal adanya Keuchik perempuan, zaman kini sudah
tidak mengherankan lagi karena kemaguan dan keterbukaan, siapa sga boleh
mencalonkan menjadi Keuchik. Namun, yang kita lihat bahwa bukan peluang yang
tertutup akan tetapi kemauan dari perempuan yang tidak ada, bisadilihat dari berbagai
instansi pemerintahan lainnya, bahwa keterwakilan perempuan masih sangat sedikit.''®

Melihat apa yang dikemukakan oleh Teungku Sayuti dan Teungku Abdad
yang sangat ketat dan kaku terhadap penafsiran doktrin agama, seakan tidak sedikitpun
ruang yang diberikan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin baik itu di ruang
publik maupun politik. Mereka juga berpegang kepada apa yang telah dipesan dan
disampaikan oleh guru-gurunya dahulu semasa mereka menjadi murid, maka sangat

tidak patut jika seorang murid tidak menurut kepada apa yang telah disampaikan oleh

gurunya dahulu.

114 Teungku Marwan, Wawancara, 8 Juli 2019
15 | bid.
116 Teungku Faisal Aly, Wawancara, 26 Juli 2019.
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Teungku Qusayein menanggapinya sebagai suatu pilihan kepada siapapun
yang ingin mencalonkan diri dan menjadi Keuchik di Gampong, baik bagi laki-laki
maupun bagi perempuan. Doktrin agama tidaklah dengan tegas melarang perempuan
untuk menjadi pemimpin di ruang publik maupun politik, maka terjadi perdebatan
daam menafsirkan beberapa ayat dan Hadith yang berbicara tentang ha
kepemimpinan perempuan di ruang politik. Terkhusus jikadilihat pada kepemimpinan
Keuchik di tingkat Gampong di Aceh.

Berbeda dengan Teungku Zaini, baginya secara aturan agama memang tidak
dibolehkan perempuan menjadi pemimpin, namun jikadilihat dari sudut pemerintahan
tidak menjadi masalah perempuan menjadi pemimpin, bailk di tingkat Gampong
maupun pada bidang yang lainnya.**’

Di antara beberapa Teungku Dayah yang merespon tentang kepemimpinan
perempuan di ruang publik maupun politik, dapat dikatakan bahwa terjadi perbedaan
pemahaman keagamaan di antara mereka terhadap hal ini, dan merupakan suatu
kenyataan yang ada dan hadir dalam masyarakat, baik pada tingkat Gampong maupun
pada tingkat struktur pemerintahan lainnya.

Di Indonesia potret perempuan masih jauh dari harapan yang diinginkan.
Untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan, pemerintah dan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) mencanangkan banyak program pemberdayaan

117 Teungku Zaini, Wawancara, 5 Agustus 2019.
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perempuan semisal kuota perempuan diparlemen, pendidikan dan pel atihan kesetaraan
gender, peningkatan kesehatan reproduksi, serta program wajib belgjar.*®
Sesungguhnya problem peminggiran perempuan tidak hanya dikarenakan
masalah struktural, tetapi juga karena persoalan kultural, seperti pengaruh sistem
kepercayaan dan pemahaman keagamaan. Pemahaman parsial dan literal terhadap teks-
teks Al-Qur’an dan Hadith tampaknya ikut berpengaruh terhadap konfigurasi sosial
yang meminggirkan perempuan, tidak terkecuali di Aceh sebagaimana sudah
dijelaskan di atas. Khusus pada kepemimpinan Keuchik perempuan para Teungku
Dayah baik yang modern maupun tradisional memberikan responnya dengan berbagai
dinamika. Semisal ada yang kaku, fleksibel, ramah dan toleran serta sebagian Teungku
Dayah penuh dengan kehati-hatian dalam memberikan pemikiran terhadapnya.
Berangkat dari kenyataan ini, telaah dan kagjian terhadap dalil-dalil normatif
yang selamaini menjadi dasar ketidaksetaraan antaralaki-l1aki dan perempuan menjadi
penting dilakukan secara berkesinambungan. ini juga menjadi salah satu dinamika
respon antara Teungku Dayah yang berujung pada kerugian terhadap keberadan

perempuan di masyarakat dalam mengaktualisasikan kompetensinya untuk sebuah

kemajuan baik itu pada sektor ekonomi, sosial dan politik sekalipun.

118 Faktor yang menghambat akses perempuan dalam memperoleh pendidikan di Indonesia selama ini
adalah jumlah sekolah yang terbatas dan jarak tempuh yang jauh. Perkawinan dini juga diduga menjadi
sebab mengapa perempuan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Di tingkat perguruan
tinggi, rasio angka partisipasi perempuan terhadap laki-laki meningkat dari 85,1% pada 1992 menjadi
92,8%pada 2002. Namun, terjadi penurunan pada 1997 dan 1998 yang mungkin berhubungan dengan
krisis ekonomi yang menurunkan kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan. Dengan begitu,
maka akses perempuan dalam bidang ekonomi juga terbatas.
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Akar mendalam yang mendasari penolakan dalam masyarakat eksistens
perempuan adalah keyakinan bahwa perempuan makhluk Allah yang lebih rendah
karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Selain itu, perempuan dianggap
sebagai makhluk yang kurang akalnya sehingga harus selalu berada dalam bimbingan
laki-laki. Akibatnya, produk-produk pemikiran Islam sering memosisikan perempuan
sebagal subordinat. Kenyataan ini tentu sangat memprihatinkan, karena Islam pada
prinsipnya menjunjung tinggi kesetaraan dan tidak membedakan manusia berdasarkan

jenis kelamin.



BABV
PENUTUP
A. Kesmpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,
maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagal berikut;

Pertama, terkait dengan faktor yang melatar belakangi munculnya
kepemimpinan perempuan di ruang publik dan politik dalam bentuk jabatan Keuchik
menurut Teungku Dayah dalam katagori modern maupu tradisional. Adapun faktor-
faktornya adalah; 1). Faktor kemajuan zaman, 2). Faktor kesempatan mendapatkan
pendidikan, 3). Faktor undang-undang, 4). Faktor ekonomi, 5). Faktor Dukungan
ulamadan tokoh masyarakat, 6). Faktor Krisis kepercayaan terhadap Keuchik | aki-laki.

Faktor-faktor di atas merupakan latar belakang munculnya kepemimpinan
perempuan di ruang publik khususnya pada jabatan Keuchik di Aceh Besar.
Begitupun dengan dengan faktor lainnya, yaitu faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi munculnya dua Keuchik perempuan, di mana keinginan yang muncul
dalam diri Keuchik perempuan dan juga dukungan yang diberikan oleh tokoh agama
dan masyarakat setempat terhadap mereka.

Kedua, terkait bagaimana pandangan Teungku Dayah melihat kepemimpinan
Keuchik perempuan pada dua Gampong di Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil ulasan
dan analisis data dapat disimpulkan bahwa Teungku Dayah dalam katagori Tradisional
mempunyai pandangan yang ekslusif terhadap kepemimpinan perempuan pada jabatan
Keuchik di kedua Gampong tersebut. Sedangkan Teungku Dayah Modern

berpandangan inklusif.
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Ketiga, terkait dengan dinamika respon di internal Teungku Dayah dalam
melihat kepemimpinan Keuchik perempuan, dapat disimpulkan di antara merekaterjadi
pro dan kontra. Dinamika respon ini terjadi pada dataran penafsiran doktrin agama
yang berbeda-beda. Misalnya sgja sebahagian Teungku membolehkan dengan syarat-
syarat tertentu, sebahagian yang lain mengharamkan dan sebahagian lainnya mengakui
secara ketentuan negara, tidak mengakui secara hukum Islam, karena menurutnya
sudah jelas pada ayat dan Hadith bahwa perempuan tidak dibolehkan jadi pemimpin
selamamasih ada laki-laki.

Mencermati apa yang terjadi di antara kedua tipe Teungku di atas, dalam
melihat kepemimpinan perempuan di ranah politik maupun publik tidaklah terjadi
konflik dan pertentangan yang signifikan, memang dalam dataran pemikiran terjadi
pro dan kontra sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Namun, dapat dikatakan
bahwa tidak terjadinya konflik antara mereka disebabkan oleh adanya toleransi dan
saling menghargai perbedaan pandangan dan pemikiran di antara Teungku Dayah
baik yang tradisonal maupun modern.

B. Implikasi Teoritik

Penelitian ini memberikan sumbangan pada penelitian tentang pandangan
Teungku dayah terhadap kepemimpinan perempuan di ranah politik, khususnya pada
jabatan Keuchik perempuan di Gampong. Dalam penelitian ini, para Teungku Dayah
dan Keuchik perempuan menjadi subjek penelitian yang penting.

Beberapa penafsiran ayat al-Qur’an dan Hadith, teori studi gender dan juga
teori sosiologi €lit dan sirkulasi politik, teori mangjemen kualitas dan beberapa teori

sosiologi lainnya, sebagai aat analisis data yang didapatkan dilapangan.
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Konstruksi yang dibangun adalah untuk mencari orang-orang yang punya

kualitas dan kapasitas, yang tentunya ini tidak banyak dalam suatu komunitas
masyarakat, kalau menurut Pareto hanya ada duapuluh persen, yang kecil tapi
mempunyai pengaruh untuk yang lebih besar. Dan juga dalam kajian ini memperkuat

teori femenisme yang merupakan suatu gerakan perempuan untuk mencari keadilan
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yang lama terkubur disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang selamaini dipegang
kuat oleh dunia Dayah di Aceh secara umum dan Aceh Besar secara khusus yaitu
dengan meyakini bahwa agama |slam melarang perempuan menjadi pemimpin di ranah
politik maupun ranah publik lainnya. Mereka yang berjenis kelamin laki-lakilah yang
bisa menjadi pemimpin dalam pandangan agama Islam. Otoritas penuh dalam dunia
kepemimpinan terutama di tingkat Gampong terkhusus dalam jabatan Keuchik
dipegang oleh laki-laki dan menjadi sebuah keanehan bila dipegang oleh perempuan,
namun dalam perkembangannya mengalami sebuah pergeseran meskipun dalam ruang
lingkup mikro.

Di samping hal tersebut, Dayah dan Teungku Dayah tradisional atau salafiyah
yang notabene tertutup dan tidak responsif gender dikarenakan selalu berpedoman pada
kitab-kitab klasik yang lebih mengutamakan laki-laki dari pada perempuan. Namun
dalam kenyataannyasaat ini mengalami pergeseran ke arah yang lebih responsif gender
dengan tidak mengklomplein atau melawan dan bisa menerima atas hadirnya dua
Keuchik perempuan. Perempuan di Gampong tidak hanya memilih sgjatapi kini sudah
dipilih oleh warganya untuk menjadi pemimpin. Meskipun ruang lingkup pergeseran
ini masih terbatas di hanya Gampong dan Dayah/Teungku Dayah tertentu yang
memiliki keterbukaan pemahaman gender, sehinggasistem dari budaya patriarkhi yang
mengakar kuat dan mendominasi mayoritas Dayah dan Teungku Dayah serta
masyarakat pada umumnyadi Aceh Besar sudah mulai terlihat adanya perubahan.

Perubahan dalam lingkup mikro ini diharapkan bisa berpengaruh terhadap

lingkup yang lebih luas lagi sehingga dimensi perubahan ini meluas di dalam
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komposisi, struktur, dan fungsi dalam pemerintahan baik tingkat Gampong maupun
pemerintahan tingkat K abupaten/K ota, bahkan tingkat Provinsi.

Mencermati dinamika yang terjadi pada kedua Gampong yang dipimpin oleh
Keuchik perempuan, setidaknya melahirkan dua iklim; yaitu iklim kondusif dan iklim
yang kurang kondusif. Pada kalangan Teungku Dayah yang masi h tergolong tradisional
membawa iklim yang kurang menguntungkan bagi kepemimpinan perempuan pada
jabatan Keuchik, namun sikap yang ada pada perempuan (Keuchik) sebagai sebuah
tindakan nyata, misalnya sgja dalam penguatan ekonomi masyarakat, kedermawanan
dan kepedulian sosia lainya yang telah terwujud baik sebelum dan setelah terpilih
sebagai Kepala Desa atau Keuchik. Inilah yang telah dipraktekkan oleh kedua orang
Keuchik perempuan tadi , sehinggga iklim yang kurang kondusif di atas dapat teratas,
dan mengantarkan mereka pada jabatan Keuchik di Gampong setempat.

Hal ini yang menjadi kebaruan dan temuan dari kajian ini, diharapkan dapat
menjadi sebuah upaya untuk menambah referensi sekaligus bahan rujukan dalam
penelitian kepemimpinan perempuan diranah politik, baik di masa kini dan masa yang
akan datang.

C. Keterbatasan Studi dan Rekomendasi

Berbagai kesimpulan serta implikasi teoretis dalam penelitian ini masih
mengandung keterbatasan baik dalam tataran teoretis maupun metodologis, sehingga
sangat terbuka untuk dikritisi dan direvisi. Dalam proses melakukan penelitian ini dari
awval hingga hasil akhir, tentu terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan-

keterbatasan yang penulis temui. Kendala yang substansial adalah sulitnya menemui
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Teungku Dayah Tradisional sehingga terbatas jumlah yang dapat diwawancara,
sebagai ma sudah disampaikan juga di bab pertama pada bagian catatan lapangan.

Keterbatasan selanjutnya terkait lingkup penelitian, yang hanya terfokus di
salah satu Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Besar. Namun, hasil penelitian ini perlu
dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provins Aceh mengingat karakter
masyarakatnya yang beragam. Selanjutnya, tentang pandangan Teungku dayah
terhadap kepemimpinan perempuan di ranah politik ini belum komprehensif. Maka
perlu pemetaan secara historis dan berkelanjutan, sehingga melahirkan kgian yang
representatif tentang hal ini khususnyadi Aceh Besar.

Sebagal rekomendasi pada peneliti selanjutnya, penelitian tentang pandangan
Teungku Dayah terhadap kepemimpinan perempuan di ranah politik yaitu terkait
dengan jabatan Keuchik perempuan, amat disayangkan jika berhenti sampai di sini,
sementara masih banyak ha lain yang bisa dijadikan topik penelitian lanjutan.
Misalnya, Dampak kepemimpinan Keuchik perempuan bagi warga Gampong. Ini
penting untuk diteliti, karena saat ini memang sudah terlihat betapa banyak
perempuan yang punya kompetensi akademis dan lainnya di Kabupaten Aceh Besar.

Diharapkan kepada Pemda Aceh, dan khususnya Pemda Kabupaten Aceh
Besar untuk terus mensosialisasikan Perda-perda yang telah dilegalisasi khususnya
Perda-perda yang berkaitan dengan Pemerintahan dan aparatur Gampong. Karena
banyak masyarakat Gampong yang belum paham tentang aturan dan ketentuan dalam

pemilihan pimpinan di tingkat Gampong semisal dengan jabatan Keuchik yang
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dibolehkan perempuan secara Undang-Undang untuk bisa dipilih sebagai aparatur
Gampong, bukan hanya memilih sgja.

Selanjutnya, terkait dengan implikasi dari pergeseran isu gender di Dayah,
maka harus ada sebuah kampanye yang dilakukan secara terus menerus sehingga
respon masyarakat yang awanya kontraproduktif karena masih terkungkung dengan

pemahaman lama menjadi 1ebih normatif bahkan menjadi responsif.
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